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. Ta' Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

1 J’ P
S oW WS ditulis karamatul anliya

. Yokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammabh ditulis u.
. Veokal Panjang
a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing ditulis
dengan tanda hubung (-) di atasnya.
. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoht F.S_-_x_; ditulis bainakum.
2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh: ' J 3 ditulis qaul.
. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof ().
{Li_':’i I ditulis a'antum, dand{ 5§ ditulis mn'annas,
. Kata sandang Alif + Lam
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Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.
. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, contoh: (5 3 ‘}_ﬂ_] I &g > ditulis zawi al furud.
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Segala puji dan syukur hanyalah pantas kami haturkan kepada Allah Yang
Maha Agung dan Pemurah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
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Perikatan dalam Al-Quran) ini. Tde “penelifian tentang tema ini muncul ketika
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bahwa perbankan syariah tidaklah berbeda dengan-perbankan konvensional, bahkan
dikatakannya "bunga" pada banksyariah-lebih besar-daripada bank konvensional,
Bahkan disimpulkannya bahwa bank syariah hanyalah bank konvensional yang nama
dan produk-produknya diberi embel-embel-sebutan”yang Islami. Dengan ide dasar
kekurangpahaman sebagian besar. masyarakat itu kemudian penyusun bermaksud
menggali untuk lebih memahami tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak
syariah, yang kemudian agar dapat menjelaskan lebih pas dan tepat serta dapat

diterima dengan mudah oleh masyarakat pada umumnya.

Penyusun sangat menyadari, bahwa tesis (penelitian) ini tidaklah mungkin
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dalam kesempatan ini penyusun bermaksud akan menyampaikan terima kasih kepada
pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian tesis (penelitian) ini yang di antaranya
adalah sebagai berikut :

1. Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof Dr. H.
Edy Suandi Hamid, M.Ec. yang telah memberi kesempatan kepada penyusun

untuk dapat belajar dan menggali ilmu pada almamater yang beliau pimpin.



Kepada Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, MM. yang telah mendorong
penyusun dan juga mahasiswa pada umumnya agar mampu mengembangkan
keilmuan khususnya tentang hukum bisnis syari‘ah.

. Kepada Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. yang sekaligus
scbagai Dosen Pembimbing yang telah berusaha dengan sabar dan cermat
membimbing dan mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan penelitian ini.
Kepada Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Drs. H. Asmuni, Mth., MA. yang telah
mengarahkan dan banyak memberikan bekal ilmu serta inspirasi keilmuan
syariah kepada penyusun.

Kepada Isteri, Orang tua, dan’ Anak-anakOsemua yang tak henti-hentinya
mendukung penyusun secara > materiil maupun spiritual agar segera
menyelesaikan tesis ini.

Kepada rekan-rekan semua yang‘tak'dapat penyusun sebutkan satu-persatu,
yang telah memberi semangat, dan -membantu- dalam- proses penelusuran

sumber-sumber data serta penyelesaian penelitian ini.

Pada akhirnya, penyusun berharap semoga hasil penelitian memberi manfaat

yang banyak kepada diri penyusun sendiri’ dan juga kepada umumnya para pembaca

semua, meskipun penyusun juga sangat yakin bahwa penelitian ini masih banyak

kekurangan dan ketidaksempurnaan. QOleh karena itu penyusun berharap kepada para
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hasil penelitian in.

Yogyakarta, 24 Agustus 2007

Penyusun,

—
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ABSTRAK

HUKUM KONTRAK SYARI'AH
(Kajian tentang Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Al-Quran)

Oleh: SUPRIYANTO
Nim: 05913155

Tulisan ini merupakan sebuah usaha kecil untuk mencoba menggali ajaran-
ajaran Al-Quran melalui study pustaka. Perkembangan dunia bisnis di Indonesia
dewasa ini sedang marak dengan berbagai bentuk bisnis yang berlabelkan syariah
seperti perbankan syariah, perasuransian syariah, pembiayaan syariah, pegadaian
syariah, dan bisnis-bisnis syariah lainnya. Sudah seharusnyalah semua biswis
syariah tersebut berlandaskan pada ajaran nilai-nilai Islam. Oleh karena itn, maka
sangatlah penting menggali asas-asas-dan-prinsip-prinsip hukum kontrak syariah
secara langsung dari Al-Quran, agar praktisi dan pelaku bisnis syariah dapat lebih
terbantu dalam memahami dan memprakiekkan ajaran Al-Quran di dalam aktivitas-
aktivitasnya.

Penelitian ini menggunakan | pendekatan afsir muqarin untuk menggali
sumber-sumber primer yang berupa ZAl-Quran dan tafsir-tafsiv seria didukung
dengan berbagai elaborasi kajian para-ahli di-bidangnya yang kemudian dengan
analisis konten yang bersifat preskriptif, peneliti berusaha untuk menemukan asas
dan prinsip dasar tentang hukum kontrak syariah.

Dalam penelitian ini\ ditenmukan_lima)asas) dasar, hukum kontrak syariah,
yakni asas halal dan haram, keadilarn; ™ kebebasan” berkoiitrak, kerelaan, serta
persamaan dan kesetaraan. Asas-asas_lersebut\ diperkuat dengan beberapa prinsip
seperti kewajiban melaksanakan seniud isi perjanjian, memenuhi timbangan,
penulisan kontrak, menghadirkai saksi=saksi dan-adanyajaminan dalam bisnis yang
tidak tunai, larangan riba, penipuan yang mencakup curang dalam timbangan,
khianat, dan dusta (kebohongan), serta larangam adanya unsur judi, penimbunan,
dan mengambil hak orang lain secara batil.

Hasil penelitian ini sangat penting untuk pengembangan paradigma bisnis
bagi para praktisi hukum dan pelaku bisnis syariah, serta sebagai salah satu
pengkayaan hazanah pengetahuan di bidang hukum bisnis syariah.
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Abstract

SHARI'AH CONTRACT LAW
(A Study on the Bases and Principles of the Contract Law in al-Quran)

By: Supriyanto
05913155

The study tries to explore al-Quran teachings concerning the Shari’al
contract lmo through library research. Today in Indonesia, Shari’ah business has
widely developed with various forms, such as, Shari’ah banking, Shari’ah insurance,
Shari’ah financing, Shari’ah pawnshop, and ‘airy other ones. These Shari’ah forms
must be under Islamic teachings. Thereforéhthe bases and principles of Shari’ah
contract law noted in al-Quran are very, important to explore, in order Hat the
Shari'ah practitioners and businessmeit’ may wnderstand and practice the al-Quran
teaching in their activities.

The approach of the study uses tafseer|muqarin, i.e. exploring the primary
sources al-Quran and tafseer. The secondary sotirces are the researchi and opinion of
scholars and experts. The sources are analyzed by content analysis technique to find
out the bases and principles\of the ‘Shavi’ali_cortfrachlaw.

The findings show that there are five Uases\of \the Shari‘ah contract law, i.e.
legal and illegal, fairness, contractual freedom, willingness, and equality. Those five
bases are also strengthened with several (principles-of obligation and prohibition. The
principles of obligation cover the mnecessity to execute all agreement, scales’
fulfillment, contract writing, witness attendance, and collateral for the loan. The
second includes the prohibitions of usury, trickery in scales, deception, prevarication,
gambling, accumulation, and illegal ownership. The findings are userful for those
businessmen and practitioners as additional sources of knowledge in Shari'ah
business law.

XV



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdiri dari aneka
ragam suku bangsa, agama, dan kepercayaan Keanekaragaman itulah di antaranya
yang menyebabkan beragamnya sistem hukum yang hidup dalam masyarakat
Indonesta. Sistem hukum yang hidup(baik hukum adat, hukum peninggalan negara
penjajah, hukum asli produk pemerintah Indonesia, dan juga hukum agama semuanya

tetap nampak seiring berjalan di muka bumi Indonesia ini.

Pesatnya informasi dan kegiatan'perdagangan dunia di era globalisasi, sudah
barang tentu akan menyebabkan masuknya-nilai-nilai, Aorma-norma dan budaya-
budaya tertentu masyarakat dunia yang-saling/berinteraksi. Oleh karena itu berbagai
aktivitas dan kegiatan bisnis antar-negara secara lansung ataupun tidak langsung akan
mempengaruhi tatanan sistem sosial, budaya, ekonomi dan juga hukum suatu negara

yang mengadopsi atau menerima masuknya kegiatan bisnis tersebut.

Beragamnya sistem hukum itu sangat terasa khususnya dalam hukum
perdata. Hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kegiatan atau hubungan antar
anggota masyarakat, senantiasa menemukan bentuknya dalam kehidupan sehari-hari

melalui nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut." Namun

! Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, Cet. 2 (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 3.



demikian perkembangan pesat dunia usaha yang makin mengglobal tentunya justru
sangat memerlukan adanya tatanan hukum yang lebih memberikan kepastian hukum

dan keadilan, dan hal itu akan lebih terwujud dengan adanya hukum yang tertulis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia merupakan
undang-undang produk pemerintah Hindia Belanda. Buku Il KUH Perdata tersebut
menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas untuk mengadakan kontrak
dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, ataupun bentuk
kontraknya baik berbentuk lisan maupun tertulis. Di samping itu juga diperkenankan
untuk membuat kontrak baik yang telah’dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar
KUH Perdata’ Demikian itu sebagaimana pengertian hukum kontrak yang
dinyatakan oleh Salim H.S., yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang
mengatur hubungan hukum antara dud‘pihak-ataulebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat| hukum. ‘Sementara akibat lhukum~yang dimaksud tidak

lain adalah hak dan kewajiban yang diakibatkan-oleh.adanya kesepakatan tersebut.’

Tuntutan akan adanya tatananhukum perdata’ yang lebih menjamin ke arah
kepastian hukum dan keadilan tentunya lebih meningkat, apalagi setelah Negara kita
Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter bebarapa tahun yang lalu. Dampak
yang paling dominan dari terjadinya krisis tersebut adalah terhadap lembaga
keuangan khususnya perbankan. Oleh karena itu, maka pada tahun 1998 terjadilah

perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan -yang hanya menentukan

? Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kesatu, Cet. 3
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 1.

' Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. 3 (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), hal. 4.



bolehnya bank konvensional beroperasi dengan sistem bagi hasil- menjadi UU
Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini secara legal yuridis mengakomodasi
pelaksanaan bank yang beroperasi sesuai dengan syari'ah sekaligus mendorong
pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah yang sebenarnya telah dirintis
sejak tahun 1991 dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor

lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

Setelah lembaga perbankan syari'ah semakin berkembang, maka kemudian
diikuti dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti asuransi,
reksadana dan pasar modal dengan obligasi_dan saham yang menggunakan prinsip
syari'ah yang mendapat respon positif” dari sebagian masyarakat Indonesia.* Oleh
karena itu, dalam kurun waktu sekitar 0 tahun terakhir ini, istilah ekonomi syari'ah
ramai diperbincangkan khususnya di dunia perbankan, asuransi dan pasar modal. Dan
prediksi perkembangannya|ke depan,/perbineangan dan/greget bidang bisnis atau

kegiatan usaha ekonomi yang berbasis syari'ah/akan semakin meningkat lagi.

Perbedaan mendasar antara—Kegiatan 'ekoromi’ syari'ah dengan ekonomi
konvensional adalah terletak pada akadnya. Agama Islam mengajarkan kepada umat
pemeluknya dan juga umat lainnya agar supaya dalam melakukan aktifitas ekonomi
selalu didasarkan pada prinsip saling rela, keadilan, manfaat, dan saling

menguntungkan serta tidak saling merugikan.’ Pembahasan mengenai akad dalam

? Fathurrahman Djamil. "Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia”. dalam Kapifa Selekta
Perbankan Syari'ah Menyongsong Berlakunya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU
Nomor 7 tahun 1989 (Periuasan Wewenang Peradilan Agama), (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung
RI., 2006), hal. 128.

> Muhammad Amin Suma, "Seputar Ekonomi Syari‘ah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi
Syari'ah di Indonesia”, Afakalah disajikan dalam Pelatihan Tcknis Fungsional Peningkatan
Profesionalisme Para Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia, yang dilaksanakan olch Mahkamah



kegiatan ekonomi tidak lain sebenarnya adalah pembahasan mengenai hukum
perikatan atau hukum kontrak. Kegiatan usaha dalam ekonomi syari'ah adaiah
kegiatan yang mendasarkan pada hukum kontrak syari'ah. Dalam literatur-literatur
figh, kajian tentang hal ini biasanya dimasukkan dalam bidang hukum muamalah.
Hukum kontrak syari'ah inilah yang menjadi kunci utama dalam segala aktifitas bisnis
atau usaha yang mengklaim diri dengan syari'ah. Dalam salah satu firman Allah surah
Al-Baqarah ayat 282, digambaran sebuah praktik muamalah yang berdasar asas dan
prinsip syari'ah, sebagai berikut :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah (seperti berjual beli,
berhutang piutang, atau sewa-menyewa dédn sebagainya) tidak secara tunai untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah|Kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan
ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang
lemah akalnya atau lemahi(keadaannya)cataur~dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah” walinya" mengimlakkan~ dengan jujur. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari/orang-¢rang lelaki (di antaramu). Jika
tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saksi yang kamu|tidhai; supaya. jika seorang\lupa maka yang seorang
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di
sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah
itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa
bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.®

Agung Republik Indenesia, di Hotel Purnama Batu-Malang. 2006.

¢ Departemen Agama R, Al-Qur'ar dan Terjemahnya, Penerjemah Yayasan Penyelenggara
Penterjemah Al-Quran, (ttp.: PT. Bumi Restu, Pelita I/1977/1978). hal. 70-71.



Terjemahan salah satu ayat al-Qur'an di atas sudah dapat menggambarkan
sebuah bentuk praktik pelaksanaan hukum kontrak syari'ah dalam bidang muamalah
yang tentunya mengandung ajaran asas dan prinsip yang dapat diterapkan dalam
berbagai kegiatan ekonomi syari'ah yang sedang berkembang di Indonesia. Peneliti
yakin bahwa di samping satu ayat tersebut, masih ada ayat-ayat lainnya yang
berbicara masalah muamalah atau lebih khusus tentang hukum perjanjian atau hukum
kontrak syari'ah. Oleh karena itu, maka dengan penelitian tesis ini penyusun
bermaksud mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran untuk menemukan ajaran-ajaran
Islam tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum \perikatan atau hukum kontrak
syari'ah yang berada dalam sumber ulamanya. Untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an
tentang tema tersebut memang bisa dilakukan defigan metode tematik (maudu’y),
akan tetapi dengan alasan untuk mendapatkan wawasan atau pemahaman yang lebih
luas berkenaan dengan penafsiran suatwayat dengan kajian/dari-berbagai disiplin ilmu
sesual dengan muatan dan konteksCayat, maka) dalam penelitian ini penyusun
menerapkan metode komparatif| [(mugaran). ~Metode/\komparatif juga dapat
mendorong ke arah sikap yang toleran terhadap adanya perbedaan pendapat’, dan ini
cukup tepat untuk negara Indonesia yang di dalamnya terdiri dari aneka ragam suku

bangsa, agama, dan kepercayaan,

B. Rumusan Masalah

Atas dasar pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun dapat

memformulasikan sebuah rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini

" Nashruddin Baidan, AMetodologi Penafsiran Al-Qurian, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1998), hal. 142,



yaitu tentang apa sajakah asas-asas dan prinsip-prinsip hukum perikatan Islam atau

hukum kontrak syari'ah yang terdapat dalam Al-Qur'an.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan
tentang hukum muamalah, lebih khusus tentang hukum perikatan Islam atau
hukum kontrak syari'ah.

2. Untuk memperoleh informasi lebih rinci dan jelas tentang asas-asas dan prinsip-
prinsip hukum perikatan atau hukum kontrak syari'ah yang khusus terdapat dalam

sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an

Adapun kegunaan yang diharapakan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis untuk menambah informasi lebih mendalam tentang hukum
perikatan atau hukum kontrak syari'ah, sehingga masyarakat lebih memahami
ajaran Al-Qur'an tentang muamalah dan terdorong untuk mempraktikkan kegiatan
perekonomian yang sesuai dengan ajaran syari'ah dan terhindar dari praktik
ekonomi yang tidak barokah.

2. Secara akademik untuk menambah khazanah kajian hukum bisnis syari'ah sebagai
landasan atau pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hukum
perikatan atau hukum kontrak, terlebih lagi hukum kontrak syari'ah.

3. Secara praktis untuk lebih mendorong para ahli di bidangnya atau lembaga yang
berwenang untuk mewujudkan sebuah formulasi standar hukum kontrak syari'ah
sebagai ketentuan dan pedoman bagi para praktisi dalam melakukan kegiatan

usahanya secara syari‘ah.



D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun menentukan pilihan tema penelitian tentang asas dan
prinsip hukum kontrak ini, terlebih dahulu penyusun telah berusaha untuk menelusuri
hasil penelitian pada tema yang sama serta berbagai tulisan yang berkaitan dengan
tema ini sehingga nantinya akan dapat diketahui dengan jelas dimana posisi penyusun

kaitannya dengan hasil penelitian ini.

Beberapa hal yang telah penyusun telusuri tersebut di antaranya adalah
tulisan Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang terbit pertama
pada tahun 2003 dengan judul "Perikatan pada Umumnya". Dalam buku tersebut
penulis berusaha menjelaskan tentang hukum: perikatan yang terdapat dan berlaku
sesual dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam
pengantarnya dikatakan bahwa secara akademis pengakuan terhadap KUH Perdata
sebagai sumber primer hukum perikatan ‘masih diperdebatkan;-akan tetapi jika dilihat
dari segi praktik hukum yang berkembang-di ‘masyarakat Indonesia, yang diterapkan
dalam berbagai putusan pengadilandari tingkat-pertama hingga Mahkamah Agung,
maka haruslah diakui bahwa KUH Perdata sudah diadopsi dalam kehidupan hukum
Negara Indonesia.® Diakuinya bahwa disamping KUH Perdata, dalam pergaulan
hidup sehari-hari masih ditemukan keberlakuan hukum adat dan hukum TIslam yang
diakui secara formal di Indonesia.” Dalam tulisan itu nampak penulis tidak membahas
tentang hukum kontrak atau hukum perikatan yang berpijak dari dasar-dasarnya

mengenai asas dan prinsipnya, akan tetapi lebih mengarah kepada praktik riil dan

¥ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. Perikatan.. hal. V1.
® Ibid., hal. 4.



contoh yang berlaku di masyarakat. Demikian juga penulis menyinggung dalam porsi
yang sangat sedikit tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia, sehingga sama
sekali tidak menjelaskan sejauh mana keberlakuan dan apa yang menjadi asas dan
prinsip hukum perikatan Islam (hukum kontrak syari'ah) yang berlaku di Indonesia
tersebut, apalagi kajian yang lebih fokus mengenai hukum kontrak atau hukum

perikatan syari'ah itu sendiri.

Selanjutnya Salim H.S. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kontrak
Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"'® yang diterbitkan pertama pada tahun 2003,
juga berusaha membahas tentang teofi-teori, kontrak, teknik penyusunan kontrak
hingga pada pola penyelesaian sengketa dalam’ hukum kontrak. Dalam tulisan itu
dibahas cukup menyeluruh yang berpijak dari konsep dan pengertian hukum kontrak
yang mencakup asas, sumber hukum, serta syarat/sah kontrak, hingga berbagai bentuk
pola penyelesaian sengketa dan, berakhirnya-kontrak. Penulis, berusaha mengkaji
secara teoritis dan empirik terhadap fenemend perkembangan kontrak-kontrak yang
berlaku di masyarakat Indonesia baik yang telah-diatur ddlam KUH Perdata maupun
kontrak-kontrak baru yang belum diaturnya. Sungguhpun demikian, ternyata dalam
tulisan itu penulis sama sekali tidak menyinggung mengenai berlakunya hukum Islam
di Indonesia dalam bidang perdata lebih khusus mengenai hukum kontrak atau hukum
perikatan, baik itu dalam tarap teoritis maupun empiriknya. Dalam kajian itu penulis
hanya berpedoman dan bertolak pada KUH Perdata dan perundang-undangan

konvensional lainnya.

Pada tahun 2005 terbitlah sebuah buku yang berjudul "Hukum Perikatan

1°° Qalim H.S., Hukum.



Islam di Indonesia"!!

karya tulis Gemala Dewi dkk. Pembahasan dalam buku ini
mencakup beberapa aspek yang ada dalam hukum perikatan, dari aspek teoritis,
praktis maupun kedudukannya dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam tulisan
tersebut juga dikaji tentang hukum perikatan atau hukum kontrak Islam mulai dari
dasar berlakunya, karakteristik, konsep, dan bentuk-bentuk serta kedudukan hukum
perikatan Islam dalam lembaga-lembaga syari'ah di Indonesia. Pembahasan yang
disampaikan oleh penulis dkk. selain tidak jauh berbeda dengan kajian dalam figh
muamalah, juga menekankan pada perikatan yang dikaitkan dengan hukum kontrak
modern yang dibahas dalam kacamata ilmu hukum. Kemudian di akhir tulisan

mereka, dibahas mengenai tinjauan terhadap berbagai macam transaksi bisnis yang

ada di zaman modern ini dari sudut pandang hukum‘Islam.

Selanjutnya di akhir penelusuran’pustaka, penyusun menemukan sebuah
buku yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum-Perjanyian Tslam\diIndonesia" karya Prof.
Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M:H.| yang terbit| pertama pada bulan Agustus
2006."> Dalam buku ini penulis| menitikberatkan pada-hukum perjanjian Islam
(hukum perikatan Islam / hukum kontrak syari'ah) yang ada di dalam figh dan hukum
positif. Mengawali pembahasannya penulis secara simpel tapi runtut menuliskan
sejarah yang sangat singkat tentang perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia
mulai dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sampai dengan munculnya lembaga-
lembaga keuangan syari'ah, yang kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum

hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia yang menurut KUH Perdata, hukum

" Gemala Dewi dkk.. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Cet. 2 (Jakarta: Prenada Media
Group, 2006), Edisi Pertama.

' Abdul Ghafur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Cet. |
(Yogyakarta: Citra Media, 2006}.
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adat, dan juga hukum Islam. Selanjutnya penulis mengkaji secara khusus mengenai
hukum perjanjian Islam yang mencakup pengertian, keabsahan, asas-asas, klasifikasi,
serta implementasinya dalam perbuatan perjanjian. Dan yang lebih menarik lagi
dalam buku tersebut ternyata juga dikaji tentang eksistensi hukum perjanjian Islam di
era modern serta alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi muamalah di

Indonesia.

Pada dua tulisan yang terakhir di atas memang sudah dijelaskan mengenai
asas-asas hukum perikatan Islam, namun nampak pembahasan tentang hal itu masih
sangat sederhana. Sementara pembahdSan tentang prinsip-prinsip hukum perikatan
syari'ah belum ada pada kedua tulisan itu, dan seandainya ada itu sangat sedikit sekali
porsinya dan masih berserakan. Dan “sepanjang penelusuran penyusun, penyusun
belum menemukan karya tulis yang berupa skripsi, tesis atau desertasi yang mengkaji
secara khusus tentang hukum perikatah|atab-hukum Kontrak'syari'ah, apalagi yang
lebih khusus kajian tentang asas-asas_dan prinsip-prinsipnya. Oleh karena itulah di
sini penyusun mencoba untuk meneliti Khususidan-lebih mendalam tentang asas-asas
dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah yang secara khusus ada dalam al-Qur'an
yang merupakan pedoman utama umat Islam yang tidak diragukan atau
diperselisihkan lagi kebenarannya. Dengan demikian dapat dikatakan penelitian ini

merupakan pelengkap atau penyempurna dari penelitian-penelitian yang telah ada.

E. Kerangka Teori

Syari'ah Islam dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW,

adalah syari'ah terakhir yang memiliki kesempurnaan dan membawa rahmat bagi
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umat di dunia. Syari'ah ini bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti
syari'at Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun
sosial (muamalah). Universal bermakna syari'at Islam dapat diterapkan dalam setiap
waktu dan tempat sampai Hari Akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama
pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah
tidak membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim."” Salah satu aspek atau
bidang yang diatur oleh syari'at Islam adalah hukum, termasuk di dalamnya hukum
muamalah. Karakteristik hukum dalam syariat Islam berbeda dengan hukum-hukum
lain yang berlaku di masyarakat. Menurut Yusuf Qardhawi, karakteristik hukum

dalam Islam adalah komprehensif dan realisme. "

Hukum kontrak atau hukum “perikatan (yang bersifat hubungan perdata)
berkaitan erat dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam yang
ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber-hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-
Sunnah. Oleh karena itu, maka substans) hukum kontrak atau hukum perikatan Islam
lebih luas daripada materi yang. terdapat pada” Hukum.\Perikatan Konvensional.
Hukum kontrak atau hukum perikatan Islam tidak semata-mata mengatur hubungan
antara manusia dengan manusia saja, tetapi juga hubungan antara manusia dengan
Tuhannya, dan juga manusia dengan alam lingkungannya, sehingga hubungan

tersebut merupakan hubungan Vertikal dan Horizontal'”> Sebagai cerminan dari

'* Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Svari'ah : Dari Teori ke Praktik, Cet. 9 (Jakarta, Gema
Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2005) hal. 4

" Yusul Qardhawi, Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif tentang Pilar-Pilar
Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam. diterjemahkan oleh Setiawan Budi
Utomo, Cet. 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000) hal. 156 dan 159.

15 M. Tahir Azhary, "Bahan Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indontesia, 1998", dikutip oleh
Gemala Dewi dkk. dalam Flukum Perikatan Isiam di Indoresia, hal. 3.
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ketentuan hukum yang bersumber dari Allah SWT., maka ketentuan-ketentuan yang
mengatur tentang perikatan dalam hukum kontrak sudah selayaknya mengandung
proteksi, yaitu memberikan perlindungan-perlindungan kepada manusia terhadap
kelemahan sifat-sifat manusia yang berpotensi untuk saling menguasai dan saling
melampaui batas terhadap hak-hak orang lain.

Berdasarkan alur pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini penyusun
menerapkan teori tafsir komparatif (faf8ir al-muqaran). Secara sederhana, metode tafsir
komparatif (a/-muqaram) dapat dipahami sebagai metodologi penafsiran al-Qur'an
dengan cara membandingkan ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau juga
membandingkan pendapat para mufassir\dalam menafsirkan suatu ayat.' Dalam
desertasi Nashruddin Baidan dikatakan bahwa metode komparatif (al-muqaran)
mengandung tiga aspek yang dibahas; yaitu 1) perbandingan ayat dengan ayat; 2)
perbandingan ayat dengan jhadis;|dan 3)-perbandingan-berbagai pendapat mufassir.
Ruang lingkup kajian masing-masing a8pék ini‘berbeda-beda. '” Kerangka teori yang
digunakan sebagai metode untik 'memecalikan-mdsalah/dalam penelitian tesis ini
adalah aspek ketiga dari metode tafsir komparatif (almuqaran) tersebut, yakni

perbandingan berbagai pendapat mufassir.
F. Metode Penelitian
Setiap penelitian dapat diketahui sejauh mana nilai kebenaran hasil

penelitian tersebut adalah cukup melalui metode penelitiannya. Adapun metode

'€ M. Quraisy Shihab, "Tafsir Al-Qur'an dengan Metode Maudhu'i” dalam Bustami A. Gant, (ed.).
Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'an. Cet. | (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 1986),
hal. 38.

' Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang
Beredaksi Mirip, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 60.
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penelitian yang akan penyusun gunakan dalam penyusun tesis ini adalah sebagai

berikut ;

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menurut jenisnya termasuk ke dalam penelitian budaya,
karena berupaya meneliti gagasan-gagasan, ide-ide, konsep-konsep, dan nilai-
nilai dari berbagai pemikiran. Sedangkan bedasarkan sumber datanya penelitian
ini adalah penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian dengan cara
memanfaatkan secara maksimal bahan-bahan pustaka yang relevan untuk

menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Lebih khusus, karena penelitian ini mendasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an,
maka digunakan pendekatan tafsir komparatif (a/~-mugaran). Yang dimaksud
dengan metode tafsir komparatif (a/-mugaran) adalah 1) membandingkan teks
ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang
beragam, dalam satu kasus yang sama,. atau diduga sama; 2) membandingkan ayat
Al-Qur'an dengan hadis nabi SAW yang pada lahirnya antara keduanya terlihat
bertentangan; dan 3) membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam
menafsirkan ayat-ayat Al-Quran.'® Pendekatan dalam penelitian ini adalah
mengambil aspek ketiga dari cakupan metode komparatif tersebut. Dalam konteks
inilah Al-Farmawi yang dikutip pendapatnya dalam desertasi Nashruddin Baidan
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-fafsir almugaran (tafsir

komparatif) adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pada apa yang

'8 M. Quraisy Shihab, "Tafsir., hal. 38.
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telah ditulis oleh sejumlah mufassir.?®

Cara kerja atau langkah-langkah yang dilakukan dalam tafsir komparatif
tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Nashruddin Baidan adalah sebagai
berikut: Pertama, Menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang dijadikan obyek
studi tanpa menoleh kepada redaksinya (mempunyai kemiripan atau tidak. Kedua,
Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
Dan ketiga, Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan
informasi berkenaan dengan identitas dan pola berfikir dari masing-masing
mufassir,” serta kecenderungan-kecenderungan dan aliran-aliran yang mereka
anut.”’ Penerapan metode komparatif ini dapat membuka cakrawala yang luas
dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan sekaligus memperlihatkan bahwa ayat-
ayat Al-Qur'an itu mempunyai ruang lingkup -dan jangkauan yang amat jauh.
Disamping itu, dari addnya sekian'banyak’penafSiran’itu“maka dapatlah dipilih
mana yang lebih tepat dan dapat dipercaya{ serta mana yang jauh dari kebenaran.
Bahkan juga dapat dipilih mana yang lebih tepat untuk'diterapkan sesuai dengan

situasi, kondisi dan kultur suatu masyarakat.

2. Sumber Data

Data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini tentunya akan
diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam

penelitian ini adalah Al-Qur'an dan beberapa Kitab Tafsir. Sedangkan sumber

1% Nashruddin Baidan, Metode., hal. 63.
2 Ibid., hal. 65.
! Nashruddin Baidan, Metodologi., 101.
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sekundernya adalah berbagai kitab, buku, dan karya tulis lainnya yang
bersangkutan dengan tema penelitian ini. Pelacakan dan mengumpulkan data-data
primer akan diawali dengan bantuan sofiware Holy Qur'an 6.5 dan Al-Qur'an
Digital serta Kitab Fath ar-Rafunan lit-Talibi Ayat al-Qur'an dan al-Mujam al-

Moufahras Ii alfaz al-Qur'an dan alat-alat bantu yang sejenisnya.

3. Tehnik Analisis dan Sifat Penelitian

Tehnik analisis yang digunakan dalam penilitian ini adalah dengan tehnik
analisis konten. Analis konten secara sederhana.dapat dipahami sebagai analisis
isi. Namun lebih lanjut dapat dipahamidSebagai‘tehnik penelitian untuk membuat
inferensi (simpulan) yang valid dan dapat ditéliti ulang dari data berdasarkan
konteksnya.?* Inferensi dalam analisis konten ini bersifat kontekstual, karena

konteks yang berbeda dapat menghasilkan inferensi yang berbeda pula.”

Adapun sifat tujuan penelitian-ini adalah preskriptif. Preskriptif maksudnya
adalah harus mengarahkan kepada, kenseptualisasi dan desain dari pelaksanaan
analisis yang dilakukan.®® Dalam hukum Islam, penelitian preskriptif dapat
dipahami sebagai formulasi asas-asas hukum Islam dari nilai-nilai Tslam yang
terdapat dalam sumber pokoknya. Bahkan juga dapat dipahami sebagai penerapan
teori pertingkatan hukum dalam hukum Islam. Teori pertingkatan hukum

beranggapan bahwa berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada

22 Darmiyati Zuchdi, Panduan Penelitian Analisis Konten. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian
IKIP, 1993), hal. 2.

2 Tbid.
24 Ihid., hal. 3.
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hukum yang lebih tinggi kedudukannya.® Adapun tingkatan hukum tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Cita-cita hukum yang merupakan norma abstrak.
b. Norma antara yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita
hukum.

¢. Norma konkret yang dinikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara,
atau penegakannya di pengadilan.*

Apabila teori pertingkatan hukum ini diterapkan pada permasalahan hukum
Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, maka gambaran pertingkatan

hukumnya adalah sebagai berikut: %’

Nilai-nilai dalam ayat-ayat Al-Quran.
NORMA ABSTRAK | __ 4 (kempreRensip, universal, abadi, dan
tidak boleh diubah).

1 Asas-asas serta pengaturan, hasil
kreasi manusia sesuai dengan situasi,
NORMA ANTARA | — > ‘| kondisi, budaya, dan kurun waktu
yang muncul sebagai peraturan

l negara-penddpatulama,

pakar/ilmuwan, atau kebiasaan,

Semva.{hasil) penerapan dan
NORMA KONKRIT pelayanan-hukum kreasi manusia
bukan nabi, serta hasil penegakan
hukum di pengadilan (hukum positif).

Berpangkal tolak dari kerangka pemikiran bahwa hukum positif Islam pada
masa mendatang adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai agama Islam dan

dihubungkan dengan teori pertingkatan hukum, maka maslahat dalam hukum

* Padmo Wahjono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa
Datang", dalam Amrullah Ahmad, SF. Dkk (peny.), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH., Cel. 2 (Jakarta: Gema Insani Press,

2006), hal. 174.
% Jbid., hal. 175.
2 Ibid, hal. 175-176.
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Islam dapat diterjemahkan sebagai kepentingan umum rakyat dalam segala
aspeknya yang mencakup berbagai bidang yang luas. Maslahat menempati posisi
sebagai nilai-nilai Islam (Norma Hukum) yang abstrak atau cita-cita hukum. Oleh
karena itu, maka dibutuhkan formulasi asas-asas, peraturan (perundang-
undangan) atau bentuk legislasi lainnya sebagai Norma Antara yang merupakan
kreatifitas ijtihad yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, budaya, dan kurun
waktu. Semua hasil penerapan dan penegakan Norma Antara tersebut menjadi

hukum positif yang merupakan Norma Konkrit (/iving law) masyarakat.”®

4. Langkah-langkah Penelitian
Beberapa langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Penyusun membuat  proposal-penelitian dan diseminarkan di
depan kelas untuk mendapat masukan-masukan agar lebih.sempurna dan mudah
untuk proses penelitian. Kemudian , penyusun menyiapkan dan merumuskan
langkah-langkah penelitian ,untuk, menemukan ~daia-data pada sumber-sumber

data primer dan sekundernya.

Kedua, Dengan bantuan awal soffware Holy Qur'an 6.5 dan Al-Qur'an
Digital serta Kitab Fath ar-Ralman lit-Talibi Ayat al-Qur'an dan al-Mu'jam al-
Mufahras Ii alfaz al-Qur'an serta alat bantu yang sejenis, selanjutnya penyusun
menelusuri atau melacak ayat-ayat al-Qur'an tentang muamalah, yang kemudian
dari semua ayat-ayat tersebut penyusun memilah dan memilih ayat-ayat yang

secara khusus berkaitan dengan hukum kontrak atau hukum perikatan.

* Amir Mu'allim dan Yusdani. Konfigurasi Pemikiran Hukum Isiam, Cet. 2. (Yogyakarta: UII
Press, 2001), hal. 83.
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Ketiga, Penyusun berusaha melacak maksud dan makna ayat-ayat tentang
hukum kontrak tersebut dalam kajian para mufassir pada kitab-kitab tafsir secara
langsung dan juga dibantu dengan beberapa software seperti al-Maktabal as-
Syamilah, Maktabah Ulum al-Quran wa at-Tafasir (Qur'an Sciences Library),

dan al-Mausu'ah al-Qur'aniyyah asy-Syamilah.

Keempat, Selanjutnya penyusun melakukan analisis yang mendalam dengan
membandingkan berbagai kajian para mufassir yang telah ditemukan tersebut
serta memadukannya dengan data-data sekunder yang berupa berbagai kajian para
ahli di bidangnya dengan berpijak pada kerangka teori untuk kemudian dapat
ditemukan sebuah hasil analisis yang tépat tentang asas-asas dan prinsip-prinsip

hukum kontrak atau hukum perikatan dalam al-Qur'an.

Kelima, Sebagai langkah terakhir dalam penelitian ini penyusun berusaha
menarik kesimpulan yang 'tepat dari~hasil* dnalisa yang “maksimal sebelumnya
untuk diformulasikan menjadi sebuah~Kkesimpulan yang merupakan jawaban

singkat atas rumusan masalah yang telah ditentikan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan tesis adalah sebagai perwujudan laporan tertulis atas penelitian
yang telah penyusun lakukan, maka dalam penyusunan tesis ini akan digunakan
sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang merupakan kerangka dasar tesis yang

menggambarkan secara singkat keseluruhan isi tesis. Dalam bab ini terdiri dari

beberapa subbab yang meliputi: Perfama, Latar belakang masalah yang
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menggambarkan bahwa benar-benar ada suatu masalah yang perlu untuk diteliti oleh
penyusun. Kedua, Rumusan masalah yang merupakan penegasan yang lebih fokus
atas masalah yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah, agar penelitian
lebih terarah terhadap apa sebenarnya yang akan dipecahkan atau dicari jawabannya.
Ketiga, Tujuan dan Manfaat Penelitian. Tujuan di sini menginformasikan tentang
terget atau sesuatu yang ingin dicapai di dalam penelitian, sedangkan manfaat adalah
tidak lepas dari tujuan penelitian itu sendiri, yaitu memuat tentang daya guna yang
akan diperoleh setelah tujuan penelitian itu dapat dicapai. Manfaat ini bisa mencakup
manfaat sosial dan juga manfaat akademik’ Keempatr, Telaah Pustaka yang
merupakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan
sebelumnya untuk lebih membantu dalam dalam ‘menyusun konsep dan langkah-
langkah dalam penelitian ini sekaligus-agar-dapat| diketahui posisi dan keaslian
penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini; sebagai kelanjutan;-peningkatan ataupun
penyempurnaan atas penelitian-penelitian yang telah ada tersebut. Kelima, Kerangka
Teori yang memuat teori-teori jyang-akan-dipakai-dalam merumuskan hipotesa dan
selanjutnya dijadikan sebagai metode untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.
Keenam, Metode Penelitian sebagai penjelasan tentang urutan atau tata cara
pelaksanaan dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Dan
terakhir, Kefujuh adalah Sistematika Pembahasan yang mengemukakan bab-bab dan
subbab-subbab dari tesis dengan disertai argumen-argumen logisnya serta hubungan
antara yang satu dengan lainnya, sehingga mampu mencerminkan sebagai sebuah

tesis yang integral dalam satu kesatuan.

Bab II adalah konsep dasar atau pengetahuan umum yang terdapat dalam
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khazanah figh yang berkaitan dengan hukum kontrak atau hukum perikatan yang
akan dijadikan pijakan dasar pembahasan tema penelitian. Bab ini akan memuat hal-
hal sebagai berikut : Pertama, tentang pengertian hukum kontrak atau hukum
perikatan dan akad dalam hukum Islam. Kedia, untuk memperjelas yang pertama,
maka di sini dibahas tentang syarat dan rukun akad yang di dalamnya akan mencakup
subyek, obyek, dan tujuan kontrak serta tentang ijab dan qabul. Ketiga, adalah
pembahasan tentang hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya kontrak, yang
kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang berakhirnya kontrak sebagai
subbab yang keempat. Kemudian yang,Kelima, sebagai pembahasan yang terakhir
dalam bab ini adalah tentang aplikasi hukum kontrak dalam perbankan syari'ah di

Indonesia.

Bab III adalah kajian tentang ayat‘ayat al-Qur'an yang membahas mengenai
hukum kontrak. Dalam bab ini‘akan diawali-dengan penelusuran ayat-ayat tentang
hukum muamalah secara keseluruhan.yang kemudian ayat-ayat tersebut akan dikaji
dan dipilah-pilah untuk kemudian |dipilih’ secara- khusus ayat-ayat yang berkaitan
dengan hukum kontrak. Pembahasan selanjutnya adalah mengkaji ayat-ayat tentang
hukum kontrak tersebut dengan menelusurinya dari berbagai kitab tafsir agar dapat
diketahui makna dan maksudnya yang lebih pas dan jelas, sechingga selanjutnya akan
memudahkan peneliti melakukan analisis yang lebih luas dan mendalam pada bab

berikutnya.

Bab IV merupakan analisa terhadap pendapat-pendapat mufassir tentang
hukum kontrak dengan berpijak pada teori-teori yang telah ditentukan serta

memadukannya dengan berbagai kajian dan pendapat para ahli di bidangnya agar
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selanjutnya dapat ditemukan hal-hal yang menjadi asas-asas dan prinsip-prinsip
hukum kontrak yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Kemudian
dilakukan analisis untuk klasifikasi lebih khusus tentang asas-asas dan prinsip-prinsip
hukum kontrak dalam al-Qur'an tersebut sebagai jawaban lengkap atau pemecahan

terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

Akhirnya, pada bab V adalah kesimpulan yang berisi jawaban singkat atas
rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan. Dalam bab ini
juga akan dilengkapi dengan saran-saran yang tentunya sangat terkait dengan
simpulan hasil penelitian, yang berupa fawaran ataw rekomendasi baik untuk peneliti
ataupun pihak lain untuk menindaklanjuti atau"menyempurnakan penelitian ini agar

didapatkan hasil yang lebih bermanfaat.



BABII

KONSEP DASAR HUKUM KONTRAK SYART'AH

A. Pengertian Perikatan dan Akad

Dalam hukum perdata, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua
orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal
dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban
itu.”® Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa’dimana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu ‘saling betjanji untuk melaksanakan suatu
hal.*® Peristiwa perjanjian itu menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut
yang disebut dengan perikatan.®' Hal itu'sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1233

KUH Perdata bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Dalam Al-Qur'an setidaknya terdapat dua kata yang diberi arti dengan
perjanjian, yaitu kata al-'agd (akad) dan kata al-‘ahd (janji). Kedua kata tersebut
dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya yang dikeluarkan oleh Departeman Agama RI
sama-sama diartikan dengan janji atau pexjanjian.32 Secara etimologis, perjanjian
dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu "ahadah itti fag atau al-"agd. Dalam bahasa

Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian, atau persetujuan yang artinya adalah

2 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 14 (Jakarta : Intermasa, 1992), hal. 1.
3 1bid.
3! Gemala Dewi dkk., Hukum., hal. 47.

321 ihat Al-Qur'a dan Terjemahnya surat Al-Maidah (5) : 1, An-Nahl (16) : 91, dan Al-Isra (17)
34. Akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh
manusia dalam pergaulan sesamanya.
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suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang

lain atau lebih.** Keterkaitan dua istilah a/-'agd dan al-'ahd dalam Al-Qur'an tersebut

dijelaskan secara lebih rinci oleh Abdoerraoef sebagai berikut:

l.

Al-"Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan
orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan
Janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran
(3):76.

Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari‘pihak kedua untuk melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu sebagai (reaksi/terhadap janji yang dinyatakan oleh
pihak pertama.

Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah
apa yang dinamakan dengan a/-.aqdu-sebagaimanaryang terdapat dalam QS. Al-
Matdah (5):1. Oleh karena itu maka-yang mengikat masing-masing pihak sesudah
pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjiarra/s ahdw tetapi al-"agdn **

Secara terminologi, kontrak (a/-'aqd) dapat diartikan sebagai kesepakatan

antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak terikat dan berkewajiban untuk

melaksanakan kesepakatan tersebut.>®

Paling tidak ada dua definisi yang berbeda di kalangan ulama tentang maksud

* Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, ffukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar

Grafika. 2004). hal. 1.

* Abdocrraoef , Al-Quran dan llmu Hukum : .1 Comparative Study, (Djakarta: Bulan Bintang,

1970). hal. 122-123.

* Asmuni, "Akad dalam Perspektif Hukum Islam: Scbuah Catatan Pengantar". makalah

disampaikan pada Acara Pelatihan Kontraktual Mahasiswa Program Pascasarjana Megister Studi Islam

Universitas Islam Indonesia tanggal 9-10 Februan 2007,



24

kontrak (a/-'agd). Pendapat pertama menyatakan bahwa kontrak (a/-'agd) adalah
setiap tindakan yang dapat menimbulkan ikatan untuk memenuhinya baik antara dua
pihak ataupun satu pihak saja. Ini adalah makna kontrak secara luas. Sedangkan
pendapat kedua menyatakan bahwa kontrak (a/-'agd) adalah setiap tindakan yang
memerlukan kehendak dan persetujuan dua pihak dengan adanya ijab dan kabul. Ini

adalah makna kontrak (al-'agd) khusus yang dimaksud oleh mayoritas ulama figh.*

Definisi kontrak (a/-'aqd) secara khusus yang diterima oleh banyak pakar

figh adalah sebagai berikut :

I o;ﬁ Sl § o s @y el o) B
"Pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak

syari ‘ah yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyek perikatan”.

Pengertian tersebut hampir sama dengangapa-yang-diformulasikan oleh Ahmad Azhar
Basyir, bahwa akad adalah suatu perikatan antara)ijab dan kabul dengan cara yang
dibenarkan syarak yang menetapkan—adanya.akibat<akibat\hukum pada obyeknya.*®
Jjab adalah pemyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan,
sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.”” [jab dan

gabul tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan

3¢ Al-lmam Jalaluddin *Abd ar-Rahman as-Suyuli, Al-Asybah wa an-Nazair fi Qawaid wa al-
Furw' Figh asy-Syafi‘iyyah, Muhagqiq : Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma'il, (Beirut : Dar
al-Kutub al-' Ilmiyyah, 1998), I: 131.

3 wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Al-Istamiwa Adiflatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’agir. 2004),
IV: 2918.

3 Ahmad Azhar Basyir, Asas-:Asas Hukum Muamalat ([fukum Perdata Islam). (Yogyakarnta : Ull
Press, 2000}, hal. 63,

3 Ibid.
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kerelaan timbal balik terhadap isi perjanjian (akad) yang dilakukan oleh para pihak
vang bersangkutan. Dan oleh karena itulah maka ijab dan gabu! itu menimbulkan hak

dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal baik.

B. Rukun dan Syarat Akad (Kontrak)

Setiap kontrak akan menjadi sah jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-
syaratnya. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut
dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.*>Dengan-demikian rukun kontrak merupakan
unsur asasi yang mesti ada dalam setiap ;dan pada saat terjadinya suatu kontrak.
Sedangkan syarat adalah sesuatu yang ‘tergantung padanya keberadaan hukum syar'i
dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun
tidak ada.*! Dengan demikian maka syarat kontrak merupakan sesuatu yang mesti ada
sebelum dan juga ketika terjadinya suatu kontrak: Secara sedéthana dapat dipahami
bahwa rukun kontrak adalah esensi yang berada di dalam hukum kontrak itu sendiri,
sedangkan syarat kontrak berada di luar esenst kontrak namun juga menentukan
sahnya suatu kontrak tersebut. Sebagai contoh, sujud adalah rukun yang merupakan
salah satu esensi yang berada dalam suatu salat, yang tanpa adanya sujud tersebut
maka tiadalah salat. Sedangkan wudu adalah syarat yang berada di luar esensi salat,
akan tetapi ada dan tidaknya menentukan sah dan tidaknya salat tersebut. Dapat juga

dipahami bahwa rukun kontrak adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan

“* Abdul Aziz Dahlan, (ed.), Ensikiopedi Hukum Isiam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),
V: 1510.

1 Ibid, hal, 1691,
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esensi dalam setiap kontrak. Sedangkan syarat kontrak adalah sesuatu sifat yang mesti
ada pada setiap rukun itu sendiri, akan tetapi bukan merupakan esensi dari kontrak itu
sendirl. Sebagai contoh salah syarat dalam kontrak (perikatan) jual-beli adalah halal
untuk dimanfaatkan barang yang dijual. Kehalalan ini merupakan sesuatu hal yang
mesti ada dalam setiap perikatan jual-beli, namun tidak termasuk dalam pembentukan
kontrak (perikatan) itu sendiri. Hal ini karena yang menjadi rukun adalah adanya
barang (obyek perikatan), sedangkan kehalalan merupakan suatu sifat yang mesti ada

dalam setiap barang (obyek perikatan) tersebut.

Adapun yang menjadi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam setiap kontrak

(perikatan) adalah sebagai berikut :

1. Subyek Perikatan (al-' Agidain)

Subyek perikatan adalah para. pihak.yang melakukan perikatan, yang
sering diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Para pihak tersebut
disyaratkan mempunyai kecakapan atau. kelayakan, (ah/iyyah) dan kewenangan
(wilayah). Kontrak yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai kelayakan
dan kewenangan dianggap tidak sah dan tidak memberi pengaruh kepada semua

pihak.

Ahliyyah adalah kecakapan atau kelayakan seseorang untuk memperoleh
hak yang sah bagi dirinya, memikul kewajiban, dan sahnya tindakannya.?
Ahliyyah ada dua macam, yaitu ahliyyah al-wujuh dan ahliyyah al-ada’. Ahliyyah

al-wujub adalah kelayakan atau kepatutan seseorang untuk memperoleh hak

2 Nur Kholis. "Transaksi dalam Ekonomi Islam" medul disampaikan pada perkuliahan Hukum
Bisnis Syarr'ah Magister Studi Islam Universilas Islam Indonesia, Mei 2006.
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seperti memperoleh ganti rugi atas haknya yang dirusakkan orang lain, dan
kelayakan memikul kewajiban seperti kewajiban membayar harga barang yang
dibelinya.* Ahliyyah al-wujub dalam bidang muamalah, yakni semua orang baik
dewasa maupun anak kecil, orang gila, dan ma'tuh mempunyai mempunyai hak
dan tanggung jawab yang sama.** Sedangkan ahliyyah al-ada’ adalah kecakapan
seseorang untuk melakukan perbuatan yang diakui oleh hukum dan menimbulkan
akibat hukum, baik perbuatan tersebut dalam bidang muamalat maupun bidang
ibadat. Dalam hal ini hanyalah orang dewasa dan sehat akalnya yang mempunyai
ahliyyah al-ad 4 sempurna.*

Subyek perikatan adalah subyek hukum yang dapat dibedakan menjadi
dua yaitu manusia (orang) dan badan hukum. Manusia dilihat dari kecakapannya
dalam melakukan kontrak, menurat, Ghufron|Al) Mas'adi dapat dibagi menjadi
tiga golongan. Pertama, \manusia syangtidak- dapat smelakukan akad apapun,
seperti manusia yang cacat jiwajcacat mental | dan anak kecil yang belum
mumayyis. Kedua, manusia|yang dapat mielakukan akad tertentu, seperti anak
yang sudah mumayyis tetapi belum mencapai balig. Dan ketiga, manusia yang
dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat
mukallaf. *° Sedangkan subyek perikatan yang berupa badan hukum adalah badan

yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak,

3 Wahbah Az-Zuhaili, 4/-Figh., hal. 117.

* ~ Ali Muhyiddin " Ali al-Qurahdagi, Mabda al-Rida fi al-'Uqud, (Beirut : Dar al-Basya'ir al-
‘Islamiyyah, 1985), I: 265.

5 Ibid. hal. 271.

4 Ghufron A. Mas adi, Figh Auamalah Kontekstual, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2002), hal. 82.
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kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan
lain.*’ Dalam Islam badan hukum tidak diatur secara khusus, namun dapat terlihat
pada beberapa dalil yang menunjukkan adanya badan hukum dengan

menggunakan istilah a/-syirkah.*®

Wilayah (kewenangan) adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat
ber-tasarruf ¥ (bertindak) dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat
hukum yang ditimbulkan. Orang yang dapat ber-zasarruf secara sempurna ia

memiliki wilayah akad baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.*

2. Obyek Perikatan (al-ma’ qud [ alaik)

Obyek perikatan adalah sesuatu baik benda ataupun hak yang dijadikan
obyek pada sesuatu perikatan (kontrak) dan'dikenakan padanya akibat hukum
yang ditimbulkan. Menumt mayorijtas..ulama... ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi pada obyek akad, yangpada intinya dapat penyusun simpulkan sebagai

berikut;

R Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Fukum Perdata. Cet. 8 (Bandung: Sumur Bandung, 1981),
hal. 23.

“¢ Lihat QS. an-Nisa' (4): 12 (... jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-fald (seibu
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari scorang, maka mereka bersekutu
dalam yang sepertiga itu ....); QS. Sad (38): 24 (Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebahagian mercka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal yang saleh._..)

* Tasarruf menuryt Mustafa az-Zarqa adalah segala scsuatu (perbuatan) yang bersumber dari
kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban), dan
fasarruf'itu ada tasarruf fi 17 (perbuatan) dan juga ada fasarruf gaulf (perkataan). Tasarruf gauli juga
dapat dibedakan menjadi tasarruf qauti ‘agdi (mengandung ijab dan gabul) dan fasarruf gqauli gairu
‘agdi (tidak mengandung ijab dan gabul), lihat Ghulfron A. Mas adi. Figh., hal. 77-78.. lihat Gemala
Dewi, Hukum., hal. 4849, lihat juga Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Afemahami Syariat
Istam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 25-27.

30 Gemala Dewi dkk., Flukum., hal. 57.
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a. Obyek perikatan telah ada pada saat dilangsungkan akad (kontrak); atau
diperkirakan pasti adanya pada waktu akan datang dalam akad-akad tertentu
seperti akad salam, istisna’ | jjarah, dan mudarabah.

b. Obyek perikatan bersifat sah dan berharga menurut hukum Islam, bukan
sesuatu yang diharamkan.

c. Obyek perikatan dapat diserahterimakan pada waktu yang telah disepakati,
dan benar-benar di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

d. Obyek perikatan harus jelas dan diketahui para pihak. Hal ini untuk

menghindari ketidakpastian, kebingungan, dan'kesalahpahaman.

3. Ijab dan Kabul (Sigah al-"Aqd)

ljab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak yang
pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah
suatu pernyataan menerima’dari pihak-keduaatas penawaran yang dilakukan oleh
pihak pertama.’’ Dalam mengkomunikasikan ' suatu kontrak, para pihak boleh
menyatakannya baik secara lisan, “iSyarat,—tilisan, maupun perbuatan atau
tulisan.”> Agar ijab dan kabul memiliki akibat hukum, maka para ulama
mensyaratkan tiga hal sebagai berikut:
a. Kejelasan makna (jala'u! ma'na), artinya ungkapan yang terkandung dalam

ijab-kabul itu jelas dan dapat dipahami sesuai dengan maksud atau jenis akad

3! Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam Mariam Darus Badrulzaman (ed.)
Kompilasi Hukum Perikaton, Cel. 1. (Banidung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). hal. 253. Ini kemudian
diambil oleh Gemala Dewi dkk., Hukum., hal. 63.

52 Nur Kholis, “Transaksi., hal. 16 yang dikutipnya dari Muhammad Wahid ad-Din Suwar, Ar-
Ta'bir ‘An al-Iradah T al-Figh al-Islami, (Jordan: Maktabah Dar as-Saqafah lin Nasyr wa at-Tauzi',
1998), hal. 213-165. lihat juga Abmad Azhar Basyir, 4sas.. hal. 68-71.
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yang dikehendaki para pihak.

b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul (tawafuq), hal ini dalam semua
aspek.

¢. Iljab dan kabul itu merupakan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu,

dan tidak terpaksa.”

4. Tujuan Perikatan (meudv' al-"Agd)

Adadpun yang dimaksud dengan tujuan perikatan adalah tujuan utama
untuk apa kontrak itu dilakukan. Dalam hukumIslam yang menentukan akibat
hukum kontrak adalah Musyarri' (Allah). Allah-lah yang menentukan tujuan dari
setiap kontrak yang dibuat. Dengan-kata lain, aKibat hukum suatu kontrak hanya
diketahui melalui syara’ (hukum Islam) dan_harus sejalan dengan kehendak
syara'.>* Lebih rinci lagi Azhar Basyir menentukan ada tiga syarat yang harus
dipenuhi agar suatu tujuan akad (kontrak) dipandang sah dan mempunyai akibat
hukum, yang antara lain adalah sebagai berikut :

a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang
bersangkutan tanpa akad yang diadakan itu.
b. Tujuan itu harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.

c¢. Tujuan akad itu harus dibenarkan oleh syara’.>

 Asmuni, "Akad., hal 4-5. lihat Fathurrahman Djamil, "Hukum., hal. 253.

* Hasanudin, "Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syari'azh (Bagian Pertama)",
dalam Kapita Selekia Perbankan Syvari'ah Menyongsong Berlakunya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang
Perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 (Perluasan Wewenang Peradilan Agamaj, (Jakarta: Pusdiklat

Mahkamah Agung R1., 2006), hal. 153.
> Ahmad Azhar Basyir, Asas., hal. 99-100.
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C. Hak dan Kewajiban yang Timbul Akibat Kontrak

Dalam kamus, terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Di antara
pengertian hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut
sesuatu. Pengertian hak yang lainnya adalah wewenang menurut hukum.*® Dilihat
dari segi pemiliknya, hak dapat dibagi menjadi tiga macam. Pertama hak Allah SWT,
seperti berbagai bentuk ibadah. Hak Allah ini tidak dapat digugurkan dan tidak boleh
diubah. Kedna Hak Manusia, yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia, seperti
menyediakan sarana kesehatan, menghilangkan tindakan yang membawa kerusakan,
natkah isteri dari suaminya dan lain sebagainya. Hak| Manusia ini dapat digugurkan,
diubah, dan juga boleh diwariskan. Ketiga Hak Gabungan antara hak Allah SWT dan
hak manusia, seperti pidana qisas. Hukuman Qisas merupakan hak Allah untuk
menjerakan pelaku dan juga untuk member - pelajaran bagi orang lain agar tidak
melakukan pelanggaran itu] namur juga'terdapat-hak manusia-yakni si korban atau
keluarganya dapat menggugurkan hukuman gisas\iti dengan meminta diyat yang
berupa pembayaran sejumliah harta. dari pelaku/pelanggaran\pidana sebagai pengganti

kerugian bagi pihak si korban.

Sedangkan apabila dilihat dari segi kewenangan pengadilan, maka hak dapat
dibedakan menjadi hak diyani (keagamaan) dan hak gada’ (kekuasaan pengadilan).
Hak diyani yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan kehakiman.
Sebagai contoh adalah hutang vang tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dan

kreditur (pemilik hak) kalah di depan pengadilan, maka si Pemilik hutang (debitur)

36 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2002), hal. 382.
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tetap akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah SWT. Sedangkan
hak gada’7 adalah hak-hak yang di bawah kekuasaan pengadilan dan pemilik hak itu
mampu membuktikannya di depan persidangan.’’ Perbedaan itu sebenarnya terletak
pada persoalan lahir dan batin. Hak gada?7 adalah menyangkut hal-hal yang dapat
dibuktikan secara lahir di muka pengadilan, sedangkan hak djyam adalah
menyangkut hal-hal yang bersifat batin dan tidak mesti dapat dibuktikan di depan

pengadilan.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang diberi imbuhan ke-an. Dalam kamus,
pengertian kewajiban adalah sesuatu harus “dilakukan, tidak boleh tidak
dilaksanakan®® Dalam pembahasan | kali®mi“kewajiban yang dimaksud adalah
keawajiban dalam pengertian akibat hukum 'dari suatu akad (kontrak) yang biasa
diistilahkan dalam figh dengan iltizam.//'Sudah' menjadi kesepakatan yang tidak
dipungkiri lagi bahwa salah satussumber-utama hak dan kewajiban (i/tizam) adalah

karena adanya akad (kontrak).

Iltizam adalah akibat (ikatan) hukom yang mengharuskan pihak lain berbuat
memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.>
Sesuatu yang menjadi keharusan yang terbebankan pada orang lain, dari sisi
penerimanya dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelakunya dinamakan iffiza#n yang
artinya keharusan atau kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban (7ltizam) keduanya

terkait dalam satu konsep. Azhar Basyir menjelaskan bahwa hak dan kewajiban

%7 Gemala Dewi dkk., Hukum., hal. 70-71.
* Departemen Pendidikan Nasional. Kamus., hal. 1266.
% Ghufron A. Mas’ adi, Figh., hal. 34.
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adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu
pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya bahwa kewajiban
salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui
dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada
perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, vang diakui oleh syara'.
Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk
menghormatinya.®® Hak dan kewajiban itu secara sangat sederhana dapat diberi
makna bahwa hak adalah sesuatu yang sudah seharusnya diterima oleh seseorang,

sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang.

D. Berakhirnya Kontrak

Dalam kajian hukum Islam sepanjang.pepelusuran penyusun, akad (kontrak)
yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika telah memenuhi di antara hal-hal
sebagai berikut:

1. Tujuan Kontrak Telah Tercapai

Apabila tujuan kontrak telah tercapai, maka secara otomatis / dengan
sendirinya kontrak dipandang berakhir atau selesai. Sebagai contoh dalam
kontrak jual-beli, apabila kepemilikan barang sudah berpindah kepada pembeli
dan harga telah berpindah kepada penjual, maka tujuan kontrak telah tercapai dan

kontrak menjadi berakhir dengan sendirinya.

2. Telah Habis Masa Kontrak

Biasanya dalam sebuah kontrak telah ditentukan kapan kontrak tersebut

& Ahmad Azhar Basyir, Asas., hal. 19.
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akan berakhir. Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan tersebut,
maka secara otomatis (dengan sendirinya) kontrak dipandang berakhir atau
selesai, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak. Sebagai contoh dalam
kontrak sewa-menyewa, jika waktu yang diperjanjikan habis maka kontrak telah

selesai.
3. Pembatalan dengan Persetujuan Para Pihak

Jika salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang
belum lama dilakukannya, maka dengan persetujuan pihak lain dapat

membatalkan kontraknya. Ini biasa disebut dengan| igalah.

4. Fasadnya Kontrak

Jika terjadi suatu kontrak yang tidak|dapat dibenarkan oleh syara’ maka
kontrak tersebut wajib_(harus) dibatalkan. Sebagai contoh, dalam kontrak jual-
beli, jika barang yang dijual itu tidak jelas atau barang haram maka kontrak harus

dibatalkan. Pembatalan ini dapat dilakukan oleh-para pihak maupun oleh hakim.®!

5. Dibatalkan Karena Adanya Hak Khiyar %

Pihak yang memiliki hak AAiyar, baik dalam Zhivar syarat, khiyar “aib,
khiyar ru'yah, khiyar majelis, maupun lainnya, dibolehkan untuk melakukan

pembatalan kontrak yang dilakukannya.

8 Hasanudin. "Bentuk., hal. 157.

82 Khivar adalah kondisi dimana para pihak yang melakukan kontrak memiliki hak untuk memilih
antara melanjutkan kontrak atau tidak melanjutkan kontrak.
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6. Wanprestasi Dalam Khiyar Nagd ©

Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi (kewajiban) dalam khiyar

naqd, maka kontrak menjadi batal dengan sendirinya.

7. Prestasi Tidak Mungkin Dilaksanakan

Jika prestasi tidak mungkin dapat dilaksanakan karena bencana alam
(force majeur) atau keadaan yang tidak mungkin dihindari, maka kontrak dapat
dibatalkan oleh para pihak. Sebagai contoh dalam kontrak jual-beli, jika barang
telah rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli maka kontrak

dapat dibatalkan.

8. Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

Apabila kontrak menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak
kebendaan, maka kematian salah satu-pihak tengakibatkdn berakhirnya kontrak,
seperti perwalian, perwakilan, dan—Sebagainya. Sedangkan kontrak vyang
menyangkut hak-hak kebendaan terdapat berbagai macam ketentuan, tergantung
kepada bentuk dan sifat kontrak yang diadakan.®* Menurut Abdul Ghofur Anshori
kematian salah satu pihak menjadi sebab berakhirnya kontrak yang berbentuk
perikatan untuk berbuat sesuatu yang membutuhkan adanya kompetensi khusus.

Sedangkan jika perjanjian dalam hak memberikan sesuatu dalam bentuk uang

8 Khiyar Naqd adalah salah satu bentuk khiyar dalam kontrak jual-beli dimana dalam kontrak itu

dua belah pihak sepakat menetapkan bahwa "jika pihak pembeli tidak membayar harga pada masa
tertentu, kontrak jual-beli dinyatakan tidak pernah ada (tidak berlaku)"; atau dalam hal penjual telah
menerimg pembayaran harga, dengan ditetapkan bahwa "jika dalam masa tiga hari penjual
mengembalikan harga, maka jual-beli dinyatakan tidak pernah ada (tidak berlaku)".

& Gemala Dewi dkk., Hukum., hal. 94
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atau barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.®®

9. Tidak Mendapat Ijin Pihak Berwenang

Hal ini terjadi hanya pada kontrak mauquf*® Apabila pihak yang memiliki
kewenangan tidak memberikan ijin terhadap pelaksanaan kontrak, maka kontrak

menjadi berakhir dan tidak boleh dilanjutkan,

E. Aplikasi Hukum Kontrak dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia

Di Indonesia akhir-akhir ini berkembang pesat praktik kegiatan usaha
lembaga-lembaga ekonomi syari'ah. Hal itu_tentunya| tak lepas dari berdirinya Bank
Muamalat Indonesia pada tahun 1991| sebagai Bank Syari'ah pertama di Indonesia.
Scbagai pelopor di bidang perbankan syari'ah, Bank Muamalat Indonesia berusaha
menerapkan hukum perdata Islam (muamalat)‘yang selalu berorientasi pada sistem
keadilan dan kemaslahatan umumy serta menghindari berbagai-praktik kegiatan usaha
yang mengandung unsur-unsur yang dilarang. oleh hukum Islam. Akan tetapi ternyata
penerapan hukum muamalat dalam 'praktik kegiatan-ekonomi di Indonesia tersebut
tidak dapat diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seringkali
penerapan hukum muamalat itu tidak berdasarkan kepada ketentuan hukum positif
tertulis yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi hanya berdasar pada fatwa-

fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia yang notabene

% Abdul Ghofur Anshori. Pokok.. hal. 30.

® Kontrak mauquf adalah kontrak yang keabsahannya bergantung pada pihak lain. Sebagai contoh
Ali menjual scbuah mobil milik Bambang, padahal Ali bukan wakil dan bukan wali Bambang.
Keabsahan jual-beli terscbut bergantung pada ijin Bambang, jika ia mengijinkan maka jual-bcli
menjadi sah dalam arti bisa dilaksanakan, akan tetapi jika Bambang tidak mengijinkan maka jual-beli
harus dihentikan.
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belum mempunyai kedudukan hukum secara jelas dalam tata hukum peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian hal ini tidak berarti hukum
muamalat tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan pasal 1338 KUH
Perdata dinyatakan bahwa setiap perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka jelas hukum muamalat dapat

diterapkan dan sah secara hukum.

Berbagai kegiatan usaha atau lembaga-lembaga yang berdasarkan pada
prinsip-prinsip syari'ah (hukum Islam) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin
berkembang dan beragam jenisnya, séperti Bank “Syari'ah, Asuransi Syari'ah, dan
Pasar Modal Syari'ah. Untuk mengantisipasi ~hal itu kemudian pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 yang mengatur perubahan atas
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989:tentang Perddilan Agama. Dalam perubahan
Undang-Undang tersebut dil dalamnya didtur tentang perluasan-kewenangan Peradilan
Agama yang meliputi kewenangan dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi
syari'ah yang mencakup Bank syari'ah, Lembaga-ketrangan\mikro syari'ah, Asuransi
syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat
berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah,
Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan Bisnis syari'ah.
Dari berbagai kegiatan usaha atau lembaga-lembaga syari'ah tersebut, penyusun akan
membahas secara singkat tentang aplikasi hukum kontrak syari'ah dalam Perbankan
Syari'ah. Penyusun memilih Bank Syari'ah karena menurut punyusun lembaga inilah
yang cukup mewakili di antara berbagai lembaga syari'ah yang ada dan sekaligus

sebagai pelopornya.
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Berbagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dapat dilakukan
oleh Bank Syari'ah di antaranya diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia
No.6/24/PBI/2004. Aplikasi kontrak syari'ah dalam kegiatan perbankan syari'ah

antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana

Ada beberapa bentuk kegiatan yang berdasarkan prinsip syari'ah dalam

penghimpunan dana pada perbankan syari'ah, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Giro Wadiah

Yang dimaksud dengan giro wadigh adalah simpanan dana nasabah yang dapat
diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau alat sejenis lainnya yang
pelaksanaannya berdasarkan akad wadiah’ Akad wadiah ini secara sederhana
diartikan dengan penitipan,  yang \kemudiarn,dapat dipilah mienjadi dua. Pertama
adalah wadi'ah yad amanah, yaitu-penitipan\yang| tidak memberikan wewenang
kepada penerima titipan untuk menggunakan benda’yang dititipkan tersebut, akan
tetapl penerima titipan berhak mendapatkan upah atas penitipan tersebut.
Penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kerusakan pada benda titipan yang
bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Aplikasi perbankan
yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.®’
Kedua adalah wadiah yad damanal, yaitu penitipan yang memberikan

wewenang kepada penerima titipan untuk memanfaatkan benda atau uang yang

 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Cet. 2. (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), hal. 148.
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dititipkan dan harus bertanggungjawab atas resiko kerusakan atau kehilangan
benda tersebut. Penerima titipan tidak berhak mendapatkan upah atas penitipan
tersebut karena telah berhak atas semua manfaat dari benda tersebut. Jenis yang
kedua inilah yang diterapkan dalam praktik Giro Wadiah pada perbankan
syari'ah. Nasabah rekening giro wadiah mendapat jaminan atas keamanan dana
yang dititipkan, bahkan biasanya mendapat intensif atau bonus dari bank. Intensif
atau bonus ini tidak diwajibkan dan tidak boleh disebutkan dalam kontrak
ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak bank

sebagai tanda terima kasih.

b. Tabungan Wadiah

Wadiah jenis yang kedua di atas, sclain diterapkan dalam giro wadiah juga dapat
diterapkan dalam tabungan wadiah. Keduanya sama dalam aplikasinya,
perbedaannya hanya pada cara penarikannya. Tabungan Wadiah tidak bisa
diambil dengan menggunakan cek atau yang sejenis, melainkan dengan buku

tabungan atau lewat mesin ATM.

¢. Tabungan Mudarabah

Tabungan Mudarabah hampir sama dengan Tabungan Wadiah. Perbedaannya
adalah pada akad yang digunakan adalah dengan akad mudarabah, yakni nasabah
menyimpan sejumlah dana kepada bank untuk dikelola oleh bank yang kemudian
hasilnya dibagikan kepada pemilik dana (sahibal/ mal) dan juga kepada pihak
bank (mudarib) dengan sistim bagi hasil (nisbak). Besarnya bagi hasil tersebut

telah disepakati pada saat tejadinya kontrak.
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Akad mudarabah yang diterapkan pada tabungan wadiah ini adalah mudarabah
mutlagah, yakni penabung (investor) memberikan wewenang penuh kepada pihak
bank untuk mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan

jenis pelayanannya

d. Deposito Mudarabah

Akad mudarabah di atas juga dapat diterapkan pada Depositoc Mudarabah yang
aplikasinya hampir sama dengan Tabungan Mudarabah. Perbedaan antara
keduanya adalah pada waktu penarikannya, Tabungan mudarabah dapat diambil
sewaktu-waktu, sedangkan Deposito hanyardapat diambil sesuai jangka waktu

yang disepakati antara nasabah dan bank sejak dafia tersebut dimasukkan ke bank.

e. Investasi Khusus

Investasi Khusus adalah.investasivyang. dilaksanakan/berdasar akad mudarabah
muqayyadah, yakni nasabah (sahibul ‘mal) memberikan batasan atas dana yang
ditnvestasikannya kepada bank (meudaih). Bank-hanyd bisa menggunakan dana
tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh nasabah yang menyangkut
jenis usaha, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lainnya.®® Sedangkan
mengenai penentuan bagi hasilnya tidak berbeda dengan tabungan mudarabah
atau deposito mudarabah. Disamping itu juga ada Investasi Khusus jenis kedua,
yakni pihak bank hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan antara

sahibul mal dengan pengusaha langsung sebagai mudarib-nya. Dana pada bank

58 Ibid., hal. 150.
& Ibid., hal. 151.
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disimpan dengan rekening khusus dan disalurkan langsung kepada pengusaha.
Pihak bank menerima komisi atau jasa, sedangkan bagi hasil berlaku bagi pemilik

dana dan pelaksana usaha.”

2. Penyaluran Dana

Alokasi dana pada bank syari'ah untuk memenuhi kepentingan nasabah
pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian penting aktiva bank. Pertama,
aktiva yang menghasilkan seperti pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil, prinsip
jual-beli, prinsip musyarakah dan prinsip sewa Kedua, aktiva yang tidak
menghasilkan seperti aktiva tunai (cash assets), ‘pinjaman (gard), dan penanaman

dana dalam aktiva tetap dan inventaris.”®

Penjabaran dari penyaluran dana-pada-perbankan syari'ah tersebut secara

secara ringkas dan sederhana adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Jual-Beli
1) Murabahah
Dalam prinsip murabahah ini pihak bank bertindak sebagai penjual barang-
barang inventori baik produksi maupun konsumsi, sedangkan nasabah sebagai
pembeli. Bank dan nasabah harus menyepakati harga pokok, keuntungan, dan
jangka waktu angsuran pembayaran. Setelah disepakati pihak bank membeli

barang dan kemudian diserahkan kepada nasabah.

" Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keunangan Svari'ah Diskripsi dan Hustrasi, Edisi 2, Cet. 2
(Yogyakarta: Ekonisia Kampug Fakulias Ekonomi UlI, 2004), hal. 60-61.

! Zainul Arifin, Dasar-Dasar Mangjemen Bank Syari’ah, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005),
hal. 52-53,
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2) Salam

Salam dalam istilah figh sering disebut dengan istilah sa/af. Secara sederhana
salam dapat diartikan sebagai pembelian barang yang penyerahan barang
dilakukan di kemudian hari, sementara pembayarannya telah dilakukan di
muka (sebesar harga: peny.).”* Pembayaran salam ini tidak boleh dalam
bentuk pembebasan hutang yang harus dibayarkan oleh musiam ilaih
(penjual).” Dalam teknis perbankan syari'ah, bank bertindak sebagai pembeli
dan nasabah sebagai penjual. Saat barang diserahkan kepada bank, maka bank
akan menjualnya lagi kepada nasabah baik secara tunai ataupun secara
angsur, dengan mengambil tambahan keuntungan dari harga belinya semula.

Biasanya safam ini dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
3) Istisna

Istispa hampir sama dengan salam. Bedanya hanya terletak pada cara
pembayarannya yang bisa_dilakukan di_awal, tengah, atau akhir, baik
sekaligus ataupun secara bertahap. Barang yang diperjualbelikan harus dibuat
lebih dulu dengan kriteria yang jelas.”* Dalam praktiknya bank bertindak
sebagai penjual (sami’) yang mendapat pesanan dari pembeli (mustasni’),
kemudian bank memesan (sebagai mustasni’) kepada produsen perusahaan
pembuat (sani’) yang dibutuhkan oleh nasabah. Istispa’ dalam perbankan

syari'ah ini disebut dengan istisna’ paralel.

"2 Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, Bidayal al-Mujtahid wa Nibayal al-
Mugqtasid (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), II: 124.

"* Muhammad Syafi'i Antonio, Bank.. hal. 109.
"4 zainul Arifin, Dasar., hal. 24-23.
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b. Prinsip Bagi Hasil
1) Mudarabah

Mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua
menjadi pengelola (mudaib). Dalam praktiknya bank bertindak sebagai
salibul mal, sedangkan nasabah sebagai mudaib-nya. Hasil usaha akan
dibagi sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal kontrak, sedangkan
jika terjadi kerugian akan ditanggung-seluruhnya oleh pihak bank kecuali

akibat kelalaian atau penyimpangan pihak nasabah.
2) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu dimana masing-masing-pihak-memberikan-kontribusi dana atau
tenaga dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan:’>

¢. Prinsip Sewa

1) Ijarah

Jjarah adalah akad pengambilan manfaat (hak guna atas barang atau jasa),
dengan adanya pengganti (pembayaran upah sewa),” tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam aplikasinya bank

"S Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, Bidayah., hal, 253-254.

'® As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Cet. 1 (Kairo: Dar al-Fath 1i al-I'lam al-" Arabi, 2000), III:.
hal. 138.
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bertindak sebagai pihak yang menyewakan, sedangkan nasabah sebagai pihak

yang menyewa.

2) Ijarah Muntahiya Bittamlik

ljarah Muntahiya Bittamlik yaitu akad jjaral yang ketika habis masa sewanya
langsung diikuti dengan akad jual-beli, sehingga kemudian barang yang

disewa itu menjadi hak milik penyewa.

3. Jasa Pelayanan

Prinsip Jasa Pelayanan ini iadalah akad-akad syari'ah yang digunakan
sebagai pelengkap yang bertujuan untuk mempermudah. Apalikasi akad ini tidak
bertujuan untuk mencari keuntungan,~akan—tetapi bank diperbolehkan untuk
memunta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan akad

tersebut. Di antara akad-aKad tersebut adalah sebagai berikut

a. Wakalah

Wakalah dapat diartikan sebagai akad penyerahan, pendelegasian, atau pemberian
mandat. Yaitu akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa

untuk melaksanakan sesuatu atas nama pemberi kuasa.

b. Kafalah

Kafalalh adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan
berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.”’ Yaitu akad

pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, dimana si

" Al-Kamal ibn al Humam. Fath al-Qadir, (Pakistan: Makiabah Ar-Rasyidiyyah, tt.). hal. 389.
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pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang

menjadi hak penerima jaminan.
¢. Hiwalah

[liwalah adalah pengalihan hutang, vaitu akad pemindahan beban hutang
seseorang kepada orang lain yang berkewajiban membayar hutang kepada
seseorang tersebut, untuk membayar beban hutang tersebut kepada orang yang

memberi hutang kepada seseorang tersebut.

d. Rahn

Rahn adalah penyerahan barang atau hartardari nasabah kepada bank sebagai
jaminan atas sebagian atau seluruh hutangnya. Barang atau harta tersebut boleh

dijual jika si penjamin tidak mampu melunasi-hutangnya.

e. Qard

Akad ini adalah dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial yang
bertujuan menolong. Bank | memberikan fasilitas-yang\ disebut gard al-lasan,
yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya.
Bank dilarang meminta jasa atau imbalan apapun dari pinjaman tersebut, akan
tetapi peminjam tidak dilarang memberi imbalan sesuai dengan keikhlasannya

kepada bank sebagai rasa terima kasih.

. Jasa Perbankan lainnya

a. Sarf

Sarf biasa diartikan dengan perjanjian jual-beli valuta dengan valuta lainnya.
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Zainul Arifin memberi pengertian yang lebih jelas bahwa sarf adalah transaksi
pertukaran antara emas dengan perak, atau pertukaran valuta asing, dimana mata
uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang
lainnya.” Dalam penjelasannya lebih lanjut dikatakan bahwa bank Islam
(Syari'ah) sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini asalkan
memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis,
yang antara lain : (1) harus tunai; (2) serah terima harus dilaksanakan dalam
majelis kontak; dan (3) bila dipertukarkan mata uang yang sama maka harus

dalam jumlah / kuantitas yang samd.”.

b. Safe Deposit Box (Jasa Penitipan)

Safe deposit box adalah transaksi penitipan, barang berharga atau surat penting
untuk disimpan dalam box (kotak) aman anti api dan anti air (dimungkinkan
selamat dari adanya bencana kebakaran atau banjir) dalam bank, selanjutnya

pihak bank meminta jasa atas adanya transaksi tersebut.

"8 Zainul Arifin. Dasar., hal. 30.
™ Ibid,
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AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG HUKUM KONTRAK SYARI'AH

A. Formulasi Pemilihan Ayat Hukum Kontrak

Langkah pertama dalam penerapan metode tafsir komparatif (mugaran) pada
penelitian adalah menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan
hukum kontrak syari'ah. Ayat Al-Qur'an berjumlah lebih dari 6000 ayat, oleh karena
itu perlu adanya metode atau cara tertentuuntuk “dapat menemukan ayat-ayat yang
membahas tentang tema tertentul]; Mengawali hal itu, penyusun berusaha
melakukannya dengan bantuan beberapa buku seperti al-Mu'jam al-Muyfahras i
alfazil Qur'an, Fath ar-Rahman lit-Talibi Avyat al-Qur'an, Daftar Index Al-Qur'an,
dan juga beberapa program _komputer séperti"CDbHoly Qur'am 6.5 dan Program Al-
Qur'an Digital.

Berdasarkan beberapa alat bantu tersebut, penyusun berusaha menghimpun
ayat-ayat yang membahas tentang hukum kontrak dengan tehnik dan kriteria

pemilihan sampel ayat sebagat berikut:

1. Penyusun berusaha menelusuri ayat-ayat yang menggunakan kata dasar Jic
(‘agd) dan kata dasar s¢= (‘ahd), karena dua kata itulah yang lebih dekat
dengan maksud kata kontrak atau perjanjian. Dalam al-Qur'an terdapat 7 ayat
yang menggunakan kata dasar 2= (‘agd), yakni Q.S. (2): 235, (2): 237, (4): 33,
(3): 1, (5): 89, (20): 27, dan (113): 4. Dari sejumlah ayat itu maka dapat

ditemukan beberapa makna yang di antaranya adalah bermakna akad nikah,
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sumpah atau janji prasetya hamba dengan Tuhannya, janji antar sesama
manusia, dan ikatan atau keterikatan secara umum sesuatu atau benda.
Sedangkan kata dasar ¢ (‘ahd) dengan berbagai turunan katanya terdapat
sgjumlah 46 kata yang termuat dalam 17 ayat. Dari sejumlah kata itu maka
dapat ditemukan beberapa makna yang mayoritas bermakna janji antara
manusia dengan Allah. Sedangkan makna lainnya adalah perintah Allah
kepada hamba-Nya (ada 6 kata / ayat), janji terhadap Allah maupun sesama
manusia (ada 3 kata dalam 2 ayat), perjanjian damai sekelompok manusia
(ada 8 kata dalam 5 ayat), perintah dan larangan Allah (hanya 1 kata / ayat),
masa / waktu (hanya 1 kata / ayat),;Jamanah‘baik urusan agama ataupun dunia
(ada 2 kata / ayat), janji setia atau baiat (hanya 1 kata / ayat). Disamping 2
kata dasar 2% (‘agqd) dan e= Cahd)-tersebut masih ada kata lain yang juga
mengandung makna janjirata, ikatan; yyakni~kata~dasarc(3is (wsg). Dalam al-
Qur'an terdapat sejumlah 34 kata” 345 (#sg)\dengan berbagai turunan katanya
yang termuat dalam 13 ayat. [Akan tetapi-dan-sejumlah kata tersebut hampir
keseluruhan bermakna janji seorang hamba dengan Tuhannya, sedangkan
yang lainnya bermakna akad nikah (hanya 1 kata / ayat), perjanjian damai
antar kaum manusia (ada 3 kata / ayat), janji antar sesama manusia (hanya 3
kata dalam 2 ayat). Dari beberapa ayat yang menggunakan kata dasar yang
mengandung makna perjanjian atau ikatan (kontrak) dengan berbagai
kandungan maknanya yang diterapkan dalam beberapa ayat tersebut, maka
kemudian penyusun memilih beberapa ayat yang lebih sesuai dan tepat untuk

dikaji yang berkaitan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak
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syari'ah .

. Penyusun berusaha menelusuri ayat-ayat yang membahas tentang muamalat.
Dengan bantuan pragram Holy Qur'an dan al-Qur'an  Digital, penyusun
menemukan sejumlah 84 ayat yang membahas tentang muamalat. Dari
sejumlah ayat tersebut penyusun kemudian memilah dan memilih ayat-ayat
yang tepat dan dekat maknanya dengan asas dan prinsip hukum kontrak
syari'ah. Setelah melakukan penelaahan yang cukup dari segi arti dan
kandungan maknanya, maka penyusun menentukan sebesar 29.8 % dari

sejumlah ayat tersebut, yakni sebahyak 25 ayatsaja.

- Menurut pengamatan penyusun, 25.ayat di atas belumlah mencakup dan
mewakili seluruh ayat dalam aliQur'an’yang ‘membahas tentang asas-asas dan
prinsip-prinsip hukum kontrak syari‘ah, bahkan pada sejumlah ayat tersebut
masih terdapat beberapa ayat ‘yang-membahas 'satu‘masalah (bahasan) yang
sama, seperti tentang riba masih terdapat 6 ayat, dsb. Oleh karena itu, kemudian
penyusun berusaha menemukan~ayat-ayat-yang’ lain baik dari berbagai buku
bacaan, perkuliahan atau kajian-kajian semacamnya, ataupun dari hasil tadarus
al-Qur'an yang penyusun lakukan sendiri dalam keseharian sejak diajukannya
proposal penelitian tesis ini hingga proses penyusunannya. Dari cara
penelusuran yang terakhir ini penyusun dapat menemukan sejumlah 24 ayat
yang pembahasannya berkaitan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum
kontrak syari'ah, meskipun dari sejumlah ayat itu juga masih ditemukan di
dalamnya beberapa ayat yang membahas satu masalah yang sama. Sebagai

contoh, ayat yang memerintahkan memenuhi timbangan dan yang
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memerintahkan berbuat adil masing-masing masih terdapat 3 ayat.

Selanjutnya penyusun menggabungkan temuan yang pertama (25) dengan
temuan yang kedua (24) sehingga semuanya berjumlah 49 ayat. Dari 49 ayat
tersebut, penyusun merasa masih perlu untuk memilah dan memilih lagi
sehingga akan menjadi beberapa ayat saja sebagai sampel yang dapat dianggap

cukup mewakili kajian dalam penelitian ini.

Selanjutnya penyusun berusaha menelaah masing-masing dari 49 ayat tersebut
dan mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok ayat dengan fokus
bahasan yang berbeda. Dari langkahterakhir tersebut, penyusun mendapat
sejumlah 29 kelompok, sehingga dalam satu kelompok masih ada yang terdiri
dari beberapa ayat. Oleh karena -itu, Kemudian penyusun melakukan eliminasi
terhadap sejumlah ayat sehingga dari masing-masing kelompok cukup diwakili

oleh satu ayat saja.

. Untuk melakukan eliminasi terhadap sejumlah ayat agar tiap kelompok diwakili
oleh 1 ayat saja, penyusun melakukan telaah lagi dengan kriteria memilih ayat
yang lebih pasti dan jelas dari segi hukumnya, atau lebih akhir dari segi
asbabun nuzulnya, atau lebih rinci dalam cakupan hukumnya, untuk dipilih dan
dijadikan sampel dalam kajian berikutnya. Dari langkah terakhir ini, penyusun
dapat menentukan sejumlah 29 ayat sebagai sampel yang mewakili ayat-ayat
lainnya yang membahas tentang hukum kontrak syari'ah. Selanjutnya penyusun
melacak berbagai pendapat mufassir dalam menafsirkan 29 ayat tersebut

dengan urutan kajian sesuai nomor urut surat dan ayat dalam mushaf al-Qur'an.
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B. Ayat-Ayat tentang Asas dan Prinsip Hukum Kontrak dalam Kajian Para

Mufassir

Dalam subbab ini penyusun berusaha menampilkan ayat-ayat yang al-Qur'an
vang telah penyusun himpun dan penyusun anggap mewakili ayat-ayat lainnya yang
membahas tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari‘ah. Selanjutnya
berdasarkan metode kajian tafsir muqaran, penyusun berusaha untuk menemukan
pendapat-pendapat mufassir yang relevan dan signifikan terhadap masing-masing
ayat tersebut sehingga akan diketahui berbagai wawasan kajian ayat al-Qur'an dari
para ahli di bidangnya. Kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan pokok adalah yang
kompeten di bidang figh seperti tafsir ‘Al-Jassas; Al-Qurtubi, dan Ibn °Arabi.
Kemudian kajian itu juga dilengkapi dengan tafsir-tafsir lain dari berbagai aliran
dengan tujuan untuk memperluas wawasan dati ruang lingkup cakupan makna ayat.
Pendapat-pendapat mufassir_ini akanvsangat penting untuk landasan perbandingan
sehingga akan dapat diformulasikan’ asas-asas—danvprinsip-prinsip hukum kontrak

yang dilahirkan dari nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an.

Adapun penelusuran pendapat-pendapat mufassir terhadap ayat-ayat yang
mewakili bahasan tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam surah Al-Bagarah (2) ayat 245 :

Cr - - T -

Z oo £ _ag ac o cx za. iz . fd g, s 1 <
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245, Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
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(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan
Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki), dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan. *

Ayat di atas mengajak kepada segala amal kebaikan dan untuk berinfaq di
jalan Allah dengan bahasa yang paling halus dan tinggi (puncaknya). Amal perbuatan
yang baik tersebut disebut dengan istilah L} 3 adalah untuk menguatkan kepastian
mendapatkan pahala dari amal tersebut, karena sesungguhnya tidaklah (sesuatu)
disebut .53 35 kecuali adanya pengganti yang didapat karenanya.®! Dan sesungguhnya
makna 2,31 adalah pemberian harta seseorang kepada orang lain untuk dimiliki dan
agar mengembalikan yang sepadan dengannya ketika seseorang tersebut
membutuhkannya.® Ayat tersebut ditujukan secara, khusus untuk infaq dikarenakan
zat Allah yaitu kepada orang-orang fakir dan‘yang membutuhkan, serta infaq di jalan
Allah dengan cara menegakkan agama-Nya (Islam). Allah SWT mengibaratkan diri-
Nya yang Maha Tinggi dan.Maha Bebas-dari kebutuhan/itu*seolah-olah fakir adalah
untuk memberi dorongan (kepada 'hamba=Nya)' agar berinfaq. Dan inilah yang

dinamakan jihad dengan harta.®

Ayat tersebut memberikan dorongan untuk bersadaqah dan menginfakan harta
kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan serta memberikan kelonggaran

kepada mereka, juga memanfaatkan harta di jalan Allah dengan cara menolong agama

% Departemen Agama R L, A4/-Qur'an.. hal. 60.

81 Abhmad ibn " Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-llanafi, Ahkam al-Qur'an Lil Jassas, (1tp: top,
t.t.), I 133.

# Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far at-Tabari, Jami' al-
Bayan fi Ta'wil al-Quran, Cet. 1 (ttp: tnp, 2000), V:282.

¥} Muhammad ibn * Abdillah ibn Muhammad, Abu Bakr Ibn al-* Arabi, Ahkam al-Qur'an Li Ibn al-
“Arabi, (ttp.: top.,tt), I: 438.
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Allah ** Dari Ibnu Mas' ud diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda -
i Bt plenM oo sl s sl U®

Seorang muslim yang memberi pinjaman dua kali kepada seorang muslim, ia seperti
telah mensedekahkannya yang sekali itu. Para ahli ilmu telah bersepakat bahwa
meminjam dinar, dirham, biji gandum, gandum, kurma, anggur kering, dan segala
yang sejenis dengan makanan tersebut hukumnya adalah boleh. Seorang yang
memperoleh pinjaman tidak boleh memberikan hadiah kepada orang yang memberi
pinjaman, begitu pula sebaliknya seorang pemberi-pinjaman tidak boleh menerima

hadiah (pemberian) dari orang yang meminjamnya *¢

Menurut ar-Razi, keadaan al-Qard yang fasan adalah mencakup hal-hal
sebagai berikut : Perfama, Halal yang/terbebas-(tidak tercampur) dengan yang
haram; Kedua, Orang yang memberikan_infaq.(q/~gard) tersebut tidak mengungkit-
ungkitnya ataupun mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati penerimanya; dan
Ketiga, Melakukannya hanya dengan, niat ,mendekatkan,diri kepada Allah tidak

mengandung riya’ ataupun sum ‘ah.”’

¥ Syamsuddin al-Qurtubi, Ta/fir al-Qurtubi, (ttp.: tnp, tt). I11; 240

¥ Ibn Majah, Sunan ibn Majah, "Kitab al-Ahkam” (ttp.: tnp., tt.) VIL: 275. Hadis Nomor 2421.
lihat juga Muhammad ibn " Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Autar, "Kitab al-Qard", (Beirut:
Dar al-Iil, 1973), V:347. Dalam sanad hadis ini terdapat Sulaiman ibn Basyir, ia adalah Matruk. Ad-
Daruquini mengatakan bahwa yang benar hadis ini adalah Mauquf pada Ibn Mas ud.

* Ihid.

¥ Abu * Abdillah Muhammad ibn ' Amr ibn al-Hasan ibn al-1lusain at-Taimi ar-Razi, Mafatil al-
Gaib, (itp.: tnp, 1), II: 400. Lihat juga dalam Abu Muhammad al-ITusain ibn Mas ud al-Bagawi, Ma
‘alim at-Tanzil ( Tafsir al-Bagawi,),Cct. 4 (tnp.: Dar Tayyibah Lin-Nasyr wa at-Tauzi',1997), I: 294,
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2. Firman Allah dalam surah Al-Bagarah (2) apat 278 - 280 :
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278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan—(meninggalkan sisa riba), maka
ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya|akan memerangimu. dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilaniriba); maka bagimu pokok hartamu;
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) |dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan| dan-menyedekahkan (sebagian atau
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Allah telah menghapus dan mengharamkan riba jahiliyah, yaitu penangguhan

pembayaran pinjaman dengatl disertai tambahan yang disyaratkan sebagai pengganti

penangguhan waktu tersebut®’ Telah jelas berdasarkan raugif dan ittifaq tentang

keharaman jual-beli seribu dengan seribu seratus atau seribu dengan seribu tetapi

dengan penangguhan pembayaran. Kedudukan penangguhan waktu seimbang dengan

pengurangan harta. Oleh karena itu tidaklah sah penangguhan pada al-gard

sebagaimana tidak sahnya al/-gard seribu dengan seribu seratus. Dan riba itu

terkadang pada segi pengurangan timbangan dan terkadang pada segi pengurangan

waktu *

¥ Departemen Agama R.I, Al-Qur'an., hal. 69-70,
¥ Ahmad ibn *Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Abkam., I11: 178.
® Ibid., 111:181



55

Al-Qurtubi mengambil pendapat Ibnu Khawaiz Mundad bahwa seandainya
penduduk suatu negara bersepakat bahwa riba itu halal maka mereka menjadi murtad
dan layak diperlakukan hukum sebagaimana terhadap orang yang murtad, imam
boleh memerangi mereka walaupun ada di antara mereka yang tidak
menghalalkannya.® Banyak sekali hadis yang ditampilkan oleh al-Quriubi untuk
menjelaskan tentang larangan riba. Salah satu di antaranya yang sudah sangat terkenal
adalah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang

menerima maupun yang mengeluarkan riba, pencatat, dan juga saksinya.
— \ ]
oall gailEmgdlemyay | N el ady adle i) oo ) gm0 200 3gann 5158 2

Ayat di atas menunjukkan batalnya transaksi yang mengandung riba dan agar
mengambil harta pokonya saja. Hal ini.sebagaimana dalil hukum sebagian ulama
bahwa dalam transaksi jual-beli sebelum adanya serah terima telah ada sesuatu yang

mewajibkan batalnya transaksi, maka transaksi tersebut,menjadi batal.”*

Ayat di atas dapat dipahami)secara, mubalagali\maupun secara tekstual
(hakiki). Secara tekstual maka dapatlah dipahami bahwa jika ada pelaku riba itu
perorangan maka imam harus menerapkan hukuman ta'zir dan menahannya sampai
orang tersebut bertaubat, dan jika pelaku riba tersebut adalah sekumpulan orang yang

bersejata maka imam wajib memeranginya sebagaimana memerangi kelompok

9 Syamsuddin al-Qurtubi, TafSir, 111: 364.

%2 Muslim ibn al-Hujjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Nisaburi, Sahih AMuslim, "Bab la’ana Akil
ar-Riba wa Mu'kilah", (Beirut: Dar Thya' at-Turas al-' Arabi, tt.), ITl: 1218, Hadis No. 1597.

93 fbid.
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pemberontak dan sebagaimana Abu Bakar memerangi para pembangkang zakat.’*
Dan barangsiapa yang mengingkari salah satu syari'ah di antara syari'at Islam, maka

ia telah menjadi kafir sebagaimana ia telah mengingkari seluruh syari'at Islam.”

Jika debitur dalam keadaan sulit (tidak mampu) mengembalikan pinjaman
maka haram untuk menahan (memaksakan)-nya atau mengambil pengganti dari apa
yang ia miliki, akan tetapi wajib untuk menunggunya (memberi kesempatan) hingga
ia mampu mengembalikannya.”® Mensedekahkan seluruh hutang atau sebagiannya
saja kepada debitur adalah lebih baik daripadh hanya menuggunya hingga mampu

7
membayarnya.”

3. Firman Allah dalam surah Al-Bagarah (2) ayat 282 - 283 :
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** Abu *Abdillah Muhammad ibn " Amr ibn al-Hasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatil..
IV: 40. Lihat Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf Ibn'Ali ibn Yusuf ibn Hayvyan, 7afsir Balirul Mulit,
(ttp: tmp, t.1.}, I1I: 90. Lihat juga Al-Khazin Abu al-Iasan "Ali ibn Mubammad ibn Ibrahim ibn 'Amr
asy-Syaibi, Lubab at-Ta'wil f Maani at-Tanzil, (tip: top, t.1.), I 316.

% Ibid.
% Ibid. 111: 44,
¥ Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf Ibn'Ali ibn Yusuf ibn Hayyan, Zafsir. I11: 93.
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282, Hat orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [seperti
berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya] tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah _seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan (benar.”'Dan) janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allahymengajarkannya, maka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang vang/berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklahia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnyaatau lemah (keadaannya) atau dia
sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki (di antaramu) ~Jika-tak ada-dua oang lelaki, maka
(boleh) seorang‘lelaki dan dua- orang-perempuan-dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jjikaj seorang slupa maka yang seorang
mengingatkannya. janganlah-saksi<saksi itu'enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil;-dan-jangantahckamu\jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun” besar sampai batas’ ‘waktu membayarnya. yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan [ebih menguatkan persaksian dan
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang [barang tanggungan (borg) itu diadakan bila
satu sama lain tidak percaya mempercayai] (oleh yang berpiutang). Akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
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hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para
saksi) =~ menyembunyikan  persaksian. dan  barangsiapa  yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*®

Al-Jassas menukil pernyataan Abu Bakar yang mengatakan bahwa menurut
sejumlah orang semula hukumnya wajib menulis dan mendatangkan saksi pada
transaksi hutang-piutang yang secara tidak tunai berdasarkan ayat di atas, namun

kemudian kewajiban tersebut dihapus™ dengan ayat &u! L35 it 355 s 180 LS 05

Sementara menurut Ibnu *Abbas dan ulama lainnya ayat di atas adalah mulhkam dan
tidak dihapus (mansukh).'®® Al-Jassds, seridiri berkesimpulan bahwa dikarenakan
tidak terdapat sejarah riwayat asbabun nuzul secara(jelas terhadap ayat yang pertama
dan kedua di atas, maka hukum menulis dan mendatangkan saksi dalam transaksi
hutang-piutang tidak tunai tersebut adalah//sunah bukan wajib.'®" Dan ayat di atas
tidak bisa dijadikan dalil uatuk.masalah a/-gard cakan-tetapi bisa dalam masalah as-

Salam dan as-Sarf '*

Menurut Abu Ja'far at-Tabari, ayat di atas.mengandung makna untuk jual
atau beli dengan cara tidak tunai. Termasuk di dalamnya a/- gard dan as-salam serta
segala sesuatu yang boleh diterapkan sistem jual beli salam dengan ditentukan waktu
penyerahannya. Bahkan juga untuk jual beli dengan pemilikan langsung tetapi dengan

pembayaran yang dilakukan di kemudian. Dan waktu pembayaran pada setiap

% Departemen Agama R I, A/-Qur'an., hal. 70-71.

% Abmad ibn " Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-llanafi, Afkarn., HI: 215.
1% Ibid.

191 Ibid.. hal. 216.

1% thid.. hal. 220-221,
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transaksi tidak tunai tersebut harus telah ditentukan secara jelas.'” Sementara
menurut Ibnu " Abbas ayat tersebut diturunkan khusus untuk transaksi salam saja.'®
Kata safif dalam ayat di atas mengandung arti } 441 yakni tidak mengetahui secara
benar terhadap apa yang harus diimlakkan kepada juru tulis. Namun ada juga yang
memberi makna dengan anak-anak yang masih kecil.'® Ai-Tabari berpendapat
bahwa mendatangkan saksi dalam transaksi jual-beli itu hukumnya wajib
sebagaimana wajibnya saksi dalam transaksi yang secara tidak tunai, karena perintah
Allah dalam ayat di atas tidak diikuti penjelasan yang menunjukan bahwa perintah
tersebut hanyalah sunnah atau sekedar memberi petunjuk.'®® Sementara melakukan
madarat kepada juru tulis ataupun |saksi, Seperti menuntut agar menulis atau
mempersaksikan apa yang tidak semestinya adalah|termasuk perbuatan dosa atau

pembangkangan terhadap Allah.'’

Al-Qurtubi menyatakan bahwa' sebagian. ulama mazhab, Maliki berpendapat
bahwa berdasarkan ayat di atas maka diperboléhkan‘a/-gard secara tidak tunai karena

tidak ada penjelasan rinci perbedaan “antara ‘al-gard /dengan akad-akad hutang

108

piutang. — Ada 9 syarat dalam transaksi as-salam, 6 syarat berada pada muslam fih

1% Muhanumad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far at-Tabari. Jami'., VI:
43.

' Ibid. Lihat juga Syamsuddin al-Qurtubi, Tafsir, I11: 377.

195 Ibid., VI: 57. Makna yang lebih pas adalah tidak mengetahui apa yang benar baik anak-anak
maupun telah dewasa.

196 1bid . V1: 85 dan 53.
7 1pid, V1 92.

1% Syamsuddin al-Qurtubi, Tafir, III; 377, Hakikat transaksi hutang adalah sctiap transaksi
muamalat vang salah satu pihaknya menycrahkan sccara tunai scdangkan beban (kewajiban) pihak
lainnya dengan penundaan (lenggang waktu). Oleh karena itu maka orang Arap mcnga'takap bahwa
vang disebut al-‘ain adalah jika hadir (langsung), sedangkan ad-dain adalah jika ghaib (tidak ada
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yaitu menjadi tanggungan, jelas sifatnya, ukurannya, tidak tunai, penentuan waktunya
jelas, dan barang telah ada pada waktu yang ditentukan tersebut. Sedangkan yang 3
syarat berada pada ra'sul mal (modal pokok / alat tukar), yaitu telah jelas jenis (alat
tukarnya), ukurannya, dan dibayar secara tunai. Namun syarat yang terakhir ini masih
diperselisihkan'® Maksud perintah penulisan pada ayat tersebut tidak hanya
menuliskannya tetapi juga sekaligus mempersaksikannya, karena penulisan tanpa
adanya saksi tidak bisa menjadi dasar hukum. Penulisan adalah terhadap besarnya
hutang dan waktu (pembayarannya) yang telah ditentukan yang bertujuan agar tidak
lupa.''® Menurut Jumhur, perintah penulisan itu'adalah sunnah karena bertujuan untuk
melindungi harta dan menghilangkan keraguan. Jika|yang berhutang itu orang yang
hati-hati maka penulisan itu tidak akan memberi madarat baginya, dan jika bukan
orang yang hati-hati maka tulisan itu merupakan’informasi yang cerdas tentang

YL Jika menuliskan transaksi (bagi penulis)

hutang dan bagi pemilik hak, (atasnya).
adalah wajib maka tidak boleh meminta upah atasnya karena memberi upah (sewa)
atas perbuatan yang wajib adalah batal /Namun-para-ulama sepakat atas kebolehan
menerima upah atas penulisan suatu perjanjian.''

Orang Arab pada umumnya memakai kata safh kadang untuk yang lemah
113

akalnya, dan disamping itu juga untuk yang lemah badannya (secara fisik).

Sedangkan yang dimaksud dengan kata Liy=. dalam ayat di atas adalah kurang

wujudnya).
' Ibid., THI: 379.
"9 Ihid., 11: 382.
Y Ibid., TI: 383.
"2 Ibid., 11I: 385.
Y3 fhid., 111: 386.
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akalnya secara fitrah yang tidak mampu melakukan imlak, baik karena kurang
akalnya (senteng), atau karena bisu atau tidak mampu melakukan pembicaraan, '
Sementara al-Bagawi memaknainya dengan orang yang sangat tua, atau dengan
makna orang yang lemah akalnya karena senteng atau gila, atau karena bisu, atau
karena lemah (tidak kuasa), atau tidak jelas perkataannya, atau karena dipenjara, atau
karena tidak jelas keberadaannya yang tidak memungkinkan menghadirkan juru-tulis,
atau karena bodoh.'"’ Orang yang buta dapat menjadi saksi jika ia dapat mengetahui
secara yakin,''® sebagaimana mazhab Imam Malik yang memperbolehkan persaksian
orang buta atas suara (yang didengarnya) dalam’perkara perceraian dan juga perkara
lainya asalkan ia mampu mengenali suara tersebut.'!” Dan menurut riwayat para
imam dari Ibnu "Abbas dikatakan bahwa Rasulullah pernah memutus perkara
berdasarkan adanya sumpah dan seorang saksi-Namun menurut 'Umar bin Dinar, ini

112 Pendapat ini juga didukung

khusus hanya dalam perkara harta benda-(muamatah).
oleh al-Qadi Abu Muhammad 'Abd—Al-Wahhab dan juga Imam Malik dalam

Muwata'nya.'"”

Menurut Abu Hanifah, setiap muslim yang jelas keislamannya dan terbebas

dari kefasikan yang nyata maka ia adalah orang yang adil, walaupun tidak jelas asal-

"4 Ibid,, 111: 388.

115 Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Bagawi, Ma alimz, I: 349.
"¢ Syamsuddin al-Qurtubi, Zafir, I11: 390.

"W Ibid.

"8 Jbid., 111: 393.

"% Ibid., III: 394.
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usulnya, % Sedangkan menurut ulama sepaham dengan Al-Qurtubi, adil adalah yang
adil dalam masalah keagamaan, yang itu sempurna jika jauh dari dosa-dosa besar,
terjaga dari muru'ah dan dosa-dosa kecil, dan jelas dapat dipercaya serta bukan orang
yang tolol / dungu.'*! Menurut Asy-Syafi'i, jual-beli itu ada 3 macam, yaitu jual-beli
dengan tulisan serta saksi, jual beli dengan rasn (jaminan), dan jual-beli dengan
kepercayaan. Kemudian diperjelas oleh Ibnu 'Umar bahwa jika jual-beli secara
langsung tunai maka dipersaksikan, dan jika dengan tenggang waktu (tidak tunai)

maka dengan dicatatkan, %

Ar-Rahn menurut para ulama adalah_menahan suatu barang untuk menjamin
hak serta memenuhinya baik dengancharga atau -manfaatnya jika yang berhutang
berhalangan untuk memenuhi hak tersebut.!?| Dan.menurut Ibnu Khawaiz Mundad

124

bahwa segala sesuatu yang boleh dijual 'maka‘beleh dijadikan rahn.”* Menurut

Mujahid tidak boleh adanya ar-rahr'dalam-transaksi kecuali dalam keadaan safar dan

123 As-Syafi'iymengatakan/\bahwa manfaat barang rahn

tidak adanya juru-tulis.
(jaminan) adalah tetap untuk yang menjaminkar, sedangkan orang yang menerima

rahn itu tidak boleh mengambil manfaatnya selain hanya menjaganya sebagai

penjamin hutang, dan pendapat ini juga didukung oleh asy-Sya'bi.'?°

12 Ipid., I11: 395.

12 1pid, TII: 396.

'22 Ibid., TIT; 402. lihat juga Abu *Abdillah Muhammad ibn *Amr ibn al-FHasan ibn al-Husain at-
Taimi ar-Razi, Mafatif;., IV: 59.

123 Syamsuddin al-Qurtubi, Tafir, 11: 409,

' Jbid  TH: 411.

125 Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Bagawi, Ma alim., I: 352.
126 Syamsuddin al-Qurtubi, Tafir. IIL: 412,
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Ar-Razi sependapat dengan para mufassir yang mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan hutang-piutang dalam ayat di atas adalah traksaksi as-Salam.
Beliau menjelaskan bahwa ketika dalam ayat-ayat sebelumnya Allah melarang riba,

maka dalam ayat ini Allah telah mengizinkan as-salam. Dikatakan bahwa semua

manfaat yang dicari dalam riba akan dapat diperoleh dengan as-salam tersebut.'*’

4. Firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) ayat 6 :
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6. Dan ujilah [mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan,
usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak
itu dapat dipercayai] anak yatim/itu, sampai mereka cukup umur untuk
kawin. Kemudian jika menurut| pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan
janganlah kamu makan, harta anak-yatim,d lebih,dari-batas kepatutan dan
(janganlah kamu)./tergesa~gesa— (membelanjakannya) sebelum mereka
dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia
menahan diri (dari memakafr-harta anak yatim itu), dan barangsiapa yang
miskin maka bolehlahpiay makan, harta-itusmenurut yang patut. Kemudian
apabila kamu menyerahkan~harta kepada“mere¢ka, maka hendaklah kamu
adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah
Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).'*

Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Zufar, Al-Hasan ibn Ziyad, dan Al-
Hasan ibn Salih berkata bahwa seorang ayah boleh mengijinkan anaknya yang masih
kecil untuk berdagang (melakukan transaksi jual-beli) apabila telah mengerti (faham)

tentang membeli dan menjual.'® Pendapat ini diambil oleh al-Jassas dengan dasar

127 Abut " Abdillah Muhammad ibn * Amr ibn al-Hasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Ma/atif.,
IV: 47.

' Departemen Agama R 1., Al-Qur'an., hal. 115-116.
1% Ahmad ibn *Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Afkam., IV: 54
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pemikiran bahwa perintah "pengujian" dalam ayat tersebut bersifat umum sehingga
bisa difahami dengan menguji anak dari segi akal pikiran, pendapat-pendapat, dan
ketelitian kerja mereka. Dan pengujian itu untuk mengetahui kemampuan atau
pengetahuan mereka tentang menjual, membeli, mengurus segala urusannya serta
dalam menjaga hartanya, yang itu tidak lain yang tepat adalah dengan cara
mengijinkannya untuk berdagang *° Sementara ada yang berpendapat bahwa
mengijinkan anak untuk berdagang itu tidak boleh dengan alasan bahwa dalam ayat di
atas Allah memerintahkan untuk menyerahkan hartanya anak (yatim) itu setelah
mereka dewasa atau telah pandai (methahami). 'Dan jika mengijinkannya berdagang
ketika masih kecil (belum dewasa) maka,mestinya juga boleh menyerahkan harta
kepada mereka ketika masih kecil itu.“Pendapat ini dibantah oleh al-Jassas bahwa
mengijinkan berdagang tidak sama artinya dehgan menyerahkan harta kepadanya,
karena mengijinkan berdagang jitu; adalah-dengansmenyuruhnya-melakukan transaksi
jual atau beli, dan itu mungkin dilakukans dengan tanpa menyerahkan harta
kepadanya. Hal ini diperkuat juga rdengan riwayat‘bahwa Rasulullah SAW telah
memerintahkan kepada "Umar bin Abi Salamah ketika ia masih kecil untuk menikahi

Umu Salamah sendiri. !

Ar-Razi mengatakan bahwa syarat untuk menyerahkan harta kepada anak

yatim itu ada 2 hal yaitu apabila ia telah mencapai kedewasaan menikah atau

130 1bid., TV:55.

3! Jbid. Lihat juga perbedaan pendapat ini dalam Abu "Abdillah Muhammad ibn "Amr ibn al-
Hasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatif1., V: 61. dan juga dalam Al-Khazin Abu al-Hasan 'Ali
ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn 'Amr asy-Syaiht, Zubab., II: 34.
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diketahui telah mencapai ar-rusyd."** Adapun mengenai maksud ar-Rusyd dalam ayat
tersebut adalah bilamana seseorang telah mampu berbuat baik atas hartanya sehingga
tidak terjerumus dalam perbuatan yang boros atau tipuan,”** Al-Bagawi menjelaskan
tentang batas umur dewasa ada 4 kriteria, yang dua untuk laki-laki ataupun
perempuan dan yang dua lagi khusus untuk perempuan.empat hal tersebut secara
berurutan adalah sebagai berikut: umur 15 tahun, telah mimpi keluar mani, haid, dan

hamil, >4

Allah memerintahkan agar mendatangkan saksi dalam proses penyerahan
harta dari wali kepada anak yatim yang’telah dewasa. Hal ini mengandung beberapa
makna hukum; pertama untuk kehati-hatiansbagi masing-masing pihak; kedua untuk
menunjukan telah dilaksanakannya amanah.'?? Lebih terinci lagi ar-Razi menjelaskan
ada 3 hal, yaitu: Perfama, Anak Yatim mempunyai bukti untuk terbebas dari tuduhan
menghabiskan harta yang bukan miliknya;-Kedia,-Jika andk yatim menuduh bohong,
maka si wali punya bukti saksi tentang penyerahan harta tersebut, dan Keriga,
menunjukan telah dilaksanakannyal amanah“olel wali.'**\ Sedangkan menurut al-
Qurtubi persaksian itu adalah untuk mengokohkan, juga untuk menghindarkan dari

adanya tuduhan (prasangka), dan hukumnya sebagian ulama ada yang berpendapat

132 Abti * Abdillah Muhammad ibn *Amr ibn al-Hasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatib.,
V:o6l.

133 1bid, V; 62.

'** Abi Muhammad al-Husain ibn Mas' id al-Bagawi, Ma ‘a/imr.. 11:165-166. Lihat juga dalam Al-
Khazin Abu al-Hasan 'All ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn " Amr asy-Syaihi, Lubab., 1I: 34.

13% Ahmad ibn *Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-1lanafi, Afkam., IV: 72-73.

135 Abu ' Abdillah Muhammad ibn " Amr ibn al-Hasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatil.,
V: 65,
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sunnah dan ada juga yang menganggapnya wajib.'>’

5. Firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) apar 29 :

A~ EF.o8
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29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu [mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab
membunuh orang lain berarti-membunuh diri sendiri, karena umat
merupakan suatu kesatuan]; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. '

Ayat tersebut melarang semua orang:memakan hartanya sendiri maupun harta
orang lain dengan cara batil. Memakan harta sendiri dengan cara batil adalah
menafkahkannya ke jalan kemaksiatan, sedangkan memakan harta orang lain dengan
cara batil ada dua segi. Yang pertamd menurut as-Sudi adalah’makan dengan cara
riba, berjudi, merugikan orang, dan dhalim;-sédangkan menurut Ibnu " Abbas dan al-
Hasan adalah memakan harta orang dengan’ tanpa-mengganti.' Segi yang kedua adalah
memakan harta dari hasil akad yang fasid, seperti membeli sesuatu yang fasid tidak
bermanfaat misalnya telur atau buah pala maka tidak boleh dimanfaatkan, memakan
dari harga itu berarti dengan cara batil. Demikian juga makan dari sesuatu yang tidak
ada nilai dan manfaatnya seperti kera, babi, lalat, serangga penyengat, dan segala
yang tidak bermanfaat, maka mengambil manfaat dari harga itu semua adalah

termasuk makan dengan cara batil. Demikian juga upah dari meratapi mayat atau

13" Syamsuddin al-Qurtubi, Tafsir. V: 44.
'3 Departemen Agama R.L, 4/-Qur'an., hal. 122.
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menyanyi, dari harga mayat, khomar, dan babi.'** Sementara Ibnu Kasir lebih simpel
mengatakan bahwa Allah melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil,
yaitu berbagai kegiatan (pekerjaan) yang tidak syariyyah seperti berbagai macam
(bentuk) riba, perjudian, dan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung tipu

muslihat *

Dalam tafsirnya al-Qurtubi menceritakan jual-beli porsekot (panjar) yaitu jika
seseorang mengambil darimu barang perniagaan hendak dibelinya atau binatang
angkutan hendak disewanya dengan cara meninggalkan satu dirham atau lebih
kepadamu dengan konsekuensi jika |ia jadi, membeli atau menyewa maka uang
tersebut sebagai harga dari jual-beli atau séwatersebut, akan tetapi jika ia tidak jadi
membeli atan menyewa maka uang tersebut menjadi milikmu. Transaksi seperti ini
tidak ada maslahahnya dan tidak boleh menutut'Jama’ ah Fugaha' besar Hijaz dan Iraq
karena termasuk jual-beli lyang\mengandung unsur judi\garer, dan menyangkut
bahaya, dan termasuk memakan harta) dengan/'cara batil tanpa adanya (nilai)
pengganti atau pemberian, maka“hal itu_adalah batil berdasarkan ijma’. Jual-beli
porsekot ini menjadi batal (# ;u 22) jika belum terjadi serah terima atau setelahnya
barang perniagaan itu dikembalikan jika masih ada atau diganti senilainya jika sudah

tidak ada masih pada hari serah terima itu.'"!

Tijarah adalah sebutan yang dipakai untuk berbagai akad tukar-menukar yang

bertujuan mendapatkan untung. Sedangkan kalimat 1,5 A¢ 5, Ls dalam ayat

13% Ahmad ibn ' ALl Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Ahkam., [V: 344-345.

1 Abu al-Fida' Isma'il ibn *Amr ibn Kasir al-Qurasyi ad-Damasyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Azim,
Cet. 2 (ttp: Dar Tayyibah Lin-Nasyr wa at-Tauzi', 1999). II: 268.

14! Syamsuddin al-Qurtubi, Tafsir, V: 150.
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tersebut maksudnya adalah akad-akad jual-beli, ijarah, dan hibah yang disyaratkan

adanya ganti.'*

Dalam tafsir al-Khazin dinyatakan bahwa !5 e &, Llxs
mengandung dua makna, perfama yaitu berdasarkan kebaikan jiwa masing-masing
pelaku transaksi; dan yang kedua memberikan hak khiyar setelah terjadinya transaksi

jual-beli atau minimal sampai sebelum berpisah.'**

6. Firman Allah dalam surah Al-Ma idah (5) ayat 1 :
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1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah’agad-aqad itu [aqad (perjanjian)
mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat
oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang
ternak, kecuali yang akan 'dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya  Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya.'*

Para ahli Ta'wil sepakat bahwa katd-—\ s44x }! sama maknanya dengan
> 34271 , akan tetapi kemudian ‘mereka-berselisih-tentang maksud kata tersebut
dalam ayat di atas.'*® Adapun beberapa makna yang diambil oleh para ulama,
diantaranya adalah sebagai beikut:

a. Akad-akad yang dilakukan oleh warga pada masa jahiliyah yang saling berjanji
untuk saling membantu dan menolong untuk menghadapi musuh yang zalim dan

aniaya.

Y2 1bid., 1V: 347.
143 Al-Khazin Abu al-Hasan " Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn 'Amr asy-Syaihi, Lubab., II: 74.
" Departemen Agama R.1.. A/-Qur'an. hal. 156.

1“5 Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far at-Tabari, Jamy., IX:
447,
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b. Sumpah yang diambil oleh Allah dari para hambanya yang berjanji untuk beriman
dan taat kepada Allah, serta mengambil yang halal dan menjauhi yang haram.

c. Segala akad (janji) antar sesama manusia dan juga janji seseorang pada dirinya
sendiri.

d. Perintah Allah kepada para Ahl al-Kitab agar memenuhi janjinya untuk
melaksanakan apa yang ada dalam Taurah dan Injil serta membenarkan / percaya

kepada Mubammad SAW dengan segala risalah yang dibawanya. '

Menurut Zaid ibn Aslam, kata -, 2+11 dalam ayat tersebut mengandung 6
makna, yaitu : Janji kepada Allah,s Akad Perjanjian (damai), Akad Syirkah
(kerjasama), Akad Jual-Beli, Akad Nikah,.dan Akad Sumpah.'’ Menurut Al-Hasan,
maksudnya adalah akad-akad agama yang mencakup (perfama) akad seseorang atas
dirinya sendiri seperti akad menjual “dan"‘membeli, sewa dan jasa, pernikahan,
perceraian, muzara'ah, musalahah, tamlik, takhyir, 'itq/tadbir, dan urusan-urusan
lain-lainnya selama tidak keluar darisyari'ah) dar\(kedua) akad seseorang atas
dirinya kepada Allah yang merupakan ketaatan seperti! (ibadah) haji, puasa, i'tikaf]
melaksanakan nazar, dan ketaatan-ketaan lain dalam Islam yang serupa dengan itu.'*
Menurut as-Sa’alabi, ayat tersebut bersifat umum memerintahkan untuk memenuhi
akad-akad yang sesuai dengan jalan syari'ah, atau setiap perikatan yang sesuai

dengan kebenaran syari’ ah.'*’

"8 Ibid., IX: 447-453.
147 Abil al-Fida' Isma'il ibn " Amr ibn Kagir al-Qurasyi ad-Damasygqi, Talsir, 3: 8.
18 Syamsuddin al-Qurtubi, 7. VI: 32.

4% Abi Zaid “Abdurrahman ibn Muhammad ibn Makhlul 85-Sa'alabi, Al-Jawahir ai-Hasan i
Tafsir al-Qur'an, (ttp: tnp. t1), I: 388,
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Penjelasan di atas secara ringkas dan rinci telah dituliskan dalam kitab tafsir

milik Al-Mawardi dan kitab tafsir Ibnu Jauzi. Dinyatakannya bahwa makna kata

2 g-iz ! dalam ayat di atas ada beberapa macam pendapat, yakni sebagai berikut :

d.

Perjanjian Allah yang diambil dari para hamba-Nya tentang apa yang dihalalkan
dan yang diharamkan-Nya. Ini adalah pendapat Ibnu * Abbas dan Mujahid.
Perjanjian Agama secara keseluruhan. Ini adalah pendapat al-Hasan.

Perjanjian Orang-Orang Jahiliyyah, yaitu perjanjian yang dilakukan di antara
mereka. Ini adalah pendapat Qatadah.

Perjanjian Allah yang diambil darivpara Ahl al-Kitab tentang keimanan mereka
kepada Muhammad SAW. Ini adalah pendapat Tbnu Juraij.

Akad-akad antar sesama manusia, seperti jual-beli, nikah, janji seseorang kepada

dirinya sendiri seperi nazar atau sumpahl Ini adalah pendapat Ibnu Zaid."*

7. Firman Allal dalam-surah Al-Maidal (5) ayat 87

o 45 bk 120,20 g bl ik o148 1,000 2ol
u\_),l;;mu "“l\_) 55Ty ngn:mu)l}ﬁl)].l_ol m,uu\,n

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.'”'

Dalam tafsir Al-Jassas dikatakan bahwa maksud persaksian dengan adil pada

150 Ibn Jauz, Zad al-Masir(ttp: top. tt), II: 163. Bandingkan dengan Al-Mawardi, Abu al-Hasan

*Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Bagdadi, An-Nakt wa al-"Uyun, (ttp: top.
tt), I: 344. Bandingkan juga dengan Muhammad ibn "“Abdillah ibn Muhammad, Abu Bakr Ibn al-
*Arabi, Ahkam., 111: 21.

3! Departemen Agama R 1., Al-Qur'an.. hal. 159.
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ayat tersebut adalah persaksian-persaksian dalam hak-hak sesama manusia, ini

152

berdasar riwayat dari al-Hasan. ~° Ayat tersebut memerintahkan kita agar mempunyai

akhlak dan sifat diri yang selalu menegakkan keadilan, baik terhadap orang dekat

maupun terhadap musuh.'*?

Menurut az-Zujaj dalam tafsir ar-Razi, maknanya adalah
memerintahkan agar menerangkan atau menyatakan agama Allah, karena

sesungguhnya seorang saksi itu menerangkan apa yang disaksikannya.'>*

Orang berbuat adil akan terhindar dari kemaksiatan dan dari siksa Allah,'”’
karena sesungguhnya adil itu sendiri adalah taqwa, sehingga orang yang adil akan
menjadi muttaqin yang menjauhi hal-hal yang buruk,'*® Dan maksud adil pada ayat
tersebut mengandung maksud adil 'dalam segala urusan dan menjauhi segala

kemaksiatan.'*’

8. Firman Allah dalam surah Al-Maidah (5) ayat 90 :

Jib 5o iy wd3NTs gl Sanddfy a20 ) Tt il €l

152 Ahmad ibn " Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Ahkam., V: 451. Bandingkan dengan
perincian Al-Mawardi dalam tafsimya bahwa makna persaksian tersebut ada 3 pendapat; pertama,
pendapat Al-Hasan, yaitu persaksian dalam hak-hak sesama manusia; kedua, pendapat sebagian ahli
Basrah, yaitu persaksian terhadap kemaksiatan hamba Allah; dan ketiga, pendapat yang mengatakan
itu adalah persaksian bahwa perintah Allah adalah benar. Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn
Muhammad ibn Muhammad ibn Ifabib al-Basti al-Bagdadi, An-Nakf wa al-"Uyun, (tip. top. t), Ik
35].

153 Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al- Amali Abu Ja'far at-Tabari, Jany'., X:
95.

3% Abu ' Abdillah Muhammad ibn " Amr ibn al-Tlasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatih.,
VI 6.

155 1hid,
156 Ahmad ibn " Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jagsas al-Tlanafi, Afkam., V: 452.
7 Ibid.
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90. Hat orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah [434], adalah
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan,

[434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab
Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk
menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak.
Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu,
setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan,
sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat
dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu maka
mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah
itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan
sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang
terargt;il anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali
lagi.

Ayat di atas mengandung larangan terhadap khamar, berjudi, berkorban untuk
berhala, dan mengundi nasib dengan panah.“Larangan dalam ayat di atas menurut al-
Jagsas adalah berdasarkan dua hal. Perfama; berdasarkan kata j.>; yang merupakan
sebutan dalam syara’ (hukum Islam) untuk sesuatu yang harus dijauhi. Sebutan 3 ,
(juga) dipakai untuk sesuatu yang dikatakan kotor atau najis, yang juga harus dijauhi.
Kedua, berdasarkan kata » ;i ii> L35 (maka jachilah) yang merupakan kata perintah
yang adalah berarti wajib.'*

Kata .52t hakikatnya adalah kepemilikan harta dengan cara menempuh
atau menyempet bahaya. Ayat tersebut sebagai dasar batilnya akad kepemilikan harta
dengan cara yang bahaya, seperti hibah, sadaqah, jual-beli atau yang semacamnya
jika digantungkan pada bahaya seperti ucapan "saya jual ini kepadamu jika Zaid

datang" atau ucapan "saya berikan ini kepadamu jika Umar telah keluar".'*® Para

158 Departemen Agama R.1., A/-Qur'an., hal. 176.
5% Ahmad ibn " Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Afrkam., VI: 128.
1% fbid., VI: 137.
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ulama telah sepakat bahwa segala bentuk perjudian adalah haram,'®! Al-Qurtubi
mengambil sebuah riwayat dari Malik dalam muwata'nya bahwa Dawud ibn Husain
telah mendengar dari Sa'id ibn Musayyab yang mengatakan bahwa kebiasaan
perjudian orang-orang Jahiliyah adalah menjual daging dengan seekor atau dua ekor
kambing, Menurut Malik dan mayoritas ulama golongan mereka ini adalah jual beli
yang sejenis. Menurut mereka ini adalah jual-beli Muzabanah (yang tidak diketahui
timbangannya atau takarannya), Garar (tidak dapat dipegang / diketahui
keadaannya), Qimar (judi); karena tidak dapat diketahui apakah dalam (badan) hewan
tersebut terdapat daging yang sepadan dengan daging yang telah dikeluarkan
(dibayarkan) atau lebih sedikit atau bahkan lebih banyak. Padahal dalam jual-beli

daging dengan daging tidak boleh ada kelebihan. %
9. Firman Allah dalam surah Al-An’am (6) ayat 145 :
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145. Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku, sesuatu vyang diharamkan bagi orang vyang hendak
memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang
mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau
binatang yang disembelith atas nama selain Allah. Barangsiapa yang
dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak
(pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang".'®*

16! Syamsuddin al-Qurtubi, Tafsir, [11: 52.
162 Ibid.. 1II: 54.
163 Departemen Agama R.1, A/-Qur'an.. hal. 212-213.
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Ayat di atas mewajibkan haramnya bangkai, darah yang mengalir, dan daging
babi karena keadaan masing-masing dari ketiga hal tersebut.'® Maksud darah yang
mengalir adalah darah hewan yang mengalir ketika masih hidup atau ketika
disembelih, darah seperti itu adalah najis, sedangkan selain itu seperti limpa dan hati

165 Menurut

keduanya adalah halal karena keduanya adalah darah yang beku (keras).
Qatadah daging yang terkena darah maka itu tidak apa-apa (halal).'®® Sedangkan
maksud kata Liws adalah hewan yang disembelih oleh orang musyrik yang
menyembah patung. Dikarenakan berhala atau tuhan-tuhannya itu maka
sembelihannya disebut L i. s dan dilarang serta haram untuk dimakan, karena hal itu
termasuk bangkai.'®” Dalam tafsir ar-Razindikatakan bahwa diharamkannya daging
babi itu karena kenajisannya. Oleh karena najis itu menjadi 7/lah keharamannya
untuk dimakan, maka setiap yang najis) haruslah dihukumi haram.’®® Sedangkan
keadaan terpaksa yang membolehkan memakatapa-apa yang dilarang tersebut adalah

bukanlah keadaan darurat yang hanya karerda lapar, akan tetapi keadaan yang

mengancamnya rusak atau binadd bila tidak)ségera-makan shatu makanan.'®

Ayat tersebut adalah termasuk ayat mafiyyah. Pada masa turunnya ayat

tersebut, makanan yang diharamkan memang hanyalah apa yang disebutkan dalam

164 Ahmad ibn *Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Ahkam., VI: 253.

185 Al-Khazin Abu al-Hasan "Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn *Amr asy-Syaili, Lubab., 1I.
475.

166 Tbn Jauzi, Zad., 11: 427.

16" Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far at-Tabari, Jami ., XII:
190-191.

188 Abu " Abdillah Muhammad ibn " Amr ibn al-Ilasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatih.,
VII: 6.

19 Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far at-Tabari, Jami".,X1I:
197.
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ayat tersebut, namun kemudian turunlah ayat madaniyyah yaitu surat al-Maidah (ayat

170

3 yang menjelaskan lebih luas). ™ Menurut sebagian ulama bahwa apa-apa yang

diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah termasuk dalam maksud ayat tersebut yang

merupakan tambahan hukum dari Allah melalui lisan Nabi-Nya.'”!

Ada juga yang
berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan yang khusus

mengenai hukum tentangnya.'”” Sebagian besar ulama berpendapat bahwa apa-apa

yang diharamkan tidaklah hanya yang disebutkan dalam ayat tersebut.!”

10. Firman Allah dalam surah At-Taubah (9) ayat 34 ;
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34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sébahagian besar dari orang-

orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta

orang dengan jalan batil dan_mereka-menghalang-halangi (manusia) dari

jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menafkahkannya padal jalan/Allah, maka-beritahukanlah kepada mereka,
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.'”

Dalam tafsir al-Qurtubi, dijelaskan bahwa kata (L1 1L pada ayat di atas

1" Syamsuddin al-Qurtubi, 7afsir., VII: 115.
" Ibid., VII: 116.
72 fbid.

3 Abu Muhammad al-Tlusain ibn Mas ud al-Bagawi, Afa afim., III: 197. Bandingkan dengan
penjclasan al-Mawardi yang lebih rinci tentang ayat tersebut. Pertama, Ayat tersebut sudah mencakup
semua yang diharamkan sehingga tidaklah haram hewan selain yang disebutkan ayat terscbut; ini
adalah ucapan Ibnu "Abbas dan "A'isyah. Kedua, bahwa ayat terscbut memang hanya menjelaskan
keharaman apa yang disebutkan dalam ayat tersebut dan tidak mencakup semua apa yang diharamkan
karena telah ada sunnah yang menjelaskan keharaman binatang buas yang bertaring dan burung yang
berkuku; ini adalah pendapat Jumhur. Al-Mawardi, Abu al-Ilasan ‘Ali ibn Muhammad ibn
Muhammad ibn Habib al-Basri al-Bagdadi, Ar-Nakt,, 1. 433

"4 Departemen Agama R.L, A-Qur'an.. hal. 283,
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mengandung beberapa makna sebagai berikut: Pertama, para pendeta telah
mengambil harta para pengikutnya dalam jumlah tertentu atas nama Gereja, Jual-beli,
dan lain-lainnya yang membuat para pengikutnya tersebut menyangka bahwa
pengeluaran (nafkah) itu adalah termasuk perintah syar’i dan untuk mendekatkan
kepada Allah, padahal justru mereka para pendeta itu menyembunyikan harta-harta
itu; sebagaimana yang diceritakan Salman Al-Farisi tentang seorang pendeta yang
telah memintanya (sebelum ia masuk Islam) untuk memberikan simpanannya. Kedua,
bahwa para pendeta telah mengambil hasil bumi dan harta (pengikutnya) sejumlah
tertentu atas nama melindungi agama dan menegakkan syara . Keftiga, bahwa mereka
para pendeta telah mempraktikkan suap/dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana juga
dilaksanakan saat ini.'” Ibnu Jauzi memerinci bahwa menurut Ibnu "Abbas adalah
kezaliman, menurut al-Hasan adalah ‘suap/ dalam hukum, menurut Abu Sulaiman
adalah kedustaan, dan menurut.al-Qadr Abu-Yu'la adalah\mengambil harta dengan

cara yang dilarang.'”

Ada beberapa pendapat tentang maksud Kata.menyimpan yang dilarang oleh
Allah. Pertama, mengumpulkan setiap barang yang diwajibkan zakat, dan ia tidak
mengeluarkan zakatnya. Kedua, Setiap barang yang (nilainya) lebih dari 4000 dirham

maka disebut "kanz", baik telah dikeluarkan zakatnya ataupun belum. Ketiga, Kanz

'75 Syamsuddin al-Qurtubi, 7afsir, VIIL: 122. Lihat juga dalam penjelasan Ibnu "Arabi bahwa
memakan harta orang dengan cara batil dalam ayat tersebut mengandung dua makna; Perfama,
memakan harta suap, vaitu setiap pemberian yang dimaksudkan untuk mencapai kebatilan: Kedua,
mengambil harta dengan cara yang tidak benar (secara hukum). Muhammad ibn "Abdillah ibn
Muhammad, Abu Bakr Ibn al-" Arabi, Ahkam., IV: 258.

176 Tbn Jauzi, Zad., 1II: 171.
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adalah setiap kelebihan harta dan standar kebutuhan pemiliknya.'”” Selanjutnya At-
Tabari berpendapat bahwa yang lebih dekat dengan yang benar adalah pendapat dari
Ibnu "Umar bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya tidaklah termasuk
kanz yang diharamkan walaupun jumlahnya banyak, dan setiap harta yang tidak
dikeluarkan zakatnya walaupun sedikit maka pemiliknya akan mendapat ancaman

siksa Allah jika memang termasuk harta yang diwajibkan zakat atasnya.'”

Keumuman ayat tersebut mewajibkan zakat atas seluruh jenis emas dan perak,
karena Allah telah menggantungkan hukum zakat dengan kedua nama benda tersebut.
Maka barangsiapa mempunyai emas endapan, emas cetakan ataupun emas urai

(kertas), dan perak, maka wajib mengeluarkan zakat atasnya.'”

11. Firman Allah dalam surah Yusuf (12) ayat 72 :

A —
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72. Penyeru-penyeru itu berkata:~"Kamiskehilangan piala raja, dan siapa yang
dapat mengembalikannya “akan~memperoleh bahan makanan (seberat)

beban unta, dan Aku ménjamitrterhadapnya’ '

Ayat di atas sebagai dasar bolehnya seseorang berupaya dengan perantara

"7 Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far at-Tabari, Jams'.,
XIV: 217-220. Lihat juga penjelasan Ibn “Arabi bahwa Kanz sccara bahasa berarti harta yang
dikumpulkan, baik di atas atau di bawah bumi. Sedangkan secara syara’ mengandung juh pengertian
sebagai berikut: Pertama, kumpulan harta bagaimanapun keadaannya. Kedua, kumpulan emas dan
perak. Ketiga, kumpulan emas dan perak yang bukan berupa perhiasan. Keempat, kumpulan emas dan
perak yang ditanam. Relima, kumpulan emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya. Keenam,
kumpulan emas dan perak yang tidak dikeluarkan hak-haknya. Dan Ketujuh, kumpulan emas dan perak
vang tidak diinfagkan ke jalan Allah. Muhammad ibn " Abdullah ibn Muhammad, Abu Bakr Ibn al-
* Arabi, Altkarn IV:260. Bandingkan dengan penjelasan Syamsuddin al-Qurtubi, Zafsir., VIIT: 125-126.

' Ibid., XIV: 223. Lihat juga Ahmad ibn ‘Al Abii Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Ahkam.,
VIIL: 15-17.

1”9 Aluad ibn "All Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Afkam., VIL: 17.
130 Departemen Agama R.1., Al-Qur’'an.. hal. 360.
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(orang lain) untuk mengambil haknya yang berada pada orang lain sedemikian rupa

walaupun tidak direlakan oleh orang lain tersebut.'®!

Kata pic) pada ayat di atas
artinya adalah j. &5 atau (s Lo yang maksudnya adalah jaminan upah atas syarat
yang telah dilakukannya, dan bukan jaminan atas orangnya. Hal ini sebagai dasar
dibolehkannya seseorang yang mengatakan "barang siapa yang membawakan barang
ini ke tempat ini maka ia akan mendapat satu dirham" dan ini adalah upah yang
diperbolehkan walaupun tidak disyaratkan dengan menyebut atau menunjuk
seseorang secara pasti. Dan ayat tersebut sebagai dasar diperbolehkannya penerimaan
upah tersebut walaupun tidak ada akad’ ijarah secara pasti antara keduanya, karena

182 Adapun

amal (jasa) yang telah dilakukannya sehingga berhak atas upah (imbalan).
salah satu syarat adanya pslx» 5[0, dalam transaksi ijarah, pada ayat tersebut
telah terdapat syarat = s> yang menjadi sebutan untuk kadar takaran atau

. 183
timbangan.

Ayat di atas sebagai dasar kebolehan akadval-Kafalah, akan tetapi dengan
syarat hanya mengenai hak-hak 'yang-memang bisa diwakilkan, sedangkan hak yang
tidak bisa diwakilkan seperti Audud maka sudah barang tentu tidak diperbolehkan
kafalah'® Ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang menjamin orang lain
dalam hal harta (hutangnya), apakah kreditur berhak menagih hutang di antara

keduanya. As-Sauri, Orang-orang Kuffah, Al-Auza’i, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq

181 Ahmad ibn ' ATi Abt Bakr ar-Raz al-Jassds al-Tanafi, Alkam., VII: 238.
12 7hid, VII: 238-239.
183 1pid., VII: 239.

¥4 Muhammad ibn "Abdillah ibn Muhammad, Abu Bakr Ibn al-"Arabi, Afkam., V: 66-67.
Bandingkan dengan Syamsuddin al-Qurtubi, Tafsir, 1X: 234
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berpendapat bahwa kreditur bebas memilih di antara keduanya untuk mengambil
haknya. Ini adalah pendapat Malik yang lama, kemudian berubah bahwa si penjamin
tidak boleh dituntut (untuk memenuhi) kecuali jika si debitur telah bangkrut atau
tidak diketahui keberadaanya, karena secara nyata debitur itulah yang mempunyai
kewajiban mengembalikan, kecuali jika ia tidak ada maka bisa diambil dari
penjaminnya karena adanya uzur (tidak mungkin mengambil darinya) dalam keadaan
seperti ini. Berbeda dengan Ibn Abi Laila yang berpendapat bahwa jika seseorang
menjamin temannya atas suatu harta, maka beban (tuntutan) berpindah kepada si
penjamin tersebut dan debitur bebas tuntutan, Kecuali jika si kreditur mensyaratkan
(dalam transaksi itu) bahwa ia boleh menuntut haknya di antara keduanya.'®® Ayat di
atas juga sebagai dasar kebolehan a/-ja"alah yang termasuk dari jenis akad al-jjarah.
Perbedaan antara keduanya adalah bahwadalam alffarah telah ditentukan pengganti
(upah) dan juga orang yang akan menerimanya,sedangkan dalam al-ja’adah hanya
ditentukan upahnya dan tidak ditentukan amal prestasinya secara pasti, atau mungkin
dapat ditentukan dengan waktu [sepérti dengan! ketehtudn/ hari ini".'®® Af-ifarah dan
al-ja’alah tersebut sebenarnya adalah kebiasaan pada masa sebelum Islam, kemudian
dikuatkan (diterima) oleh syari'at Islam, dan pada keduanya tidak ada unsur garar

maupun jahalah'®

185 Syamsuddin al-Qurtubi, 7afir, [X: 233.

'¥® Muhammad ibn °Abdillah ibn Muhammad, Abu Bakr Ibn al- Arabi, Abkam., V: 69.
Bandingkan dengan Syamsuddin al-Qurtubi, Tafsir, IX: 232.

¥ Ibid.
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12. Firman Allah dalam surah An-Nahl (16) ayat 90 :

"-’J o Amy

j - ' -
'f\_:)\_)J;J.! r_%la.] % &J‘JJ&..&“J
90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.'*

Terdapat beberapa makna adil pada ayat di atas. Pertama, adil adalah
bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah; ini berdasar riwayat dari Ibn Abi Talhah dari
Ibn "Abbas. Kedua, adil adalah kebenaran;ni berdasar riwayat dari ad-Dahaq dari
Ibn ‘Abbas. Ketiga, adil adalah sesuainya antara’yang tersembunyi dengan perbuatan
yang nyata karena Allah; ini berdasar \pendapat.Sufyan ibn "Ayyinah. Keempat, adil

18
® Menurut

adalah memutus perkara dengan benar; ini adalah pendapat al-Mawardi.
al-Jassas, adil itu wajib adanya pada dataran akal pikiran sebelum sampai pada
pendengaran, dan jika sudah sampai pada pendengaran maka itu memperkuat hukum
wajibnya. Dan perintah adil pada ayat di atas mencakup adil dalam perbuatan maupun
ucapan.'”® Adil antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah mementingkan hak
Allah daripada bagian dirinya, dan mendahulukan rida Allah daripada mengikuti
kesenangannya, serta menjauhi segala larangan-Nya dan melaksanakan segala

perintah-Nya. Adapun adil antara seorang hamba dengan dirinya sendiri adalah

mencegahnya dari segala yang merusak dirinya, mengendalikan agar tidak mengikuti

188 Departemen Agama R.L, A/-Qur'an., hal. 415.
139 Ton Jauzi, Zad. IV: 122.
190 Ahmad ibn “Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Ahkanz, VII: 287.
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ketamakan, dan mewajibkan qana’ah dalam keadaan apapun. Dan adil antara seorang
hamba dengan sesamanya adalah saling memberi nasehat dan tidak pernah khianat

sedikit ataupun banyak. '**

Kata ; Lu>Y | pada ayat tersebut juga mengandung beberapa makna sebagai
berikut: Pertama, ihsan adalah melaksanakan apa-apa yang wajib; ini berdasar
riwayat dari Ibn Abi Talhah dari Ibn " Abbas. Kedna, ihsan adalah memberi maaf: ini
berdasar riwayat dari ad-Dahaq dari Ibn "Abbas. Ketiga, ihsan adalah ikhlas; ini
berdasar riwayat dari Abu Salih dari Ibn"Abbas. Keempat, ihsan adalah jika engkau
menyembah (bertbadah) kepada Allah _sseolah-plah engkau melihatnya; ini
berdasarkan riwayat dari "Ata' dari Ibn “Abbas. Kelima, ihsan adalah jika yang

tersembunyi lebih baik daripada yang nyata;-ini” berdasar pendapat Sufyan ibn
"Ayyinah. Sedangkan kata |, ;2! s>  sl3o! maksudnya adalah
bersilaturrahim; dan kata = Lasx 3 1| menurut Ibn “Abbas maknanya adalah zina
dan menurut Mugqatil adalah,k kemaksiatan ,”2. Ada yang mengatakan bahwa

« Lax 2 Ji adalah setiap kejelekan baik ucapan maupun perbuatan, dan puncaknya

adalah zina.'”

Adapun kata ;S5 1! pada ayat tersebut mengandung empat makna.
Pertama, mungkar adalah syirik; ini adalah pendapat Muqatil. Kedna, mungkar
adalah apa yang tidak dikenal dalam ajaran syari'ah dan sunnah; ini berdasarkan

pendapat Ibn Saib. Kefiga, mungkar adalah apa yang pelakunya diancam oleh Allah

19! Muhammad ibn *Abdillah ibn Mubammad, Abu Bakr Ibn al-" Arabi, Afkam., V: 198.

%2 Ibn Jauzi, Zad, TV: 122.
193 Muhammad ibn " Abdillah ibn Mubammad, Abu Bakr Ibn al-* Arabi, Ahkam., V: 199.
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dengan neraka, ini juga berdasarkan pendapat Ibn Saib. Keempar, mungkar adalah
Jika keadaan yang nyata lebih baik daripada yang tersembunyi (dalam hatinya); ini

berdasar pendapat Sufyan ibn *Ayyinah. Sedangkan makna kata . 21| menurut Ibn

* Abbas adalah kezaliman. '**

Menurut Ibn Mas'ud, bahwa ayat al-Quran yang paling mencakup tentang
berbagai kebaikan dan keburukan adalah ayat tersebut. Dan menurut Qatadah
dikatakan bahwa tidak ada suatu akhlak baik pun yang pernah dilakukan dan
disenangi di masa Jahiliyah kecuali sudah dicakup oleh ayat tersebut, dan tidak ada

% Dan (dengan

suatu akhlak buruk pun kecuali itu telah dilafang oleh ayat tersebut.
ayat tersebut) Allah menghendaki kebaikan wntuk seluruh umat-Nya, jika sudah

beriman agar menjadi bertambah imannya, dan jika masih kafir agar berubah menjadi

(penganut) Islam.'%

13. Firman Allah dalam surah Al-Isra’ (17) ayat 34 :
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34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang

lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji;
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

Kalimat gw>1 _» 4Ly Y| mengandung beberapa makna yang di

199 b Jaud, Zad. IV: 122.

195 Abii * Abdillah Muhammad ibn " Amr ibn al-Ilasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatih.,
IX: 451.

19 Muhammad ibn * Abdillah ibn Muhammad, Abu Bakr [bn al-' Arabi, Ahkam., V: 199.

19 Departemen Agama R.1, A1-Qur'an., hal. 429.
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antaranya sebagai berikut : Pertama, menjaga harta pokoknya dan mengembangkan

hasil-hasilnya. Kedua, berdagang untuknya dengan hartanya. Sedangkan makna
kalimat » 3.1 &Lx_y 4> di jaman sekarang ini adalah usia 18 tahun atau telah

bermimpi (keluar air mani) dengan keadaan akal yang schat dan pikiran yang

pintar.'*®

Ayat tersebut menunjukan kebolehan transaksi Jiarah terhadap hartanya anak
yatim dan melakukan usaha secara mudaabah terhadapnya karena si yatim dapat

1% Menurut az-Zujaj, semua apa yang

memperoleh keuntungan dari usaha si mudarib
diperintahkan dan yang dilarang oleh Allall lmaka; itu termasuk 1 g= 1.2 Ayat
tersebut memerintahkan untuk memenuhi perjanjian; yaitu akad-akad yang dilakukan
dengan orang lain dalam hal perdamatan-antara-affuf harb dengan orang Islam, dan
juga akad-akad jual-beli, pengaturan air minum, ijarah, dan akad-akad lainnya.*"!
Kata J4g=lpada ayat tersebut adalah umum yang mencakup perjanjian antara

seseorang dengan Tuhannya maupun.antara sescorang dengan sesamanya dalam hal

ketaatan. 2%

Dalam tafsir Ar-Razi dikatakan bahwa setiap akad dan perjanjian yang terjadi

pada umat manusia maka wajib untuk dipenuhi sesuai tujuan akad dan perjanjian

1%8 Al-Mawardi, Abi al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-Bagii al-
Bagdadi, An-Nakt., 1I: 424,

199 Ahmad ibn " Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Afkam., VIL: 329.
2% Syamsuddin al-Qurtubi, Tafsir., X: 256.

201 Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far at-Tabari, Jamr .,
XVII: 444.
22 Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf Ibn * AR ibn Yusuf ibn Hayyan, Tafir, VII: 344,
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tersebut, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang tidak wajib memenuhinya.**
Menurut Ar-Razi bahwa jika ada dalil nas khusus yang menunjukkan batil atau
fasidnya (akad atau perjanjian), maka didahulukan nas khusus itu daripada yang
umum, akan tetapi tidak boleh mentakhsis nas dengan giyas, sehingga dengan cara ini
bisa menjadikan pembahasan tentang muamalah lebih berkembang dengan tepat

berdasarkan ayat tersebut.?*

14. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi (18) ayat 19 :
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19. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan
membawa uang perakmu int,~dan hendaklah dia lihat manakah makanan
vang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan

hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan
halmu kepada seorangpun.®®

Ayat di atas sebagai dalil “diperbolehkannya wakalah untuk transaks:
pembelian.®® Dengan maksud’ yang Sama Ibn “Arabi mengatakan bahwa ayat ini
menunjukan sahnya a/-wakalah, yaitu akad penggantian yang diijinkan oleh Allah
karena kebutuhan terhadapnya dan untuk menegakkan kemaslahatan, karena setiap
orang mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan urusannya sehingga butuh

bantuan orang lain, atau karena kerepotannya sehingga perlu adanya pengganti orang

23 Abu *Abdillah Muhammad ibn * Amr ibn al-Hasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Ma/atil.
X: 50.

4 Ihid,
205 Departemen Agama R 1, 4/-Qur'an., hal. 446.
2% Ahmad ibn " Al Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Ahkam., VII: 374.
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yang longgar waktunya. Oleh karena itu, maka diperbolehkan yang demikian itu
dalam peribadatan lantaran Maha Pemurah dan Kasih Sayangnya Allah SWT.27
Akad wakalah diperbolehkan pada setiap hak yang diperbolehkan penggantian
padanya **®

Dalam ayat tersebut terdapat fokus masalah, yakni bahwa dalam transaksi al-
wakalah tersebut terdapat alasan ketakutan dan kekhawatiran bilamana seseorang
mengabarkan keadaan mereka ketika mereka dalam ketakutannya. Kebolehan
wakalah dengan adanya alasan sudah menjadi ijma’ para ulama, sedangkan wakalah
tanpa adanya alasan kebanyakan ulama‘juga membolehkannya, kecuali Abu Hanifah

29 [bnuKhawaiz' Mundad mengatakan bahwa ayat

yang tidak membolehkannya.
tersebut mengandung dasar bolehnya as-syirkah karena uang perak (yang dipakai
untuk membeli) adalah milik mereka secara) bersama-sama, dan juga tentang
kebolehan al-wakalah kar¢nd mereka/ mengutus-séseorafig sebagai wakil mereka
untuk membeli (makanan) buat merekasLain halnya/Ibn *Arabi berpendapat bahwa
ayat tersebut bukan sebagai dalil as-syirkah’ karena, masing-masing dari mercka

- . -« 210
mengeluarkan uangnya secara sendiri-sendiri.

15. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minmn (23) ayat 8 :

—_ - J", -,"g n/lz ',’ - -d"’
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8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan

*” Muhammad ibn *Abdillah ibn Muhammad, Abu Bakr Ibn al-' Arabi, Ahkam., V: 296, Libat
juga dalam Syamsuddin al-Qurtubi, Tafdir., X: 376.

8 Ihid.. V: 297.
2 thid., V: 300. Bandingkan dengan Syamsuddin al-Qurtubi, 7afsir., X: 376-377.
M0 Syamsuddin al-Qurtubi, Tafsir. X: 377
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janjinya.?"!

Amanah dan perjanjian merupakan apa yang menjadi tanggungjawab
seseorang dalam urusan agama atau dunianya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan.
Amanah lebih luas (umum) daripada perjanjian, dan setiap perjanjian adalah amanah
baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun akad-akad.?'? Amanat itu bisa terjadi
antara hamba dengan Tuhannya, dan juga antara hamba dengan sesama manusia,
akan tetapi kesemuanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.?'* Dalam
Tafsir Atfisy dijelaskan bahwa ayat di atas mencakup apa-apa yang difardukan oleh
Allah kepada hamba-Nya dan juga amanat-amanat sesama manusia dalam masalah
harta dan rahasia, terhadap anggota badan hati, dan-nazar; amanat janji, menemukan
barang, akad perjanjian, dan rahn; amanat harta girad dan juga segala sesuatu yang

. g 4
menjadi amanat.?!

16. Firman Allah dalam-surah Asp-Syu’ara’(26) ayat 181~ 183 :

= s A7 O L B s, A% . o2 J: < AT e 1
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181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang
merugikan;
182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;*"

! Departemen Agama R, A/-Qur’a._ hal. 527.

112 Syamsuddin al-Quriubi, 7afsi. XII: 107.

M3 Ibn Jauzi, Zad.. IV: 403. Lihat juga tafsir al-Khazin Juz I'V hal. 463.
4 Arfisy Ibadi, Tafsir Atfisy, (ttp.: tnp., tt), VI: 362.

15 Departemen Agama R 1. 4-Qur'an., hal. 586.
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Kata J.< )1 pada ayat di atas mengandung maksud takaran para penjual,
(jangan pernah penjual menguranginya). Sedangkan kata g llw. 33! menurut Ibn
"Aziz artinya adalah timbangan dalam bahasa Romawi. Menurut Az-Zujaj artinya
timbangan baik kecil maupun besar. Menurut Mujahid maksudnya adalah keadilan,
(kata) tersebut memakai bahasa Romawi yang seolah-olah diucapkan pada semua
orang dengan perintah "menimbanglah dengan adil sesuai timbangan yang berlaku di
tempat kalian"*'® Orang yang mengurangi takaran atau timbangan maka disebut
oy L1 2" Takaran (penimbangan) itu ada tiga bentuk: penuh, kurang (curang),
dan tambah (lebih). Dalam ayat tersebut’diperintahkan secara wajib yang penuh, dan
dilarang secara haram untuk yang kurang (curang); sedangkan untuk yang tambah
(berlebih) tidak disebutkan dalam ayat tersebut, mengandung makna bahwa siapa
yang melakukannya berarti lebih baik dan bagi yang tidak melakukannya tidak apa-

218
apa.

17. Firman Allah dalam surah Al-Qasas (28) ayat 27 :
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27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu
bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tabun
maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak
memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk

216 Syamsuddin al-Qurtubi, Tafir, X: 257.
27 Ibid., XIII: 135-136.

218 Aby  Abdillah Muhammad ibn “Amr ibn al-Ilasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Ma/atih.,
X1: 499.Bandingkan dengan Abu al-Qasim Mahmud Ibn Umar Ibn Ahmad az-Zamakhsyari Jar Allah,
Al-Kasysyal, V: 38,
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orang-orang yang baik” 2"

Ayat di atas sebagai dasar kebolehan al-Tjarah pada setiap pekerjaan yang
jelas dan untuk kemanfaatan yang jelas atau waktu yang telah ditentukan, bahkan itu
disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat,”® bahkan juga menunjukkan tentang
kebolehan penggabungan akad nikah dengan akad ijarah, sebagaimana dikatakan oleh
Malik bahwa akad nikah ada keserupaannya dengan akad jual-beli, sehingga tidak
berbeda hukumnya dengan kebolehan penggabungan akad jual-beli dengan akad

h.221

ijarah, atau antara jual-beli dengan nika Ibn Khawaiz Mindad mengatakan bahwa

ayat ini mencakup kesahihan akad nikah dengan akad ijarah, dan makruh hukumnya
menjadikan ijarah sebagai mahar karena seyogyanya mahar itu berupa harta-benda.?*
Berdasarkan ayat ini, Mazhab Al-Auza’ berpendapat |bahwa sah penjualan seseorang
yang berkata : " Aku menjual ini kepadamu dengan harga sepuluh jika secara kontan,

atau dengan harga dua puluh jika'dengan cara tidak tunai” 2%

Ulama telah sepakat atas kebolehan menyewa seorang pengembala dengan
waktu beberapa bulan tertentu, dengan besar upah tertentu, untuk mengembala
sejumlah kambing. Akan tetapi jika sejumlah kambing itu ditentukan pasti, maka ada
perbedaan pendapat. Menurut Ibn Qasim, tidak boleh kecuali dengan syarat bersedia

mengganti jika ada yang mati; namun riwayat ini sangat lemah, karena jelas Salih

4® Departemen Agama R.L, A/-Qur'a1.. hal. 613.

320 » Abdurrahman ibn Nasr as-Sa‘adi, Taisir al-Latif al-Mannan fi Khulgsah Tafsir al-Ahkam,
Cet.1 (ttp.: Wizarah asy-Syu'un al-Islamiyah wal-Augaf wad-Da'wah wal-Irsyad al-Mamlakah al-
*Arabivyah as-Su'udiyyah, 1422). L 401.

! Mubammad ibn "Abdillah ibn Muhammad, Abu Bakr Ibn al-' Arabi, Afkam.. VI: 249.
Pendapat ini kemudian diambil oleh Syamsuddin ai-Qurtubi dalam tafsirnya Juz XIII hal. 274.

22 gyamsuddin al-Quriubi, Tafsir.. XIII: 274.
3 Abu al-Fida' Isma'il ibn * Amr ibn Kasir al-Qurasyi ad-Damasyql, 7afsir., VI: 230.
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Madyan telah mempekerjakan Musa untuk menggembala kambingnya dengan tanpa
syarat bersedia mengganti tersebut. Dan jika mutlak (sejumlah kambing) tidak
disebutkan secara tertentu maka menurut ulama golongan Al-Qurtubi hukumnya
boleh, asalkan si penyewa mengetahui kekuatan/kemampuan si pekerja (pengembala).
Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i hukumnya tidak boleh karena tidak
dapat diketahui (tidak jelas, majhul). Dan Imam Malik mengatakan secara prinsip
bahwa seorang pengembala tidak boleh dikenai beban penggantian/jaminan karena ia
adalah orang yang dipercaya (menjaga) dari kerusakan dan pencurian sebagaimna

dipercayanya seorang yang diberi kuasa?**

Transaksi Ijarah (memelihara kambing) dengan upah (pengganti) yang tidak
jelas adalah tidak boleh, karena beranaknya kambing tidak dapat ditentukan secara
jelas. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah telah melarang transaksi garar,

anak dalam kandungan, dan'air mani péjantan *%

18. Firman Allah dalam surah Sad (38).ayat-24-:
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24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah

2% Syamsuddin al-Qurtubi, Tafs7, XTI hal. 275.
“® Ibid., hal. 278.
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mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia
meminta ampun kepada Tubannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat 22

Ayat tersebut menunjukkan bahwa secara adat (kebiasaan) dalam kebanyakan
traksaksi syirkah (persekutuan) itu terjadi kezaliman dan ketidakadilan, kecuali
orang-orang yang beriman dan beramal saleh,?*’ karena sesungguhnya kezaliman itu
merupakan karakter jiwa (manusia).*”® Syirkah dalam ayat tersebut maksudnya adalah
pencampuran dalam masalah harta yang sering terjadi kezaliman oleh para pelakunya
dalam hal harta yang dicampurkan tersebut, oleh karena itu agar berhati-hati.** Ar-
Razi mengatakan bahwa - Lhn13) sadalahs»LSyi01 yang didalamnya akan
menyebabkan adanya banyak perdebatan dan perselisihan, kecuali percampuran atau
perserikatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, karena mereka
melakukannya untuk tujuan agama dan kebahagiaan.rohani secara hakiki, sedangkan
perserikatan yang dilakukan dengan tujuan kesenangan dunia maka akan
menyebabkan bertambah besarnya kezaliman dan permusuhan.”® Sementara sangat
sederhana As-Sa alabi mengatakan bahwa.makna-kata. « L3 1 adalah syirkah dalam
kepemilikan dan berbagai perkara lainnya. Ayat di atas adalah dari ucapan Dawud
yang merupakan kaidah yang benar sebagai nasehat agar menjauhi terjadi perselisihan

dalam perbedaan hak. >

226 Departemen Agama R.I., Al-Qur'a., hal. 735-736.

27 Ahmad ibn ' Ali Aba Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Afkam., VIII: 369.

2 Abd ar-Rahman ibn Nasr ibn as-Sa’ad, Tafsir as-Sa'adi. Cet. 1 (itp.: Muassasah ar-Risalah,
2000), I; 711,

** Hamyan az-Zad Ibadi, Tafsir Hamyan az-Zad Ibadi, (ttp.: tnp., tt), XI: 463.

30 Abu *Abdillah Muhammad ibn *Amr ibn al-Hasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatih.,
XIII: 182.

' Abit Zaid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Makhluf a3-Sa® alabi, AlJawahir, 111: 303.
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Menurut al-Qurtubi, memberi makna kata « Lin131 pada ayat di atas dengan
« LS 1231 adalah jauh (kurang tepat), karena para ulama berbeda pendapat tentang
karakteristik - Llai31. Pendapat mayoritas yaitu jika masing-masing membawa
kambingnya dan mengumpulkannya pada seorang pengembala dengan ember minum
dan kandang yang satu. Sedangkan menurut Tawus dan "Ata’, tidak lain yang
dimaksud dengan «1nhi3! adalah.ls,i31 .*? Tentang hukum zakat dalam
pencampuran harta para ulama juga berbeda pendapat. Malik dan pengikutnya serta
sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang tidak
memiliki batas kewajiban zakat. Sedangkan menurut Ar-Rabi’, Al-Lais serta sebagian
ulama, termasuk juga Asy-Syafi'i bahwa jika pada sekumpulan itu mencapai batas

kewajiban zakat maka mereka wajib zakat.”>

19. Firman Allah dalam surah Al-Jumu’al (62) ayat 10 :

11 AT 5 s,

~gd T 27 MU Tt T I A Tt A TR

. . s 7E AR T
FERy s

N shlg 1 ;l"
's’e’é‘ u -

10. Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi;
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung >*

Mencari karunia Allah pada ayat di atas mengandung beberapa pengertian.

Pertama, agar melakukan ketaatan dan berdoa kepada Allah. Kedua, agar melakukan

32 Syamsuddin al-Qurtubi, Tafir. XV: 179.
3 Ihid.
* Departemen Agama R.1. 4/-Our’an., hal. 933.
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perdagangan atau semacamnya, namun hukumnya hanya mubah.?** Ketiga, menurut
riwayat dari Ibn *Abbas; bukan untuk mencari sesuatu yang bersifat dunia tetapi
untuk menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, dan mengunjungi saudara karena
Allah. ™® Kempat, bekerja pada hari Sabtunya. Kelima, mencari ilmu; ini berdasar
riwayat dari Al-Hasan. Keenam, salat tatawwu 7 Secara sederhana makna ayat
tersebut adalah sebagai berikut : Apabila kalian telah selesai memenuhi seruan shalat
maka bertebaranlah ke bumi untuk menegakkan kemaslahatan dan kepentingan
kebutuhan-kebutuhan kalian yakni ke tempat kebutuhan kalian yang sesuai dengan
syari'at untuk memenuhi kebutuhan|hidup -namun karena perintah ini hanyalah
rukhsah maka jika kalian tetap berdiam disi dizmasjid hingga malam hari maka itu
hukumnya boleh bahkan sunnah- dan|carilah karunia Allah yang berupa keuntungan
rizki yang halal untuk diri kalian“dan keluarga dari berbagai usaha seperti

perdagangan dan pekerjaanspekerjaan lainnyayang sesuai dengan syari'at.>®

20. Firman Allah dalam surah Af-Talaq (65) ayat 6 :
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6. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka

*5 Ahmad ibn ‘Al Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Afkam., IX: 90. Bandingkan dengan
penjelasan Asy-Syaukani tentang maksud ayat tersebut. Pertama, mencari rizki Allah yang akan
dianugerahkan kepada para hamba-Nya yang mencari keuntungan dari bermu’amat atau pekerjaan-
pekerjaan lain. Kedra, mencari pahala-pahala Allah yang akan diberikan kepada hamba-Nya yang
melakukan amal saleh dan menjauhi apa-apa vang tidak halal. Muhammad ibn *Ali ibn Muhammad
ibn " Abdillah asy-Syaukani al-Yamani, Fath al-Qadir, (1tp.: tnp, tt.), VII: 222,

36 Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far at-Tabari, Jam/",
XXII1: 385.

3" Syamsuddin al-Qurtubi, 7afsir, XVIIL: 109,
8 Ilaqqi, Tafsir Hagqi, (ttp.: tnp, tt.), XV: 327.
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berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.**

Ayat tersebut sebagai dasar kebolehan ijarah untuk mengasihi dan
menyayangi anak orang lain dengan (imbalan) memberi makan dan pakaian
kepadanya, karena dalam ayat tersebut Allah mewajibkan memberi imbalan susuan
kepada istri yang telah ditalak.>*" Lebih detail lagi al-Jassas menjelaskan beberapa
hukum yang dapat ditarik dari ayat tersebut sebagai berikut: Perfama, bahwa jika
(bekas isteri yang ditalak) rela menyusui anaknya dengan imbalan yang sepadan
maka si ayah tidak perlu mencari perempuan lain untuk menyusui anak tersebut.
Kedua, bahwa ibu lebih berhak untuk” mengasuh anak daripada siapapun. Ketiga,
bahwa imbalan (upah) berhak diterima setelah selgsainya pekerjaan, bukan setelah
terjadinya akad (transaksi, kontrak). Keempat, bahwa air susu ibu walaupun kongkrit
namun dikategorikan sebagai manfaat yang dapat-diperlakukan-padanya akad ijarah.
Oleh karena itu maka tidak boleh hukumnya‘menjual air susu ibu sebagaimana
tidaklah boleh akad jual-beli atas kemanfaatan: Air susu ibu, berbeda dengan air susu
semua hewan, dan tidaklah boleh menyewakan seekor kambing untuk menyusui bayi,
karena benda yang kongkrit tidaklah boleh diterapkan padanya akad ijarah seperti

menyewakan seekor lebah atau sebuah pohon.>"!

Jika seorang isteri telah ditalak maka ta tidak wajib menyusui bayinya,
kecuali jika si bayi tidak mau meminum susu orang lain maka si ibu menjadi wajib

menyusuinya. Seorang isteri yang telah ditalak dapat memilih antara dua; yang

2 Departemen Agama R 1, 4I-Qur'an_, hal. 946.
2% Ahmad ibn " All Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Hanafi, Afikam., I11: 7.
M fbid. IX: 127.
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pertama menyusui dengan mendapat imbalan, atau yang kedua jika si bayi mau
menyusu kepada perempuan lain maka si ibu tidak harus menyusuinya, akan tetapi
jika ia ingin menyusinya maka itu lebih baik daripada disusui oleh orang lain.2*? Dan
ayah si anak wajib menyerahkan imbalan kepada ibu si bayi yang telah ditalak bain
atas jasanya menyusui anaknya, sebagaimana wajibnya memberi imbalan kepada
perempuan lain jika menyusui anaknya. Pemberian imbalan itu harus secara layak,2*
yakni dengan musyawarah agar sama-sama rela antara seorang ayah dan ibu si bayi
atas sejumlah imbalan tertentu.** Kata o, 4= 11 dapat diartikan dengan sesuatu yang
baik dalam masalah imbalan penyusuan, susuan (itu sendiri), pakaian, tempat tidur,
penutup bayi, dan minyak bayi serta yang lainnya yang dibutuhkan oleh bayi tersebut
dengan batasan tidak menyusahkan dan menyulitkan salah satu dari kedua orang

tuanya 2%’

21. Firman Allah dalanv'surah Al- Mutaf(lifin(83) ayat' 1'=3 :

s r-ﬁﬁjlf B
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1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang [ialah orang-orang yang
curang dalam menakar dan menimbang],

2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dipenuhi,

3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka

mengurangi **®

22 Muhammad ibn * Abdillah ibn Muhammad, Abu Bakr Tbn al-" Arabi, Ahkam.. V11 402.

3 Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far at-Tabari, Jami'., V:
75. dan XXIII: 460. Bandingkan dengan Syamsuddin al-Qurtubi, Tafsir, XVIII; 168,

24 Abu Muhammad al-Ilusain ibn Mas'ud al-Bagawi, Ma alim.. VIII: 156.
% Atfisy Ibadi, 7afsir., XI: 228.
*% Departemen Agama R.1., A-Qur'an., hal. 1035.
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Menurut para ahli bahasa kata (5 22431 artinya adalah orang-orang yang
mengurangi takaran dan timbangan. Sedangkan menurut para ahli agama artinya
adalah curang dalam segala hal, seperti dalam salat, wudu, takaran, dan timbangan,
sebagaimana yang disebut dengan pencuri adalah juga dalam segala hal. Dan
seburuk-buruk pencuri adalah pencuri dalam salat, yaitu orang yang tidak sempurna
ruku’ dan sujudnya ketika salat. **” Menurut Az-Zujaj, yaitu jika mencari takaran dari
orang lain ia meminta agar takarannya dipenuhi, yang itu berarti adalah orang-orang
yang menuntut penuh (dari orang lain) ia mengambil tambahan, dan jika ia yang
(seharusnya) memenuhi takaran atau timbangan untuk orang lain maka mereka justru
menguranginya, maka mereka tidak relawterhadap| apa yang diperoleh orang lain
seperti apa yang diperoleh dirinyaZsendiri®*® ‘Secara lebih sederhana Ar-Razi
mengatakan bahwa 4 % 4hs’)1 asal maknanya'dari iy 2hi )1 yang artinya adalah
mengurangi sedikit sesuatd yang/dda dalam takaran/atau timbangan dengan cara yang

halus.**

Kata 1 maksudnya ‘adalah“lembah dalant-neraka jahannam, atau api, atau
anggota badan yang bernanah, atau kecelakaan atau siksa, atau panggilan untuk
kerugian atau kecelakaan.”® Ayat tersebut menunjukkan ancaman Allah kepada

orang-orang yang melakukan kecurangan hingga batas banyak, yakni batas nisab

4 Muhammad ibn “Abdillah ibn Muhammad, Abu Bakr Ibn al-' Arabi, Afkam.. VIIL: 15 dan 18.
Bandingkan dengan Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far at-
Tabari, Jami'., XXIV: 277.

**# Syamsuddin al-Qurtubi, Tafsir. XIX: 252.

% Abu ' Abdillah Muhammad ibn ' Amr ibn al-Hasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafarih.,
XVI: 400.

30 - Abd al-'Aziz ibn "Abd as-Salam ibn Abi al-Qasim ibn al-Hasan as-Salmi ad-Damasyqi,
‘lzzuddin, Tafsir ibn "Abd as-Salam, (ttp.: tnp.,tt), VII: 382,
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pencurian. Namun menurut ulama lainnya tidak harus sampai batas tersebut,
kecurangan yang kecil ataupun besar tetap akan mendapat ancaman tersebut selama ia
tidak bertaubat dan tidak melakukan ketaatan yang lebih besar dari hal itu.%’' Masalah
takaran dan timbangan adalah masalah yang besar, karena manusia pada umumnya
butuh kepada muamalat yang itu dibangun atas dasar takaran dan timbangan. Qleh

karena itulah Allah menjadikan besar masalah timbangan itu dalam firman-Nya :**

OV 1y ¥y oy 0 1 Tyily * 0100 s Tk 9% 010 Koyy )y sl y 29

22. Firman Allah dalam surah Al:Lail (92) ayat ¢ :
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4. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.***

Menurut at-Tabari maksud ayat tersebut adalah sebagai berikut
sesungguhnya amal perbuatan kalian‘berbeda-beda’wahai manusia, karena di antara
kalian ada orang yang kafir kepada Tuhannya'serta membangkang terhadap perintah
dan larangan-Nya, dan ada juga'yang-beriman kepada Tuhannya serta taat terhadap
perintah dan larangan-Nya. > Sedangkan menurut al-Mawardi, yang bermacam-

macam atau yang berbeda-beda itu maknanya ada tiga, yaitu balasan amal, perbuatan,

1 Abu *Abdillah Muhammad ibn *Amr ibn al-Ilasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafatih..
XVI: 401

52 Ibid., XVI: 402.
3 Q. S. Ar-Rahruan (55): 7-9.
** Departemen Agama R.1., Al-Qur'an., hal. 1067,

*3% Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far at-Tabarl, Jamr'.,
XXIV: 467 Bandingkan dengan Syamsuddin al-Qurtubi, 7afsir, XX: 82. Bandingkan juga dengan
Abul Fida' Isma’il ibn " Amr ibn Kasir al-Qurasyi ad-Damasyqi, Tafsir, VIIL 417,
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dan akhlak manusia.?*® Al-Qusyairi memahami ayat tersebut sebagai berikut :
sungguh amal kalian berbeda-beda, di antara kalian ada yang usahanya untuk mencari
dunianya, ada yang usahanya untuk mencari kesenangan dirinya dan mengikuti hawa
nafsunya, ada yang usahanya untuk bersenang-senang saja, ada yang mencari
kemewahan dan keinginan tingginya, ada juga yang mencari balasan / pahala, ada
yang usahanya untuk memperbaiki taqwanya, ada yang untuk menjernihkan zikirnya,
ada yang menegakkan keinginan yang baik, dan ada yang mencari tuannya
(pengayomnya). Di antara kalian ada yang memadukan usaha jiwanya dengan
ketaatan, usaha hati dengan ikhlas, usaha badan dengan mendekatkan diri (kepada
Allah), usaha lisan dengan berzikir kepada Allah,Cusaha berkata yang baik kepada
sesama manusia, ada yang berdakwalr untuk  Allah, dan memberi nasehat kepada
umat manusia. Di antara kalian ada yang usahanya merusak dirinya sendiri, dan juga
merusak dunianya, dan lain. sebagainya. >’y As-Sa‘adj, secara lebih sederhana
menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut): wahai para mukallaf, sesungguhnya usaha
kalain sangat bertingkat-tingkat~sésuai dengan/tingkat amal itu sendiri, kadar dan
kerajinan / ketangkasan dalam melakukannya, dan juga sesuai dengan maksud tujuan
amal itu sendiri, apakah karena Allah yang Maha Tinggi dan dan Abadi sehingga
amal itu kekal dan bermanfaat bagi pelakunya, ataukah hanya tujuan selain Allah

yang habis dan rusak sehingga amal itu hanya batil dan lenyap begitu saja.>*®

2% Al-Mawardi, Aba al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn [Jabib al-Basri al-
Bagdadi, An-Nakt., IV: 426.

¥ Al-Qusyaini, Tafsir Al-Qusyairi, (ttp.: tnp. tt), VIII: 82.
%8 * Abd ar-Rahman ibn Nasr ibn as-Sa’adi, TafSir ., I: 926.



BAB 1V
ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP

HUKUM KONTRAK SYARI'AH

Secara tematis, al-Qur'an berisi pandangan umum Islam tentang berbagai
masalah fundamental kehidupan manusia, khususnya masalah-masalah Tuhan,
manusia, alam, dan kehjdupan.259 Al-Qur'an’, |menjelaskan masalah-masalah
ketuhanan, yakni pengesaan Allah (tauhid) sebagai dasar akidah dan keimanan
manusia. Al-Qur'an juga menjelaskan masalah penciptaan manusia, makna
kehadirannya di muka bumi, hakikat/ hidup, dan tujuannya serta bagaimana
seharusnya ia menjalani hidup»Al-Qur'an” juga ‘menjelaskanténtang pola hubungan
manusia dengan sesamanya serta hubungan\ dengan alam lingkungan. Dengan
demikian, maka Islam akan membentuk paradigma-kehidupan yang komprehensif,
universal, integral, seimbang, dan permanen. Dalam menjelasakan pola kehidupan
manusia yang kompleks, Allah telah membuat kriteria keunggulan kompetitif, yakni
secara vertikal adalah dengan ketakwaan, dan secara horisontal adalah dengan
kemanfaatan sosial. Apabila kedua kriteria keunggulan kompetitif ini disatukan, maka
akan membentuk konsep amaliyah salihah. Dan konsep amaliyah salihah tersebut

tidak lain adalah penyatuan konsep antara makna ibadah dan bekerja.

259 Ahmad Tzzan dan Syahri Tanjung, Referensi Ekonomi Syari'ah Ayat-Ayat Al-Qur'an yang
Berdimensi Ekonomi, Cet. 1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 4.
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Dalam konteks sejarah turunnya al-Qur'an, dapat diketahui bahwa paradigma
dan prinsip umum ayat-ayat Makiyyah berisi anjuran untuk bekerja mencari rizki
Allah dan menginfakkannya ke jalan Allah, melarang berlaku curang dalam
timbangan dan pengrusakan di muka bumi. Kemudian ayat-ayat Madaniyyah
menjabarkan prinsip-prinsip itu ke dalam hukum yang lebih terperinci seperti
pengharaman riba dan menghalalkan jual-beli, memerintahkan zakat, mengatur proses
utang-piutang, sewa-menyewa, perkongsian dan semua bentuk aktivitas ekonomi. **°
Akan tetapi dalam perkembangannya banyak orang yang menyepelekkan atau sangsi
terhadap ajaran Islam yang demikian ‘itu, termasuk umat Islam sendiri, padahal
konsep ini sebagaimana yang kita ketahui adalah’konsep yang datangnya dari Allah
yang Maha Mengetahui tentang segala perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan
manusia. Konsep ajaran Islam adalah untuk seluruh umat manusia dan selaras dengan
fitrah manusia, serta menjunjung | fihggi ‘Kepentingan~pribadiCmaupun kepentingan
masyarakat. Bahkan konsep ini telah teruji dalam 'sebuah sistem kehidupan selama
lebih dari delapan abad masa kejayaan Islam: Oleh-karena itu, sudah seharusnya umat
Islam meyakini bahwa konsep Islam (Al-Qur'an) adalah konsep yang disiapkan Allah
agar manusia mampu menghadapi dan menjawab segala macam bentuk tantangan

pada setiap zaman.

Secara dasar, konsep hukum Islam dalam Al-Qur'an memang merupakan
konsep yang baku, akan tetapi pada perjalanannya tidak menutup kemungkinan
keluwesan atau elastis sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak keluar dar

bingkai syari'at. Ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an merupakan nilai-nilai atau norma

% Ibid., hal. 7.
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abstrak yang bersifat abadi dan tidak boleh diubah oleh manusia. % Begitu juga
hukum Islam yang berada dalam Al-Qur'an adalah norma hukum abstrak yang
merupakan cita-cita hukum yang bersifat abadi. Dan untuk dapat lebih mudah
menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran tersebut dalam praktek kehidupan manusia pada
setiap masa dan kondisi yang berupa norma konkrit, maka manusia memerlukan
adanya norma antara. Norma antara ini bisa berupa asas-asas, aturan-aturan, ataupun
pendapat ulama dan para ahli yang diformulasikan dari nilai-nilai abstrak Al-Quran

yang abadi.

Dalam perkembangan bidang| hukum, ekonomi, dan bisnis yang bersifat
global, maka sudah barang tentu Islam’ siap menghadapinya dengan norma abstrak
atau nilai-nilai dalam Al-Qur'an. Dan untuk. mempermudah menerapkan norma
abstrak tersebut, maka tidak ada salahnya-jika ayat-ayat Al-Quran dijabarkan ke
dalam beberapa asas dan prinsip“schingga-manusia-akan 1ébih. mudah memahaminya.
Bahkan dapat dikatakan sangatlah urgen_dan‘\menjadi keniscayaan kajian untuk
memformulasikan asas-asas dan| prinsip-prinsip |dari-ayat~Al-Qur'an sebagai norma
antara yang dapat mempermudah manusia dalam menerapkan Al-Qur'an ke dalam
kehidupan kesehariannya. Begitu juga kajian tentang hukum kontrak syari'ah ini
sangatlah tepat jika penyusun berusaha untuk dapat memformulasikan asas-asas dan
prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah.

Kata "asas dan prinsip" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama-sama

262

diartikan dengan dasar untuk berfikir atau berbuat.”** Akan tetapi dalam pembahasan

“! Padmo Wahjono, "Budaya.. hal. 175.
262 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus., hal. 60 dan 788,
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tesis ini penyusun sengaja sedikit membedakannya karena berkaitan dengan hukum
kontrak syari'ah. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa semua asas merupakan
ajaran dasar yang harus diterapkan dan menjiwai dalam setiap bentuk atau jenis
perikatan atau kontrak syari'ah. Sementara tidak semua prinsip harus diterapkan
dalam setiap bentuk dan jenis kontrak syari'ah. Bahkan bisa dikatakan semua prinsip
merupakan penjabaran atau bentuk aktualisasi dari asas-asas itu sendiri. Sebagai
contoh, asas keadilan haruslah diterapkan pada setiap jenis dan bentuk kontrak
syariah apapun, akan tetapi prinsip pencatatan kontrak tidak harus diterapkan pada
setiap jenis dan bentuk kontrak syariah. Dan prinsip pencatatan kontrak tersebut

merupakan salah satu bentuk aktualisasi untuk menegakkan asas keadilan.

Berdasarkan metode kajian tafsit komparatif-(imugaran) serta dikombinasikan
dengan teori pertingkatan hukum, penyusun berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an
tentang hukum kontrak syari'ah untuk, dapat memformulasikan. asas-asas dan prinsip-
prinsip hukum kontrak syariah. Berpijak dari“pembahasan bab sebelum ini, maka
penyusun berusaha melanjutkan kajian/tentang asas-asas/dan prinsip-prinsip hukum

kontrak syari'ah sebagaimana tersebut di bawah ini.

A. Asas Halal dan Haram

Al-Qur'an telah meletakkan asas halal dan haram yang berkenaan dengan
transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi, dan semacamnya.
Semua hal yang berhubungan dan menyangkut dengan harta benda hendaknya dilihat
dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram ini Dan sebagian ayat yang

mendasari ini telah dikaji pada bab sebelum ini :
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqgad-aqad itu, dihalalkan
bagimu binatang ternak ... "%

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan™

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,
kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging
babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih
atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang
dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka
sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **°

Orang-orang di masa Jahiliyah tidak membedakan makanan yang halal dan
yang haram, termasuk juga antara jual:beli dengan riba, maka kemudian Islam datang
dan menjelaskan berbagai hal itu. Bahkan Allah’dalam perintah untuk menuju yang
halal itu tidak asal mendapat yang halal saja, namum juga cara mendapatkannya juga
baik (2:168 dan 16:114). Perintah al-Qur'an ‘untuk -mencari nafkah setelah melakukan
ibadah ritual (62:10), mehgimplikasikan—bahwa-gseseordang “hendaknya mengikuti
perilaku yang diperkenankan dan | dihalalkan), dalam mendapatkan penghasilan.
Penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritval-hendaknya,mampu menyucikan niat
dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan. Bahkan karena begitu
pentingnya masalah halal dan haram ini, maka aturan tentang substansi dan cara
memperoleh rizki telah dibuat dengan jelas. Allah tidak akan menerima harta (zakat,

infaq, sadagah) di mana harta-harta itu dihasilkan dari cara yang tidak halal.

Q8.5

%4 Q.S. 5: 90.

% ).S. 6: 145. Ayat-ayat tentang halal dan haram yang lebih lengkap adalah sebagai berikut :
Q.S. 2:219, 4:43, 5:90, 5:91, 16:67 (tentang minuman yang haram), Q.S. 2:57, 2:168, 2:172, 5:1, 5:4,
5:5, 5:88, 6:141, 6:142, 6:143, 6:144, 6:145, 7:157, 7:160, 16:72, 16:114, 17:70, 22:30, 23:51 (semua
yang baik asalnya halal), Q.S. 2:173, 5.3, 6:145, 7:133. 16:115 (haramnya darah), Q.8. 2:173, 2:219,
7:157 (haramnya segala yang kotor), Q.S. 2:173, 5:3, 6:145, 16:115 (haramnya bangkai), Q.S. 2:173,
5:3.6:145, 16:115 (haramnya daging babi).
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Masalah penting berikutnya adalah tentang penggunaan harta dengan cara
yang benar yaitu untuk memperoleh rida Allah dan demi tercapainya distribusi
kekayaan yang lebih baik dan lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Harta
yang halal hendaknya dipergunakan dalam hal yang halal dan diperbolehkan. Atau
dengan kata lain, penggunaan harta itu hendaknya dibatasi hanya pada sesuatu yang
halal. Harta jangan sampai digunakan pada jalan yang tidak diridai Allah, seperti
perjudian, minuman keras, perzinaan, dan apa saja yang tidak sesuai dengan ajaran
syanat. Pemilik harta memang mempunyai kebebasan untuk menyimpan ataupun
menginvestasikan hartanya, namun sydriat juga mengatur tentang hal itu. Pada saat
menyimpan harta, si pemilik mestinya juga mierigeluarkan zakat dan kewajiban
lainnya atas harta tersebut; demikian juga ketika menginvestasikan atau menjalankan
harta itu mestinya juga menujukan / mengarahkan pada bidang dan jenis usaha yang
halal dan tidak mengandung unsury riba- ateupun judi.-Seorang-muslim diperintahkan
untuk menanamkan modal dalam |perdagangan \yang halal, meskipun hasilnya
mungkin lebih sedikit jika dibandingdengan [petiafiaman! modal pada wilayah-wilayah

yang haram.

Asas halal-haram ini adalah asas yang sangat khas dalam Islam dan berbeda
dengan sistem kapitalisttk yang motif utamanya adalah untuk memperoleh
keuntungan daripada motif moral. Kehalalan dalam asas ini mencakup halal secara
substansi (zat), halal dalam cara memperolehnya termasuk pemenuhan unsur syarat
dan rukun dalam kontrak, dan juga halal dalam jalur penggunaannya. Disamping itu
juga harus dikeluarkan zakat atas barang yang memang telah memenuhi batas

ketentuan wajibnya zakat.
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B. Asas Keadilan

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah
untuk membangun keadilan dan persamaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua
ajaran yang ada dalam Al-Qur'an mengandung inti keadilan. Cukup banyak ayat yang
secara tegas menyerukan tentang keadilan, sebagaimana sebagian telah dikaji pada
bab sebelum ini :

"Sesungguhnya Kami telah mengutus. rasul-rasul Kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata dan teldh Kami turunkan bersama mereka Al Kitab
dan neraca (keadilan) supaya mantsia dapat melaksanakan keadilan. Dan
Kami ciptakan besi yang padonya terdapat kekuatan yang hebat dan
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya miereka mempergunakan besi itu)
dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-
rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat
lagi Maha Perkasa. "™

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu-menyampaikan-amanat kepada yang
berhak menerimanya,.dan (meiyuruh kamu) apabila ‘menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu, menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baikitya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendenganiagi-Maha Meliher 1%

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran ****

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang seringkali disebutkan dalam
Al-Qur'an. Allah sering menekankan agar manusia bersikap adil dalam segala

perbuatannya, karena perbuatan adil itu lebih dekat dengan ketaqwaan (5:8). Adil

% Q.8.57:25.
%7Q.S. 4: 58.

% Q.8. 16:90. Lebih lengkap ayat-ayat yang mencgaskan tentang keadilan adalah sebagai berikut:
3:18, 4:3, 4:58, 5:8, 5:42, 6:152, 7:29, 16:76. 16:90, 16:118, 49:9. 57:25
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memang berkaitan dengan persamaan, akan tetapi keduanya jelas berbeda karena adil
lawannya adalah kezaliman. Menurut Yusuf al-Qardawi, keadilan adalah
keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil; antara
individu dan masyarakat; dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang

269

berlandaskan pada syari'ah Islam.**” Keadilan merupakan karakter dinamis yang

harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.

Dalam struktur ekonomi, agar dapat dicapai suatu keadilan, maka harus
terpenuhi beberapa hal; Perfama, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi,
distribusi, dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi
menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan-bisnis dalam genggaman segelintir
orang. Kedua, keadaan pereckonomian vyang tidak konsisten dalam distribusi
pendapatan dan kekayaan harus ditolak, karena Islam menolak daur tertutup
pendapatan dan kekayaan yang ‘menjadi semakin-menyempit.“Dan ketiga, sebagai
akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang demikian.kuat, maka dalam ekonomi dan
bisnis, Islam tidak mengakui adanya hak milik yang.tak tefbatas maupun sistem pasar

yang bebas tak terkendali.*”

Asas keadilan ini merupakan asas yang sangat luas cakupannya. Bahkan dapat
dikatakan asas keadilan merupakan asas yang paling mendasar dalam setiap bidang
aktivitas manusia, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Nilai-nilai abstrak Al-Qur'an

yang menyangkut keadilan dalam hukum muamalat dapat dikategorikan dalam tiga

2% yusuf Qardawi. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan oleh Didin
Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aunur Rofiq Sholeh Tamhid, Cet. 1 (Jakarta: Robbani Press,
1997), hal. 396.

¥ R. Lukman Fauroni, Etika Bisnis dalam Al-Qur an, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,
2006), hal. 148-149.
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bentuk pembahasan, yaitu; berbentuk perintah, perlindungan, dan larangan.

1. Bentuk Perintah

Dalam kategori ini, asas keadilan yang diajarkan oleh al-Qur'an dalam
beberapa ayatnya dapat dijabarkan dalam bentuk prinsip-prinsip imperatif, yakni
mengandung perintah atau rekomendasi perilaku dalam hukum kontrak syari‘ah.

Beberapa bentuk dalam kategori ini adalah beberapa prinsip sebagai berikut:

. Memenuhi Janji, Perikatan, dan Akad.

Salah satu ajaran penting dalam al-Qur'an tentang hukum kontrak syari'ah
adalah adanya perintah untuk memenuhi janji atau perikatan atau akad. Islam
memerintahkan agar semua janji kesepakatan (kontrak) dihormati dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya’‘Terdapat ancaman keras terhadap setiap
pelaku kontrak yang fidak ‘mempertanggungjawabkdn sétiap janji yang telah
dibuatnya. Ayat-ayat yang berkaitan-dengan-hal ini\cukup banyak, yang sebagian
telah dibahas pada bab sebelum ini.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad itu {mencakup: janji
prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam
pergaulan sesamanyal. dihalalkan bagimu binatang fernak, kecuali yang
akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalallan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah
menetapkan kum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. """

" Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara
yang lebih baik (bermanfaat} sampai ia dewasa dan penuhilah janji;
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."*™

“1'Q.S. 5:1. Ayat-ayat lain tentang hal ini di antaranya adalah Q.S. 4:58, 17 34-35, 2:40 dan 177,
9:4, 70:32, 3:76-77. 6:152, 13:20, 91:54, dan 48:10,

2().8.17:34.
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Al-Qur'an melarang kaum Mukminin merusak janji yang telah disepakati
walaupun ia menyadari ada alasan kuat bahwa pthak lain akan merusak
kesepakatan itu. Dalam situasi seperti itu, mereka diinstruksikan untuk
memberitahukan kepada pihak lain yang terlibat kesepakatan tentang keputusan
mereka untuk menemukan adanya solusi formal dari kesepakatan itu, yang

dengan demikian mereka dalam posisi yang sama.?”

Hal ini merupakan sebuah
prinsip yang menunjukkan bahwa al-Qur'an menginginkan agar keadilan terus-

menerus ditegakkan dalam semua kesepakatan yang telah disetujui.

b. Memenuhi Takaran (Ukuran) dan Timbangan.

Keakuratan timbangan dan takaran adalah salah satu pesan penting dalam
al-Qur'an yang merupakan salah satu prinsip untuk menegakkan keadilan. Secara
horisontal ini sangat terkait erat dengan faktor kepercayaan konsumen, disamping
juga secara vertikal sangat terkait dengat tingkat keimanan sescorang. Tidak
diragukan bahwa kepercayaan konsumen memainkan peran vital dalam
perkembangan dan kemajuan sebuah bisnis. Oleh sebab itu, maka para pelaku
bisnis dengan skala besar selalu melakukan daya dan upaya untuk membangun
kepercayaan konsumen. Sangat banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk
menakar dan menimbang dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan
pengurangan sedikitpun terhadap takaran atau timbangan tersebut. Sebagian dari
ayat-ayat tersebut telah dikaji pada bab sebelum ini:

"“Sempurnakanlah takaran dan janganiah kamu termasuk orang- orang
yang merugikan; "

100

¥3 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Istam, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 99-



108

"Dan timbanglah dengan timbangan yang lirus."

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
Janganlah  kamu  merajalela  di  muka bumi dengan membuat
kerusakan; ™™

"Dan Syn'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah iakaran dan timbangan
dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak
mereka dan Janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan
mernbuat kerusakan."

Prinsip pemenuhan takaran dan timbangan ini dalam Islam merupakan
kewajiban. Dan barangsiapa yang curang dalam hal ini, maka akan mendapat
ancaman yang dahsyat (83:1-3). Apabila direnungkan lebih mendalam, maka
dapat dikatakan bahwa pesan keadilan-yang salah satunya dengan melakukan
prinsip menjaga keakuratan takaran atau timbangan, adalah merupakan misi yang
menjadi keniscayaan bagi setiap|:umat manusia. Demikian itu karena dalam

aktivitas kehidupannya manusia pasti akan berhubungan dengan sesamanya yang

salah satunya adalah hubungan,muamalah-

c. Pemberian Upah (Gaji)

Al-Qur'an mengajarkan agar dalam memberikan hak (upah) selalu
dipenuhi dan jangan sampai terkurangi (26:183). Adanya kesepakatan atas upah
(gaji) serta spesifikasi dari sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan pada awal
kontrak, adalah merupakan salah satu ajaran hukum kontrak syari'ah. Bahkan
seorang ibu yang telah ditalak ia tidak boleh dipaksa untuk menyusui anaknya

oleh bekas suaminya jika tidak ada kesepakatan tentang upah yang akan

1 Q.8.26:181-183,

% Q.S. 11:85. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk memenuhi timbangan tersebut secara lebih
lengkap adalah sebagar benkut : Q.S8. : 6:152, 7:85, 11:85, 12:59, 12:88, 17:35, 26:181, 26:182,
26:183, 55:9



109

diterimanya berkaitan dengan tugasnya untuk menyusui anaknya tersebut. Ayat
tentang hal ini sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelum ini-
"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untulkmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan
maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. "’

"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang ftelah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. "*"

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan
berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak-menyia-nyiakan amal orang-orang
yang beramal di antara kamu,” baik lakilaki atau perempuar, (karena)
sebagian kamu adalah turupian darisebagian yang lain.™

Berdasar dua ayat terakhir di| atas! jelaslah bahwa Islam sangat
menghargai profesionalisme serta adanya perbedaan antara kualitas dan kuantitas
sebagai dasar penentuan upah (gaji), sehingga gaji yang didapat oleh para pekerja
tidak harus sama. Bahkan status laki-laki atau wanita tidaklah menjadi penyebab
perbedaan upah, justru Islam menempatkan dua status berbeda tersebut dalam
tataran dan posisi yang sama dalam masalah kerja dan konpensasi. Dengan
demikian jelas bahwa masalah pemberian upah (gaji) atau konpensasi dalam

Islam merupakan hal yang prinsip.

Konpensasi sebenarnya dapat dipahami sebagai keseluruhan bentuk
pembayaran kepada karyawan yang bersifat finansial maupun nonfinansial.

Konpensasi finansial dapat berupa gaji (upah), tunjangan-tinjangan, bonus,

76 Q.8. 65:6
7 Q.S. 46:19.
¥ (0.S. 3:195. Ayat yang lain tentang hal ini adalah Q.S. 26:183, 53:39-41.
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pembagian laba perusahaan, atau hadiah. Adapun konpensasi nonfinansial dapat
berbentuk pekerjaan yang menantang, tugas-tugas yang menarik, peluang
mendapatkan promosi, serta lingkungan pekerjaan yang berupa kebijakan
perusahaan yang sehat, kondisi lingkungan kerja yang nyaman, serta rekan kerja
yang menyenangkan.’” Konpensasi, disamping sebagai imbalan atas prestasi
kerja yang dilakukan juga bertujuan untuk memberikan motifasi kerja dan

membantu perkembangan karyawan serta perusahaan itu sendiri.

d. Menyampaikan Amanah

Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa menyampaikan amanah dalam ajaran
Islam adalah termasuk suatu kewajiban yang prinsip. Cukup banyak ayat al-
Qur'an yang memerintahkan agar menyampaikan amanah sebagaimana mestinya,
yang sebagain ayat tentang hal ini telah dibahas pada bab sebelum ini.

"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai
memelihara harta), Maka . serahkanlah \kepada mereka harta-hartanya.
dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan
dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka
dewasa. "

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan

Janjinya "™

Seseorang yang bekerja untuk orang lain, baik dalam suatu perusahaan maupun
institusi, haruslah bekerja sebailk mungkin karena pekerjaan adalah termasuk amanah.

Kesepakatan hasil kontrak bisnis adalah termasuk amanah yang harus dipenuhi. Bahkan

*” Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Aenggagas Bisnis
Islami, Cet. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 208,

2008 4:6.

*1 Q.S. 23:8. dan Q.S. 70:32. Ayat-ayat vang lebih lengkap menegaskan tentang hal ini adalah
sebagai berikut ; Q.5.2:283, 3:75, 4:2, 4:58, 8:27. 23:8, 70:32
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dalam pembahasan bab sebelum ini, amanah adaiah mencakup terhadap Tuhannya, diri

scndiri, dan juga sesamanya.

2. Bentuk Perlindungan

Demi tercapainya keadilan, Al-Qur'an memberikan petunjuk-petunjuk
yang pasti bagi orang yang beriman untuk diterapkan pada perilaku bisnis guna
memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan ini nampak sekali tergambar
dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya kezaliman baik yang sengaja maupun yang tidak.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah [seperti
berjualbeli, hutang piutang;-atqu sewa menyewa dan sebagainya] tidak
secara tunai  uniuk  wakti, yang “ditentukan, hendaklah  kamu
memiliskannya. dan hendaklah' “seorang penulis di amtara kamu
menuliskannya  dengan \|benar] | Dan” | janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Aflah mengajarkarmya, maka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang|berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis i), don hendakiah ia bertakwa kepada Allah
Tuharnya, dan janganlah ia mengurangi \sedikitpuit daripada hutangnya.
Jika yang berhutang "itu orang yang lemah “dkalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia |Sendiri tidak, mampu mengimiakkan, maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikaniah
dengan dua orang saksi dari(orang-orarig-lélaki (di antaramu). Jika tak
ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
maka yang seorang mengingatkannya. janganiah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
Jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekal kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah;
Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara wunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang [barang tanggungan (borg) itu
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diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai] (oleh yang
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang
lain, maka hendaklah yang dipercayai ity menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan
Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan. ™%
Dalam dua ayat di atas terdapat beberapa bentuk perlindungan dalam
hukum kontrak syari'ah. Di antara bentuk perlindungan yang diajarkannya adalah

sebagai berikut;

a, Penulisan Kontrak

Setiap kontrak bisnis hendaknya dituliskan di atas kertas yang dapat
dipergunakan sebagai alat bukti secara hukum,terlebih lagi pada transaksi yang
dilakukan secara kredit, baik kredit dalam bentuk besar maupun kecil. Penulisan
transaksi ini sangat efektif\dan menjadi-prinsip-untuk melindungi terjadinya klaim
palsu yang dilakukan oleh salah satu pikak /\Pémbuatan perjanjian (kontrak)
secara tertulis akan sangat| bermanfaat) jika di kemudian hari timbul sengketa,
sehingga terdapat alat bukti surat sebagai salah satu dasar pembuktian dalam

sengketa tersebut.

b. Saksi-Saksi

Al-Qur'an mengajarkan agar transaksi secara kredit tersebut di samping
dituliskan juga dipersaksikan di hadapan dua orang saksi laki-laki dewasa, atau
seorang laki-laki dewasa dengan dua orang perempuan dewasa. Kehadiran saksi

dalam sebuah transaksi ini adalah menjadi prinsip untuk perlindungan agar tidak

®2().S. 2:282-283
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terjadi praktik kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan
transaksi. Adanya saksi ini akan sangat bermanfaat jika di kemudian hari timbul
sengketa, sehingga terdapat alat bukti saksi sebagai salah satu dasar pembuktian

dalam sengketa tersebut.
c¢. Jaminan (Gadai)

Alternatif lain sebagai bentuk prinsip perlindungan yang diajarkan oleh
al-Qur'an terhadap transaksi secara kredit adalah penyerahan barang milik orang
yang berhutang (debitur) kepada orang yang memberi hutang (kreditur) sebagai

gadai (jaminan) hingga hutang tersebut dikémbalikan kepada kreditur.

d. Prinsip Tanggung Jawab Individu

Al-Qur'an juga mengajarkan) bahwa dalam setiap transaksi bisnis
tanggung jawab individu padalahs rsangat cpenting. A Setiap individu adalah
bertanggung jawab atas segala |befituk transaksi vang dilakukannya. Bahkan
tanggung jawab setiap pelaku~komntrak tersebut-tidak hanya dituntut di dunia saja,

tetapi juga kelak di akhirat.

3. Bentuk Larangan

Di samping berbentuk perlindungan dan perintah, al-Qur'an juga
menyerukan berbagai larangan tindakan-tindakan negatif yang dapat merugikan
salah satu pihak yang melakukan transaksi demi terwujudnya keadilan. Beberapa

bentuk larangan dalam kategori ini adalah sebagai berikut

a. Riba
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Riba secara bahasa maknanya adalah a/-fadl wa az-Ziyadah *** (kelebihan

284 Sedangkan menurut istilah, riba adalah

dan tambahan) atau an-Numuw.
pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, yakni
pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa adanya imbalan pengganti
(konpensasi) yang dibenarkan oleh hukum syar'i®®® Larangan riba dalam al-
Quran sangatlah jelas dan merupakan prinsip. Sebagian ayat yang membahas
tentangnya telah dikupas dalam bab sebelum ini.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (yang belum-dipungut) jika kamu orang-orang yang
beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan, (meninggalkan sisa riba), Maka
Ketahuilah, balwa Allah danrasul-Nya akan memerangimu. dan jika

kamu bertaubat (dari pengambilan|riba), | Maka ba%rzmu pokok hartamu;
kamu tidak menganiaya dan'tidak (pula) dianiaya. "™

Riba dilarang tidak hanya dalam agama Islam, tetapi seluruh agama
samawi juga melarangannya, sehirgga-riba: juga menjadi“pantangan buat kaum

L Pdn sangatlah tidak tepat bila mengambil

Yahudi, Nasrani (masehi) dan Islam:
secara dedukst terhadap surat Ali~fmran (3) ayat*130 dengan menyatakan bahwa
riba yang diharamkan itu hanya yang berlipat, karena sesungguhnya riba sekecil
apapun jumlahnya adalah dilarang tanpa melihat kualifikasinya. Al-Qur'an telah

memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan riba

Cet.

283 Tbrahim Anis dkk., al-Au jam al- Wasst, (Kairo: tnp. tt), I: 326,
9 Abil A'la al-Maudidi, 4r-Riba, (Jeddah: Ad-Dar As-Su udiyyah, 1987), hal. 94.

5 Karnaen A. Perwitaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,
1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992),

8 Q.S. 2:278-279 Ayat-ayat lentang larangan riba secara lebih lengkap sesuai dengan tahap-tahap

pengharamannya adalah sebagai bertkut : Q.S. 30:39, 4:161, 3:130, 2:275-279.

7 As-Sayyid Sabiq, Figh, III: 123.
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dalam bentuk apapun. Sementara larangan melakukan riba dengan cara yang
berlipat ganda dalam ayat tersebut (3:130) adalah karena relevansinya dengan
praktik yang umum terjadi pada masa itu dan bukan memberikan kualifikasi
terhadap pelarangan riba itu. Menurut Ahmad Sukarja, bahwa bila ditinjau dari
keseluruhan ayat-ayat tentang riba, maka akan dapat difahami bahwa tujuan ideal
Al-Qur'an adalah menghapuskan riba sampai membersihkan unsur-unsurnya
sekalipun.?®® Mustaq Ahmad mengambil pendapat Kharufah yang menyatakan
bahwa apa yang disebut dengan bunga (inrerest) tak lain adalah riba yang dilarang
dalam Islam, tak perduli bagaimanapun ‘atraktifnya nama yang dipergunakan.
Bagaimanapun pintarnya orang yatig \memeles’ gambaran tentang riba hingga
membuat sistem bunga itu dapat ~diterima, maka itu tetap sebagai riba dan

2 Menurut Yusuf al-Qardawi, bunga bank sama dengan riba

dilarang hukumnya.
yang hukumnya jelas-jelas. haramy rbaik—itu~bunga skomersil maupun bunga
konsumtif. **°

Secara garis besar berdasarkan jenis kontraknya; riba terbagi menjadi dua,

291

yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli.”" Riba juga dapat dikategorikan
menjadi riba nasi'ah dan riba fadl. Riba Nasi'ah adalah penambahan bersyarat
yang diambil oleh orang yang menghutangkan (kreditur) dari orang yang

berhutang (debitur) dikarenakan (sebagai penyeimbang) adanya penangguhan

*% Ahmad Sukarja, "Riba, Bunga Bank, dan Kredit Perumahan®, dalam H. Chuzaimah T. Yanggo

dan HA. Hafiz Anshary A.Z. (ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Ketiga, Cet. 3
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hal. 58-59.

49.

*° Mustaq Ahmad, Etika., hal. 132.
0 Yusuf Al-Qardawi, Bunga Bank Haram, Cet. 2 (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2001), hal

#! Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, Bidayah., hal. 128.
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waktu. Tambahan seperti ini apapun dan seberapapun adalah dilarang berdasarkan
al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma’ ulama. ** Sedangkan riba fadl adalah penukaran
lebih dari barang sejenis yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan seperti
emas, perak, gandum, beras, dan garam.293 Setiap tambahan apapun yang diambil
dari hutang, maka itu adalah sebuah kotoran yang tidak berkah dan tidak
menguntungkan di sisi Allah. Oleh karena itu, maka tidak ada bedanya antara riba
dengan bunga karena keduanya sama-sama merepresentasikan tambahan dan
peningkatan dari pokok modal yang ada. Menurut Aristoteles yang dikutip oleh
Muh. Zuhri, bahwa fungsi uang yang utama adalah untuk memperlancar arus
perdagangan. Uang tidak bisa dipergunakan.sebagai alat untuk menumpuk harta,

karena sekeping uang tidak bisa menghasilkan (mémproduksi) uang lainnya.>*

Dalam Al-Qur'an, perilaku meminjamkan atau memberikan utang kepada
sesama disebutnya sebagai memberikan pertolongan atau .mengutangkan kepada
Allah. Dengan landasan ini maka wutang-piutang.seharusnya diberlakukan dalam
konteks memberikan pertolongan dengan ikhlas-tanpa-imbalan. Sebaliknya para
pelaku riba sangat bertentangan dengan prinsip utang-piutang (pinjam-

meminjam) tersebut. Oleh karena itu, maka secara moral riba merupakan praktik

*2 As-Sayyid Sabiq, Figh., hal. 125.

3 Kamaen A. Perwitaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa., hal. 9. Sccara lebih rinci
Iapt riba dapat dibagi menjadi empat. Pertama, Riba Qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan
tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang (muqtarid). Kedra, Riba Jahiliyah yaitu
hutang dibayar Icbih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada
waktu yang ditetapkan. Ketiga, Riba Fadl yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar /
takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Keempat,
Riba Nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang
ribawt lainnya.

' Muh Zuhri, Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipasif,
(Jakarta: Rajawali Press dan IAIN Walisongo Press, 1997), hal. 39.
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yang banyak membawa kemadharatan. Mustag Ahmad menyatakan bahwa
beberapa Ekonom Besar Barat seperti Lord Keynes, Adam Smith, dan Dr.

Schacht telah menentang institusi bunga pinjaman.%*>

b. Penipuan

Al-Qur'an melarang penipuan dalam bentuk apapun. Sebaliknya
memerintahkan umatnya agar menjadi orang yang jujur dan amanah. Penipuan
(kelicikan) digambarkan dalam Al-Qur'an scbagai karakter utama kemunafikan,
dan pelakunya diancam siksa yang pedih,dalam neraka. Sebagaimana firman
Allah :

"Sesungguimya orang-orang mupafik ity (ditempatkan) pada tingkatan

yang paling bawah dari|‘neraka. dawn | kamu sekali-kali tidak akan
mendapat seorang penolongpuii bagi mereka. "”°

Ada beberapa bentuk penipuan.(kecurangan) vang-dilarang keras dalam

Al-Qur'an, di antaranya adalah sebagai. berikut :
(1). Tatfif (Curang dalam Tinibangan/Takaran)

Al-Qur'an secara tegas tidak membenarkan bahkan membenci
perilaku curang dalam takaran atau timbangan, dan mengancam pelakunya
dengan siksa, sebagaimana dalam firman Allah :

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang [ialah orang-
orang yang curang dalam menakar dan menimbang],

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain
mereka minta dipenuhi,

Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,

5 Mustaq Ahmad, Etika., hal. 132.
P (Q.8. 4: 145.
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mereka mengurangi. n297

"Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu
mengurangi neraca itu."*®

Kata wail dalam al-Qur'an disebutkan dengan berbagai bentuknya dan
terulang sebanyak 40 kali. Kata ini menggambarkan kesedihan, kecelakaan,
dan kenistaan. Dari penggunaan-penggunaannya dapat disimpulkan bahwa

kata ini digunakan untuk menggambarkan kecelakaan atau kenistaan yang

299

sedang dialami atau yang akan dilami®” Sedangkan kata ¢, aaks
sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Razi dalam bab sebelum ini, asal
maknanya dari s ki )| yang artiftya.adalah mengurangi sedikit sesuatu
yang ada dalam takaran atai timbangan dengan cara yang halus.’®
Berdasarkan pendapat tersebut 'dan-kdjian-para mufassir lainnya, maka dapat
ditarik titik simpul bahwa istilah (a4 shs 11 dalam Al-Qur'an dipergunakan
khusus untuk praktik” kecurangan dalam takaran atau timbangan, dimana
praktik ini adalah merupakan perampasan terhadap hak orang lain dan
diancam dengan kutukan atau laknat. Hal ini mendapat perhatian khusus
dalam Islam karena berkaitan erat dan memiliki efek yang sangat vital dalam
transaksi bisnis. Beberapa ulama bahkan memberi makna yang lebih luas

terhadap kata L ahhi Vitersebut, seperti Yusuf Musa yang pendapatnya

diambil oleh Mustag Ahmad mengatakan bahwa seorang pekerja yang tidak

Q.S 83: 1-3.

“*Q.S. 55: 8-9.

** M. Quraish Shihab, Tafsir AI-Qur'an al-Karim, Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan
Urutan Turunnya Wahyu, (Bandung : Pustaka Hidayah. 1997), hal. 772.

*™ Abii " Abdillah Muhammad ibn ' Amr ibn al-Hasan ibn al-Husain at-Taimi ar-Razi, Mafitih.
XVI: 400.
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menunaikan tugas-tugasnya secara jujur dan efisien, maka orang itu dianggap

sebagai orang yang curang, penipu, dan tidak amanah,3°!

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa perilaku pengurangan atau
curang dalam takaran atau timbangan adalah termasuk jenis penipuan, yakni
dengan sengaja mengurangi hak orang lain. Penipuan jenis ini memang sangat
potensial dalam kehidupan perekonomian manusia, sehingga Al-Qur'an
mengancamnya dengan kata wail yang mengisyaratkan ancaman kecelakaan
dan kenistaan bagi para pelakunya. Dalam dunia bisnis modern, media
takaran (ukuran) dan timbangan sudah.sedemikian rupa bentuk dan ragamnya,
seiring pula dengan kecanggihaii bentuk serta cara melakukan kecurangan di
dalamnya. Masalah takaran ataw timbangan,-disamping keakuratannya, yang
lebih menjadi problem moral dalam bisnis seébenamya adalah pada eksistensi
kecurangan atau penipnanyang dilakukaniiya dengan séngaja dan terencana,

baik demi tujuan keuntungan bisgis ataupun tujuan-tujuan lainnya.
(2). Khianat

Tidak dipungkiri atau diragukan lagi bahwa karakter khianat atau
ketidakjujuran adalah bentuk perbuatan yang sangat jelek dan termasuk
bentuk penipuan. Orang yang suka khianat dan tidak jujur akan selalu
berusaha demi tujuan kesenangannya melakukan penipuan kepada orang lain,
kapan dan dimanapun kesempatan atau peluang itu terbuka baginya. Oleh

karena itu, maka Al-Qur'an melarang keras perbuatan khianat dan

ketidakjujuran.

31 Mustaq Ahmad, Etika., hal. 137.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganiah kamu mengkhianati
amanat-amanat  yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahui. "

"Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang
mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menywkai orang-
orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.*™

“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang Telah beriman.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat
lagi mengingkari nikmat."*%

Sangatlah jelas Islam melarang sifat khianat yang merupakan
perbuatan yang merugikan orang lain, mengingkari nikmat Allah, dan juga
perbuatan yang bergelimang dengan dosa lantaran tidak memenuhi amanat
sebagaimana mestinya. Karakterpenipuan jenis ini sangat mungkin dilakukan
antara seseorang dengan orang lain ataupun_ dengan sekumpulan orang atau
bahkan sebaliknya, atau antara sekumpulan-orang dengan sekumpulan yang
lain. Juga sangat mingkin' dilakukan daldm hubungan‘bisnis, sosial, politik,

dan lain sebagainya.
(3). Dusta (Kebohongan)

Perbuatan lain serupa dengan khianat yang sangat dibenci oleh Islam
adalah dusta atau kebohongan. Di antara perbuatan yang termasuk dalam
kategori ini adalah tuntutan palsu, tuduhan tidak berdasar, dan saksi palsu.
Perbuatan-perbuatan ini adalah termasuk penipuan yang sangat dikecam oleh

Al-Qur'an, yang di antaranya adalah sebagai berikut :

20).8. 8:27.
Q8. 4 107.

34 ().8. 22: 38. Ayat-ayat teniang larangan khianat lebih lengkap adalah sebagai berikut © 3:75,
4:107. 5:13, 8:27, 8:58, 8:71, 12:52,22:38, 66:10.
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"Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, (vaitu) orang-orang
yang terbenam dalam kebodohan yang lalai, "

"Dan janganlah kamu mengatakan ferhadap apa yang disebut-sebut
oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang
mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. "

"Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, Kemudian
ditudubkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka
Sesungguhnya ia Telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang
ny at. 1307

Karakter-karakter ini adalah karekter orang-orang munafiq yang
sangat dibenci oleh Islam. Dusta atau kebohongan sangat luas dan sangat
mungkin dilakukan dimana dan Kapanpun, serta dalam bidang apapun, bahkan
oleh siapapun. Penipuan yang mempunyai kemungkinan sangat luas inilah
yang sangat membahayakan dan bisa, menjadi racun masyarakat. Dalam
bidang bisnis, kebohongan seperti'ini akan-membawa dampak yang sangat
merugikan masyarakat “(konsumen). -Bagi. para /produsen dan juga para
pedagang juga sangat berbahaya, karena\dapat menghilangkan kepercayaan
atas produk dan reliabilitas\para pedagang, yang mana itu sangat memainkan

peran dalam usaha mengokohkan dan mengembangkan sebuah bisnis.

¢. Maysir (Unsur Judi)

Maysir pada mulanya tidak termasuk dalam praktik transaksi komersial.

Maysir merupakan salah satu bentuk perjudian pra-Islam yang dimainkan dengan

*% Q.. 51:10-11.
608 16:116.

*7Q.S. 4: 112. Adapun ayat-ayat tentang larangan dusta adalah scbagai berikut, bahwa dusta itu
tercela: 4:50, 5:41, 6:93, 7:37, 16:105, 29-68; balasan bagi para pendusta: 4:50, 6:93, 6:130, 7:36, 7:37,
7:38, 9:77, 16:62, 29:68: dan perintah menjauhi prasangka buruk: 496, 49:12,
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panah. Kemudian dalam konteks figh (terutama ulama sunni) mengembangkan
pemaknaan berdasarkan pada makna literal yang sering dipersamakan dengan
gimar>®® atau mukhatara yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan.**
Oleh karena itu, maka model bisnis yang dilakukan dengan sistem pertaruhan

termasuk dalam kategori bentuk judi.**®

Larangan maysir dalam Al-Qur'an sebenarnya secara bertahap
sebagaimana larangan dalam khamr. Semula disebutkan bahwa maysir itu lebih
besar dosanya daripada manfaatnya (Q.S Al-Bagarah (2): 219), kemudian al-
Qur'an secara tegas mengharamkannya sebagaimana dalam firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,

berjudi, (berkorban untuk)- berhala, mengundi nasib dengan panah,

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan
itu agar kamu mendapat keberuntungan.”’

Dengan demikian \jelaslah bahwa-perilaku~judi dalam proses maupun
pengembangan bisnis dilarang tegas oleh Islam, dan harus dihindari bahkan harus
dijauhi karena termasuk perbuatan syetan: Syetan) adalah makhluk penggoda
manusia yang dapat dipahami sebagai simbol kejahatan yang tidak ada unsur
kebaikannya sama sekali, bahkan akan selalu mendatangkan penderitaan yang
abadi. Dan syetan itu adalah makhluk halus yang dapat menembus segala bidang

kegiatan manusia.

%8 Tbrahim Anis dkk., af-Au jam., 11:1064.

*® Ahmad Hidayat Buang, Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar,
(Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2000), hal. 38.

30 Tagiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terj. Moh.
Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 200.

31 Q8. 5 90.
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d. lhtikar (Penimbunan)

Thtikar berasal dari kata ififakara yang maknanya secara etimologis
adalah istabadda yang berarti (menghalangi).*'? Sedangkan secara terminologis
adalah membeli barang kebutuhan manusia baik berupa makanan ataupun lainnya
agar barang tersebut langka, sehingga kemudian harga menjadi naik, dan
akibatnya timbul kemadaratan pada manusia’'’? Ihtikar ini dalam bahasa
Indonesia diterjemahkan dengan penimbunan. Al-Qur'an secara tegas mengancam
pelaku penimbunan dengan siksa yang pedih, sebagaimana ayat yang telah
dibahas dalam bab sebelum ini :

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari

orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan

harta orang dengan jalan batil. dan | mereka menghalang-halangi

(manusia) dari jalan Allah. dan orangorang yang menyimpan emas dan

perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah
kepada mereka, (bahwa mereka.akan mendapat) siksa yang pedih. 314

Pada ayat di atas, secard ‘eksplisit"dicontohkan menimbun harta yang
berupa emas dan perak yang dalam \ymasyarakat lumum termasuk klasifikasi
kebutuhan tersier, tetapi perbuatan ini pun sangat dibenci oleh Allah. Jika
terhadap barang tersier saja sudah diancam dengan siksa yang pedih, maka
apalagi terhadap barang yang menjadi komoditas pokok seperti sandang dan
pangan. Penimbunan baik yang berbentuk uang tunai ataupun bentuk barang
sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Mustaq Ahmad,

penimbunan harta seperti emas, perak, dan yang lainnya disebut dengan istilah

312 thrahim Anis af al, Al-Afujam., 1:189.

313 Abd al-Haq Humaisy dan Husen Syawat, Figh al-'Ugud al-Maliyyah, (" Amman/Jordan: Dar
al-Bayariq, 2001), hal. 77.

319Q.8.9: 34,
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iktinaz, sedangkan penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan

sehari-hari maka disebut ihtikar.’'’

Ayat di atas bermaksud untuk menjamin stabilitas ekonomi masyarakat
dengan cara memperhatikan sikap perilaku para pelaku bisnis dalam menjalankan
segala aktifitas bisnisnya. Al-Qur'an melarang penimbunan karena kalau
direnungkan mendalam sebenarnya proses penimbunan bukan hanya
mengkorupsi komoditas yang ditimbun, akan tetapi juga nilai kekayaan yang
ditimbun, yaitu berarti menghalangi atau memberhentikan keuntungan dari
barang tersebut untuk sampai pada’ orang, lain” Penimbunan menghambat dan
menghentikan sirkulasi, dan akan “mengakibatkan tersendatnya distribusi

kekayaan.

Dari sudut pandang hukum Islam, para ulama telah sepakat tentang
haramnya penimbunan. Al-Misri mengutip pendapat Muhammad Salam Madkur
bahwa penimbunan sangat dilarang oleh Islam karena menyimpan barang-barang
yang dibutuhkan oleh orang banyak dalam kehidupannya dan karenanya
mengakibatkan kesusahan bahkan kemudaratan *'® Begitu juga Abu Yusuf
mengatakan bahwa setiap barang yang apabila ditimbun akan menimbulkan
kesusahan pada orang banyak atau kepentingan umum, maka itulah ihtikar

walaupun berupa emas dan pakaian >'’

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, ihtikar dilarang karena akan

3% Mustaq Ahmad, Etika., hal. 145.

316 Abdul Sami® al-Mist, Perniagaan dalam Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Haji Hasbullah,
(Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysta, 1993), hal. 50-51.

317 Ibid., hal. 51.
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menyebabkan tidak transparan dan keruhnya pasar serta menyulitkan
pengendalian pasar. Menimbun, membekukan, atau menahan dan menjauhkan
barang komoditi dari peredaran akan dapat menimbulkan bahaya terhadap
perekonomian dan moral. Sebaliknya suatu barang yang tidak ditimbun tentu
akan ikut andil dalam usaha-usaha produktif yang akan memberikan kesempatan-
kesempatan baru seperti menyelesaikan masalah kurangnya pangan, menambah
pendapatan, mendorong peningkatan produksi, menstabilkan harga, hingga
menciptakan lapangan kerja.*’*  Sudirman berpendapat bahwa perilaku
penimbunan akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang berakibat pada kerugian
pihak konsumen dan dapat menghaficurkan.stabilitas ekonomi umat.>'® Al-Misri
mengatakan bahwa penimbunan akan menjurus kepada praktik monopoli.*?°
Namun begitu yang tak kalah penting perlu diperhatikan adalah bahwa tidaklah
setiap perbuatan orang yangmengumpulkamatau imembeli Komoditi pasar dengan
jumlah banyak pasti disebut dengaf-pénimbunan, karena sebenarnya dilarangnya
penimbunan adalah lantaran™adanyd efek negatif (fmadarat) terhadap orang
banyak. Oleh karena itu, maka sudah semestinya ada kategori tertentu yang dapat
disebut dengan penimbunan, sebagaimana yang dikutip oleh Nur Kholis dari
Kitab Mugni al-Mulitaj bahwa penimbunan yang dalam kategori ihtikar yang
diharamkan harus memenuhi bebarapa sebagai berikut:

(1). Menimbun dengan niat untuk perdagangan, bukan untuk memenuhi

¥ Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip, dan Tujuan
Ekonomi Isiam, ditefjemahkan oleh Imam Saefuddin, (Bandung: Pustaka Sctia, 1999), 101,

1% udirman, "Penimbunan Barang dalam Aktivitas Ekonomi Menurul Pandangan Hukum Islam",
M dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary A Z. (ed.), Problematika., hal. 118.

320 Abdul Sami® al-Misri, Perniagaan., hal. 53-54,
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kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahinya.

(2). Penimbun sengaja menunggu dan mendiamkan barang dagangan sampai
harganya naik, kemudian ia menjualnya dengan harga zalim (sangat
tinggi) karena masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.

(3). Penimbunan itu dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang
yang ditimbun itu. Jika barang tersebut masih tersedia banyak pada para
pedagang, dan masyarakat tidak sangat membutuhkannya, maka
tidaklah termasuk ihtikar selama tidak mendatangkan madarat kepada
masyarakat.

(4). Penimbunan ity dilakukan dengan jalan pembelian, bukan pemberian.

(5). Jumhur Ulama mengkhususkan kategori ihtikar yang terlarang itu pada
makanan pokok, baik makanan untuk’ manusia maupun untuk hewan
pemeliharaan. | Sementara’ ‘menurut—. Malikivah®bahwa penimbunan
terhadap semua barang- |yang’\ mengakibatkan madarat kepada

masyarakat adalah térgalong ihtikar|yang-dilarang. **!

e. Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil
Memakan harta atau mengambil hak milik orang lain dengan cara yang
batil adalah dilarang keras oleh Islam. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang
melarang memakan harta atau mengambil hak milik orang lain dengan cara yang
batil, yang sebagian ayat tersebut telah dibahas dalam bab sebelum ini :
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecnali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganiah
kamu membunuh dirimu [mencakup juga larangan membunuh orang lain,

321 Nur Kholis, "Transaksi., hal. 57



127

sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendivi, karena umat
merupakan suatu  kesatuan]; Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu. ™%

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar mematkan

harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi

(manusia) dari jalan Allah. "

Para mufassir pada bab sebelum ini telah memberikan gambaran makna
yang cukup banyak tentang memakan harta orang lain dengan cara batil. Menurut
as-Sudi adalah makan dengan cara riba, berjudi, merugikan orang, dan dhalim;
sedangkan menurut Ibnu Abbas dan al-Hasan adalah memakan harta orang
dengan tanpa mengganti. Ada lagi“yang memaknainya dengan memakan harta
dari hasil akad yang fasid, makan dari-seshatu yang tidak ada nilai dan
manfaatnya seperti kera, babi, lalat; serangga penyengat, dan segala yang tidak
bermanfaat, bahkan ada yang memberi makna dengan upah dari meratapi mayat

¥ meminta harta dari

atau menyanyi, dari harga~mayat/ Khamg) dan ‘Babid\’
masyarakat dengan atas mama instansi atdn, agama padahal sebenarnya untuk
kepentingan sendiri, serta suap>menyuap)

Secara sederhana dapatlah disimpulkan bahwa memakan atau mengambil
hak orang lain secara batil adalah berbagai kegiatan (pekerjaan) yang tidak
syar'iyyah, yang itu maknanya sangatlah luas. Apabila hal itu diterapkan pada
masa modern seperti sekarang ini, maka akan mencakup berbagai hal seperti

monopoli, oligopoli, suap, korupsi, kolusi, iklan menipu, menutupi cacat barang,

dan praktik-praktik lain yang tidak menegakkan keadilan.

2Q.8.4:29.
38.().8.9: 34
3 Ahmad ibn " Ali Abu Bakr ar-Razi al-Jassas al-Tanafi, Alikam., [V: 344-345.



128

C. Asas Kebebasan

Kebebasan merupakan asas dasar dalam hukum Islam®® dan juga merupakan
asas dalam hukum kontrak. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan
untuk membuat perjanjian, baik dari segi yang diperjanjikan (obyek perjanjian)
maupun dalam menentukan persyaratan-persyaratan, termasuk menetapkan cara-cara
penyelesaiannya bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini
dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah Islam. Dengan kata
lain, syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad
sesuai dengan yang diinginkan, tetapi-yang.menentukan akibat hukumnya adalah
ajaran agama. Hal itu bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan,
kesewenangan, dan ketidakadilan antara sesama marusia melalui akad dan syarat-
syarat yang dibuatnya. Termasuk menjadi prinsip dalam asas ini adalah
menghindarkan semua bentuk jpaksaan/ tekanan, .dan penipuan-dari pihak manapun.
Adanya unsur paksaan dan pemasungan-kebebasan /bagi pihak-pihak yang melakukan
kontrak, maka legalitas perjanjian yang dilakukan-bisa’ dianggap meragukan bahkan
tidak sah.**® Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak syari'ah tersebut didasarkan
kepada firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu {mencakup: janji

prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam

pergaulan sesamanyaj. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang
akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.'"*?

%% Lihat Q.S. 2: 256 "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);"
%% Fathurrahman Djamil, "Hukum., hal. 249.
Q8.5 L
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Para mufassir sebagaimana dalam pembahasan bab sebelum ini, telah
menafsirkan maksud kata akad pada ayat di atas dengan bermacam-macam makna.
Jika diperhatikan lebih mendalam, maka asas kebebasan berkontrak dapat diambil
dari ayat di atas yakni dari kata "agad-agad” yang bahasa aslinya "al-"uqud”, yaitu
bentuk jamak yang diberi kata sandang "a/". Dalam kaidah tafsir-usul fikih, kata
jamak yang diberi "a/' menunjukkan keumuman, dan itu berarti perjanjian apapun
yang dibuat mengikat untuk dipenuhi. Ini artinya bahwa orang boleh membuat
bermacam-macam perjanjian, dan perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhinya. Oleh
karena itu, maka kebebasan berkontrak dalam Jslam meliputi kebebasan untuk
membuat jenis apapun perjanjian baru yangsbelum ada namanya dalam nas-nas
syariah, dan juga kebebasan klausul apa saja ke dalam akad sesuai dengan
kepentingan pihak-pihak bersangkutan, asalkan tidak melanggar ajaran syariat Islam.
Sebagaimana juga dikatakan) oléh \Asnitfiij baliwa “kalad, dicermati hukum-hukum
yang ditetapkan para fugaha yang terkait depgan/\uqud musammat, memungkinkan
membuka peluang untuk mengkembindsikan. dua akad/atau lebih dari akad-akad
tersebut menjadi satu akad, menggabungkan karakteristik akad-akad yang ada

sehingga melahirkan bentuk akad baru *?®

Mazhab Hanbali dan Maliki adalah dua mazhab hukum Islam yang paling
luas menganut asas kebebasan berkontrak. Bahkan dalam kedua mazhab ini
kebebasan berkontrak tidak hanya diberlakukan dalam perjanjian-perjanjian di
lapangan hukum harta kekayaan, tetapi juga mencakup perjanjian-perjanjian dalam

lapangan hukum keluarga. Misalnya seorang calon isteri mensyaratkan dalam akad

328 Asmuni, "Akad., hal 16.
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nikah suatu klausul bahwa sang suami tidek akan memadunya. Sementara mazhab
Hanafi dan Syafi'i meskipun tidak pernah menentang asas kebebasan berkontrak,

namun juga tidak menjadikannya sebagai doktrin pokok. *?

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan asas kebebasan berkontrak dalam
hukum kontrak syari'ah yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa orang boleh
membuat perjanjian apapun dan memasukkan klausul apapun ke dalam perjanjian
tersebut dengan batas-batas tidak melanggar ajaran syari'ah. Dan Al-Qur'an telah
menyebutkan beberapa jenis akad, antara lain tentang akad al-qard dalam surah al-
Baqarah (2):245, akad al-qard, as-salam, dan ar-rahn dalam surah al-Baqarah
(2):282-283, akad jual-beli dalam surah an-Nisa"(4):29, akad a/-Kafalah dalam surah
Yusuf (12):72, akad a/-wakalah dalam surah al-Kahfi (18):19, akad al-fjarah dalam
surah Al-Qasas (28):27 dan surah At-Talaq (65):6, dan akad asy-syirkah dalam surah
Sad (38):24. Allah juga menegaskan bahwa. jefis usdha -manusia itu sungguh
bermacam-macam : "Sesungguhnya usaha kam{meméng berbeda-beda" (Q.S. 92:4).
Para Mufassir telah memberi banyak'arti ‘terhadap-kata’“usaha” dalam ayat tersebut,
yang di antaranya adalah perbuatan dan akhlak manusia, usahanya untuk mencari
dunianya, usahanya untuk mencari kesenangan dirinya dan mengikuti hawa nafsunya,
ada yang mencari kemewahan, ada yang usahanya untuk memperbaiki taqwanya, ada
yang untuk menjernihkan zikirnya, dan ada juga yang berdakwah mengajak kepada

Allah >

32 Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syari'ah: Suatu Gambaran Umum", makalah disampaikan
dalam rangka Stadium General pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada
tanggal {14 Maret 2006 di Kampus Terpadu UMY, Bantul, Yogyakarta.

330 1 jhat kembali halaman : 91-92.
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D. Asas Persetujuan (Kerelaan)

Kebebasan dalam berbisnis membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan,
dan kesepakatan dari para pihak yang melakykan kontrak (perjanjian). Persetujuan
yang komplit antara pihak-pihak yang berkepentingan dianggap sebagai prasyarat
bagi terwujudnya legalitas dari setiap transaksi. Ajaran al-Qur'an tentang hal ini
sangat jelas dalam firman Allah :

"Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan jonganlah kamu

membunuh dirimu;  Sesunggtithnya » Allah, adalah Maha Penyayang
kepadaniu. "™

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kontrak harus dilakukan atas dasar
kerelaan dari masing-masing pihak. Jika dalam‘suatu kontrak tidak memenuhi asas
ini, maka itu sama dengan memakan hak orang lain dengan cara batil. Mustaq Ahmad
mengatakan bahwa transaksi/ bisnis ‘tidak—bisa “dikatakdn ‘teélah mencapai sebuah
bentuk bisnis yang saling rela antara pelakunya jika di ‘'dalamnya masih ada tekanan,
penipuan, atau mis-statemen yang digunakan olehsalah $atu pihak yang melakukan

332

transaksi.™ " Jika hal ini terjadi, maka dapat menjadikan batalnya transaksi tersebut,

karena unsur sukarela ini menunjukan keikhlasan dan itikat baik dari para pihak ***

Dalam memahami ayat di atas, Mustaq Ahmad mengambil pendapat Muhajir
yang mengatakan bahwa para pelaku transaksi diharuskan memenuhi dua syarat

kesepakatan agar semua transaksi menjadi valid. Perfama, adanya kesepakatan

08 4:29.
2 Mustag Ahmad, Etika., hal. 96.
333 Gemala Dewi dkk., Hukum., hal. 37.
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bersama. Kedua, jangan sampai keuntungan yang diperoleh salah satu pihak
merupakan kerugian yang diderita oleh pihak yang lain*** Satu kesepakatan yang
benar merupakan sebuah tuntutan dan prasyarat dalam setiap transaksi. Termasuk
manifestasi dari asas ini adalah adanya tuntutan bahwa barang yang akan diperjual-
belikan harus dinegosiasikan dan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama. Tidak
ada satu otoritas manapun yang berhak memaksakan gaji (upah) tertentu secara fix
(tetap), juga tidak ada otoritas tertentu untuk menentukan harga tetap atas sebuah
komoditas. Pihak-pihak yang melakukan kontrak hendaknya melakukan penetapan
gaji yang adil atas dasar hukum supply) and demand jika mereka diberi kebebasan
untuk melakukan segala sesuatu tanpa ada.pemaksaan dan penekanan>*’ Termasuk

dalam asas ini juga adalah adanya prinsip-itikad baik sérta prinsip kejujuran.

E. Asas Persamaan dan Kesetaraan

Manusia sebagai khalifah atau pengemban amanat Allah di muka bumi,
adalah berlaku secara umum untuk semua manusia, dan tidak ada hak istimewa untuk
seseorang. Akan tetapi tidak berarti semua manusia harus selalu mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dalam menjalani model kehidupannya di alam semesta ini.
Manusia memang memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatan untuk
memperoleh kenyamanan dalam kehidupannya, akan tetapi kenyamanan hidup atau
hak yang dapat dimilikinya sesuai dengan kemampuan dan usaha-usaha masing-
masing individu. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kapabilitas,

ketrampilan, intelektualitas, dan talenta yang berbeda-beda. Kesamaan dan

33 Mustaq Ahmad, Etika.. hal. 96.
3 Ibid., hal. 97.
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keseimbangan atau kesetaraan yang dimiliki manusia itu termasuk juga dalam hal
hukum. Allah akan menilai manusia dari segi hukum secara sama dan adilnya dengan
tanpa membeda-bedakan. Sebaliknya manusia diberi hak yang sama dan seimbang
untuk menjalankan hukum sesuai kemampuannya, dan akan menaggung resiko atas
segala pelanggaran hukum yang dilakukannya. Begitu juga dalam hukum kontrak
(perjanjian), manusia (para pihak) mempunyai kedudukan yang sama atau setara,
sehingga hak yang mereka miliki untuk menentukan bentuk dan klausula atas suatu
petjanjian yang akan mereka lakukan adalah setara atau seimbang. Hal ini didasarkan
pada firman Allah :
"Hai manusia, sesungguhnya kdmi menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan"'menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia di antara kamu 'disisi” Allah—ialah orang yang paling tagwa

diantara kamu. Sesungguhnya | Allah)| Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal. "*°

Dalam ayat tersecbut digambarkan bahwa yang membedakan kedudukan
seseorang di hadapan Allah adalah ketagqwaannya. Menurut Gemala Dewi, bahwa
dalam melakukan perikatan, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-
masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan ini.”>’ Tidak boleh adanya
suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut, sehingga keadilanlah yang

akan ada dalam setiap perjanjian yang berdasarkan ajaran Islam.

Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari’ah tersebut, apabila

digambarkan dalam sebuah bagan adalah sebagai berikut :

#0Q.8.49: 13.
¥7 Gemala Dewi, Hukum., hal. 33.
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ASAS HALAL-HARAM

»Halal pada substansi / zatnya.

»Halal dalam cara memperolehnya.

»Memenuhi syarat & rukun kontrak.
» Halal dalam mempergunakannya.
» Menunaikan zakat.

ASAS KEADILAN

PRINSIP PERINTAH :
»Memenuhi janji / perikatan.

»Memenuhi takaran / timbangan.

»Memenuhi upah / gaiji.

» Menyampaikan amanah.
PRINSIP PERLINDUNGAN :

» Menuliskan kontrak,

> Menghadirkan saksi-saksi.

»Menyerahkan jaminan / borg.

> Tanggung jawab individu.

PRINSIP LARANGAN :
»Riba.
*Penipuan (Curang dim takaran /
timbangan, Khianat, dan Dusta).
»Maysir (unsur judi).
>Ihtikar (penimbunan).
» Mengambil hak orang sec. batil.

ASAS KEBEBASAN

» Menentukan bentuk kontrak.

»Menentdkan syarat-syarat kontrak.

*» Menentokan cara penyelesaian
jika terjadi sengketa,

ASAS PERSETUJUAN

» Persetujuan masing-masing pihak.

»Tidak ada tekanan / paksaan.

» Keuntungan satu pihak bukan
merupakan kerugian pihak lain.

> ltikad baik dan kejujuran.

ASAS PERSAMAAN-
KESETARAAN

»Kedudukan dalam hukum.
»Memperoleh hak.

» Melaksanakan kewaijiban.
» Menanggung resiko.
»Kehormatan.




BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan dengan berbagai tujuan. Di
antara tujuan tersebut adalah untuk managgulangi kemiskinan material dan spiritual,
kebodohan, penyakit, dan penderitaan hidup serta pemerasan manusia atas sesamanya
baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, ‘maupun agama. Al-Qur'an merupakan
sumber ajaran Islam yang menyangkut semua dimensi kehidupan manusia. Dengan
tujuan dan eksistensinya, Al-Qur'an merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-
nilai dan norma-norma yang mengatur aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi
dan bisnis, Dalam pandangan Al-Qur'an, bisnis bukan semata-mata upaya meraih
keuntungan materiil tetapi sekaligus berupaya mencapai tujuan spiritual, yakni
pencapaian tujuan kemaslahatan manusia sebagai makhluk Allah sekaligus sebagai

khalifah Allah yang diridai-Nya.

Al-Qur'an telah memberikan bangunan paradigma bisnis, yakni bisnis yang
dilakukan dengan kesadaran dan dibangun atas asas halal dan haram, asas keadilan,
asas kebebasan berkontrak, asas kerelaan (persetujuan) serta asas kesamaan dan
kesetaraan. Asas-asas tersebut merupakan asas dasar dalam hukum kontrak syari'ah,
yang sangat berpengaruh pada status setiap adanya akad kontrak. Tidak terpenuhinya

asas-asas ini maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perikatan atau
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perjanjian yang telah dibuat. Al-Qur'an telah mengajarkan asas-asas kontrak syari'ah
tersebut dalam berbagai ayatnya dengan diperkuat oleh berbagai ajaran-ajaran
prinsipnya seperti wajibnya memenuhi perjanjian dan perikatan, menjaga keakuratan
timbangan, pemberian gaji yang sesuai dengan profesionalitas kerja, serta kewajiban
menyampaikan amanah. Al-Qur'an juga mengajarkan prinsip-prinsip perlindungan
dalam berkontrak seperti perintah penulisan kontrak, menghadirkan saksi-saksi, dan
adanya jaminan (gadai) dalam bisnis yang tidak tunai, serta memegang / menekankan
prinsip tanggung jawab individu. Disamping itu Al-Qur'an juga mengajarkan prinsip-
prinsip untuk menghindarkan dari segala macam kezaliman dengan berbagai
bentuknya, yakni dipertegasnya larangan'wribas pénipuan yang mencakup curang
dalam takaran / timbangan, khianat, dan dusta (kebohongan), larangan adanya unsur
judi, penimbunan, dan mengambil hak"orang lain secara batil, serta prinsip-prinsip
lainnya. Mengambil hak orang|lain ‘secara- batil @apat! diartikan dengan melakukan
riba, berjudi, merugikan orang, memakan Aesuaty, yang tidak ada nilai dan
manfaatnya, melakukan monopali, pligapoli,\suap, “korupsi, kolusi, iklan menipu,

menutupi cacat barang, dan praktik-praktik lain yang tidak menegakkan keadilan.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, terkait dengan hukum kontrak syari'ah
atau hukum perikatan Islam, maka penyusun menyampaikan saran-saran sebagai

berikut:

1. Penelitian ini hanyalah sebuah usaha kecil untuk mencoba menelusuri hazanah

hukum Islam tentang hukum kontrak, dan tentunya masih banyak hal yang
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harus ditindak lanjuti dan dikembangkan dari hasil penelitian ini. Oleh karena
itu, maka penyusun berharap kepada para peneliti dan pembaca hasil penelitian

int, sudilah kiranya untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini.

. Penelittan ini hanyalah sebatas mengkaji berdasarkan ajaran-ajaran yang
terdapat dalam Al-Qur'an saja dan belum dilengkapi dengan berbagai ajaran
dalam hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu demi kesempurnaan penelitian
hasil ini, maka agar dilakukan elaborisasi dengan hasil penelitian sejenis dari

para ahli hadis atau peminat di bidang tersebut.

. Perlu bagi para ahli hukum Islam unfuk. berusaha melakukan ijtihad dalam
menyikapi perkembangan hukum|'yang terjadi-dalam kehidupan bermasyarakat

sebagai akibat kemajuan di bidang ilmu-pengetahuan dan teknologi.

. Perlu bagi para praktisi hukum atau pelaku usaha bisnis syari'ah untuk lebih
memperhatikan dan mendalami__ajaran Islam khususnya yang telah
diformulasikan dalam asas-asas_dan_prinsip-prinsip hukum kontrak syari'ah,
sehingga akan semakin mudah untuk mempraktikkan dan meningkatkan

kualitas serta kuantitas kesyari'ahan berbagai usaha bisnis syari'ah.
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